
BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 31 TAHUN 2014 

:ENTANG 

KEBIJ AKAN AKUNTANSI BERBASJS AKRUAL 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti keten tuan pa3al 
239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengclolaan 
Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala 
Daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah ~entang 
Kebijakan AkuLtansi Pemerintah Daerah dengan 
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 
dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah yang mengatur tentang Kebijakan /\kuntansi 
Berbasis Akrual; 

Mengingat: 

b. bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan 
lapo.can keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan 
umum agar sesuai dengan kebijakan terhadap 
anggaran dan unsur periodik maka perlu disusun 
suatu pedoman Kebijakan Akuntansi Bcrbasis Akrual 
pada Pemerintah Kabupaten Semarang; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Unaang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1652); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Ler.-ibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No~nor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan An tara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daer9..h (!.-embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
No:nor 82, Tarnbahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kota'Tiadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga Dan Kabup.:::.ten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara RepubEk 
Indonesia Nomor 3500); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesian 
Nomor 4578); 

12. Peratl.:ran Pemi:rintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 0 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ 
Nomor 5165); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaa n Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No□or 64 Tahun 
2013 tentang penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pacia Pemerintah 
Daerah 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lem baran Dae rah Ka bu paten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG 

Pasal 1 

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akn.1.al pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan, dan praktek-praktek yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Semarang dalam proses penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan basis akrual. 

Pasal 2 

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupe.ten 
Semarang dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Semarang yang mengacu pada Kerangka :<onseptual 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal3 

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang mengatur : 
1. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap 
anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi; 

2. Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih, Neraca; Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 
Laporan Perubahan Ekuitas, sena pengungkapan yang diperlukan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang 
me1:1pef;1garuhi pelaksanaan yang material antara anggaran dan 
reahsasmya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka 



yang dianggap perlu dijelaskan dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi 
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas serta 
penyajiannya dalam laporan keuangan. 

4. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 
akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi y2.!1g tidak 
di tindaklan ju tkan. 

5. Penyusunan laporan keuangan konsolidasia n untuk entitas akuntansi 
meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan 
pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas 
dan kelengkapan laporan keuangan. 

Pasal 4 

Sistematika Kebijakan Akuntansi 3erbasis Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Semarang disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini, yang antara lain meliputi : 
Lampiran I 

Lampiran II 
Lampiran III 
Lampiran IV 
Lampiran V 
Lampiran VI 
Lam piran VII 
Lampiran VIII 
Lampiran IX 
Lampiran X 

Lampiran XI 
Lampiran XII 
Lampiran XIII 
Lampiran XIV 
Lampiran XV 
Lam pi ran XVI 

Lampiran XVII 
Lampiran XVIII 

Ke.rangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbas~s 
Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang 
Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan Reali:,asi Anggaran Berbasis Kas 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Neraca 
Laporan Operasional 
Laporan Arus Kas 
Laporan Perubahan Ekuitas 
Catatan atas Laporan Keuangar. 
Aku:.:1tansi Pendapatan-LRA dan Akuntansi 
Pendapatan-LO 
Akuntansi Belanja dan Akuntansi Beban 
Akun tansi Pem biayaan 
Akun tansi A set 
Akuntansi Kewajiban 
Akuntansi Ekuitas 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 
dan Peristiwa Luar Biasa 
Laporan Keuangan Konsolidasi 
Penyajian Kembali Neraca 

Pasal 5 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini sebagai pedornan dalam Penyusunan Laporan 
Keuangan Sat'...la_n Kerja Perangkat Daerah Berbasis Akrual clan Laporan 
Keuangan Pemermtah Kabupaten Semarang Basis Akrual mulai TA. 2015 



Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Dae-rah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Unganm 
Pada tanggal 30 Mei 201..:{ 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

Asisten Administrasi Umum 

CAPTTD 

BUOi KRISTIONO 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 30 1'4ei .201~ 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 

Diperbanyak 
Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARtA:-: ....,"'"'""'-'"'~.H KABUPATEN 

., . . 'G 
' f ' t, /I/ A /1 ./1 

;~ .. ---rtf'-fr"r/'1#. 
,. .. ~ ' _.:;:!, . 

D :\ ._ : 
-..W=:-:::-:=--:-:-1 * ,, 

SU PRIY A'rMO 
15' .<) I 

e.NAR£>,.~ , . 



LAMPIRJ\N I 
PERATURAN BUPAT1 S2MARA G 
NO MOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKA AKUNTAJ\1Sl BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KERANGKA KONSEPTUAL 

KEBIJAKAN AKUNTANSl BERBASIS AKRUAL PADA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PENDAHULUAN 

Tujuan 
l. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Semarang m1 mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi 
Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Keran.gka konseptual ini diawali dengan penetapan tujuan pelaporan 
keuangan, kemudian diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif 
infonna si akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya 
unsur-unsur laporan keuangan juga didefinisikan. Berikutnya dijelaskan 
pedoman operasi yang lebih rir1ci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. 
Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan 
pelaporan keuangan. 

2 . Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Semarang adalah sebagai acuan bagi: 
a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akun tansi 

yang belum diatur dalam kebije.kan akuntansi; 
b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; d8n 
c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 

di~ajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan 
akuntansi. 

3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam ha! terdapat 
masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akur.tansi 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 

4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan 
Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif 
terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian 
diharapkan da pat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan 
akuntansi d i masa depan. 

5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam 
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupate:1 
Semarang. 

6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tujuan umum 
dalam rangku meningkatkan keterbandingan lap:)ran keuangan terhadap 



anggaran dan antar periode. . 
7 . Kebija kan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemenntah 

Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak 
termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum (BLUD). 

Ruang Lingkup 
8. Kerangka Konseptual ini membahas: 

a) Tuju an Kerangka Konseptual; 
b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang; 
c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan: 
d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi; 
e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; 
f) u~sur/ Elemen Laporan Keuangan; 
g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan; 
h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan; 
i) Asu msi Dasar; 
j) Prinsip-Prinsip; 
k) Kendala Informasi Akuntansi; dan 
1) Dasar Hukum. 

9 . Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keu angan Pemerintah 
Kabupaten Semarang. 

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
10. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Semarang 

memiliki pengaruh terhadap karakteris~ik tujuan akuntansi dan pelaporan 
keu angannya. 

11 . Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang 
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan 
keu angan adalah sebagai berikut: 
a) Ciri utama s truktur Pemerintah Kabupaten Semarang dan pelayanan 

yang diberikan: 
1) bentuk umum Pemerintah Kabu paten Semarang dan pemisahan 

kekuasaan; 
2) sistem pemerintahan otonomi; 
3) adanya pengaruh prose~ politik; 
4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah 

Kabupaten Semarang. 
b) Ciri keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang penting bagi 

aspek pengendalian: 
1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan 

sebagai alat pengendalian; 
2) investa si dala m aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 
3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untu k t·_.tjuan 

pengendalian 
4) penyusutan nilai aset sebagai su mber daya ekonomi karena 

d igunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan 

Bentuk Um um Pemerintah Kabupate n Se marang dan Pemisahan 
Kekuasaan 
12. Dalam bentuk Negara Kesa tuan Reputlik Indonesia yang berazas 

demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakya t men delegasikan 
kekuasaan kepacta pejabat publik me~alui proses pemilihan. Sejalan dengan 
pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem m1 dimaksudkan untuk 
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mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan 
penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

13. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Semarang, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya 
kepada pihak legislatif untuk mendapatka,n persetujuan. Pihak eksekutif 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak 
legislatif dan rakyat. 

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah 
14. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan d2la□ sisttm 

pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemcrintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Pemerintah yang lebih luas 
cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih 
sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau 
bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya ~istcm 
bagi hasil dan dana transfer. 

Pengaruh Proses Politik . 
15. Salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Semarang adalah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, Pemerinta h 
Kabupaten Semarang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal 
dengan mempertahar..kan kemampuan keuangan daerah yang bersumber 
dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi 
keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalan1 mewujudkan 
keseimbangan t~rsebut adalah berlangsungnya proses politik untuk 
menyelaraska.n berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. 

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Kabupaten 
Semarang 
16. Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten Sema rang 

memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya 
sebagian besar pendapatan Pemcrintah Kabupaten Semarang bersumber 
dari dana transfer dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Dana transfer ini berasal dari Pemerintah Pusat yang berasal 
dari penerimaan Negara yang sebagian besar bersumber dari pajak. Jumlah 
pajak yang dipungut tidak berhebungan langsung dengan pelayanan yang 
diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada wajib pajak. Pajak yang 
dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Semarang mengandung sifat-sifat tertentu yang waj ib dipertimbangkan 
dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut : 
a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya 

suka rela. 
b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan , seperti 
penghasilan yang diperoleh , kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai 
tambah ekonomis , atau nilai kenikmatan yang diperoleh. 

c) Efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang 
dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan 
dimaksud sering sukar diukur sehu.bungan dengan monopoli pelayanan 
oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan d ibukanya kesempatan 
kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang, seperti layanan pendidikan 
dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh Pemerintah 
Kabupaten Semarang menjadi lebih mudah. 
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d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan 
Pemerintah Kabupaten Semarang adalah relatif sulit. 

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat 
Pengendalian 
17. Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan dokumen formal 

hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang 
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang 
clan pendapatan yang diharapkan untuk rnenutup keperluan belanja 
tersebut atau pe:..nbiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi 
defisit atau surplus. Dengan dernikian, fungsi anggaran di lingkungan 
Pernerintah Kabupaten Semarang rnempunyai pengaruh penting dalam 
akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena : 
a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 
b) Anggaran merupakan target fif.kal yang menggamba:kan keseimbangan 

antara belanja, pcndapatan, da:-i pembiayaar:_ yang diinginkan. 
c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yar..g memili;:<.i konsekuensi 

hukum. 
d) Anggaran rnemberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten 

Semarang. 
e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan 

Pemerintah Ka bu paten Semarang sebagai pemyataan 
pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Semarang kepada publik. 

Investasi dalam Aset yang Tidak Mcnghasilkan Pendapatan 
18. Pemerintah Kabupaten Semarang menginvestasikan dana yang besar dalam 

bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi 
Pernerintah Kabupaten Semarang, seperti gedung perkantoran, jembatan, 
jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud 
mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan clan 
rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat 
yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi 
Pemerintah Kabupaten Semarang berbeda dengan fungsinya bagi organisasi 
komersial . Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan 
secara langsung bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, bahkan 
menimbulkan komitmen Pernerintah Kabupaten Semarang untuk 
memeliharanya di masa mendatang. 

Penyusutan Aset Tetap 
19. Aset yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang kecuali beberapa 

jenis asset terte:itu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas 
yang terbatas. Seiring deng::i.n penurunan kapas itas dan manfaat dari 
suatu asset dilakukan penyesuaian kembali. 

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI 
Pengguna Laporan Keuangan 
20. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Semarang, r.amun tidak terbatas pada : 
a) m asyarakat; 
b) para wakil rakya t, lernbaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 
c) pihak yang memberi atau berpera!l dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman; dan 
d) pemerir..tah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pernerintah Pusat). 
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Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan 
21. lnformasi yang disajikan dalam laporan keuangc1.n bertujuan umum untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan 
demikian laporan keuangan Perr .. erintah Kabu paten Se:narang tidak 
diran cang untuk memenuhi kebt:tuhan spesifik dari masing-masing 
kelompok pengguna. 

22. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di 
dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Semarang wajib 
memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk 
keperluan perencanaan, pengendaEan dan pengambilan keputusan. 

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
23. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola 

anggaran, kekayaan, dan kewajiban ya.ng menyelenggarakan akuntansi dan 
menyajikan laporan keuangan atas dasar ~kuntansi yang 
diselenggarakannya. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD). 

24. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang dimaksud dengan 
entitas pelaporan adalah Pemcrintah Kabupaten Semarang. 

PERANAN DAN TUJUAN PELAPOP.AN KEUANGAN 
Peranan Laporan Keuangan 
25. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 
transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang selama 
satu periode pelaporan. Laporan keuangan Perr .. erintah Kabupaten 
Semarang terutama digunakan untuk mem bandingkan realisasi 
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai 
kondisi keuan gan, menilai efektiv1tas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten 
Semarang, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap per2turan 
perundang-undangan. 

26. Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban u ntuk melap~rkan 
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada su2_tu periode 
pelaporan untuk kepentingan: 
a. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksar..aan 
kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

b. Manajemen 
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk rnengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode 
pelaporan sehingga memudahkan fungsi i::erencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian atas .seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten 
Semarang untuk kepentingan masyarakat. 

c. Transparansi 
Memberikan informasi keuangan y2.11g terhuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Semarang dalam 
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pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 
pada peraturan perundang-undangan. 

d. Keseimbangan Antargenerasi ( Intergenerational equity) 
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah 
penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang pada periode laporan 
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan 
apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung 
beban pengeluaran tersebut. 

e . Evaluasi Kinerja 
Me!lgevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan 
surnber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja 
yang direncanakan. 

Tujuan Pelaporan Keuangan 
27. Pclaporan keuangan Pemerin tah :!<abupaten Semarang menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna lapora n dalam menilai 
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial 
maupun politik dengan: 
a . menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan 

cukup u ntuk membiayai seluruh pengeluaran. 
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan 
dan peraturan perundang-undangan. 

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang sert:1 hasil­
hasil yang ~lah dicapai. 

d. menyediakan informasi menger:ai bagaimana Pemerintah Kab-upaten 
Semarang mendanai seluruh ~<egiatannya dan mencukupi kebutuhan 
kasnya. 

e. menyediakan informasi mengenai pos1s1 keuangan dan kondisi 
Pemerintah Kabupaten Semarang berkaitan dengan sumber-sumber 
penerimaarL1.ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk 
yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, 
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode p~laporan 

22. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang menyediakan informasi mengenai pendapatan, 
belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah 
Kabupaten Semarang. 

ASUMSI DASAR 
23. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang 

adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas: 
a) asumsi kemandirian entitas; 
b) asumsi kesinambungan entitas; dan 
c) asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) 

Kemandirian Entitas 
24. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah 

Kabupaten Semarang sebagai entitas pelaporan dan e:1.titas akuntansi 
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiba n untuk 
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menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacaua n antar unit 
pemerintahan dalain pelaporn.n keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya 
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran 
dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung 
jawab atas pengelolaan aset <ian sumber daya d i luar neraca untuk 
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau 
kerusakan aset dan sumber day::1 dimaksud, u tang piutang yang terjad i 
akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidakr1ya program 
dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

Kesinambungan Entitas 
25. Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten 

Semarang sebaga entitas pelaporan a kan berlanjut keberadaanya dan tidak 
akan dilikuidasi. 

Keterukuran dalam Satuan Uang ( Monetary Measurement) 
26. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan 

setiap kegia.tan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini 
diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran 
dalam akuntansi. 

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 
27. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ad&lah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. 
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasya rat normatif yang 
diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kahupaten Semarang dapat 
memenu hi kua litas yang dikehendaki: 
a) relevan; 
b) andal; 
c) dapat dibandingk9..n; 
d) dapat dipahami. 

Relevan 
28. Laporan keuangan Pemerin tah Kabupaten Semarang dikatakan relevan 

apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi 
keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan 
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna lapora n di masa lalu. 
Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang releva=i. adalah yang 
dapat dihubungkan dengan m aksud penggunaannya. 

29. Inforrnasi yang relevan harus: 
a . Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), a rtinya bahwa laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi 
yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau 
mengoreksi espektasinya di mas8. lalu; 

b. Memiliki manf2.at prediktif (predictive value) , artinya ba.hwa laporan 
keu.angan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna 
laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 
masa lalu dan kejadian masa kini; 

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Semarang harus disajikan tepat waktu sehingga dapa t berpengaruh dan 
berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan 

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keua.ngan Pemerintah 
Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang selengkap mungkin, 
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yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 
laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan 
dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

Andal 
30. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus 

bebas dari pengertian yang meny-=satkan dan kesalahan material , 
menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi 
akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 
menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: 
a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pernerintah 

Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang menggambarkan 
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan 
atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; 

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Semarang harus memual informasi yang dapat 
diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh µihak yang 
berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh 
berbeda; 

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Semarang harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan umum dan bias pada ke~utuhan pihak tertentu. Tidak boleh 
ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak 
tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. 

Dapat Dibandingkan 
31. Inforrnasi yang terrnuat dalam laporan keua.ngan Pemerintah Kabupaten 

Semarang akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapa: 
dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Semarang menerapkan kebijakan 
akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal 
dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Semarang yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 
Pemerintah Kabupaten Serna.rang akan menerapkan kebijakan akuntansi 
yang berbeda daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 
perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya 
perubahan tersebut. 

Dapat Dipahami 
32. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami 

oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 
yang disesuaikan dengan batas pemahr.1.man para pengguna laporan. Untuk 
itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 
atas kegiatan dan lingkungan opcrasi Pemerintah Kabupaten Semarang, 
serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 

PRINSIP AKTJNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

33. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan 
yang harus dipa hami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan 



pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan 
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam mernahami laporan 
keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang 
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang : 
a) basis akuntansi; 
b) prinsip nilai perolehan; 
c) prinsip realisasi; 
d) prinsip substansi mengungguli formalitas; 
e) prinsip periodisitas; 
f) prinsip konsistensi; 
g) prinsip pengungkapan lengkap; dan 
h) prinsip penyajian wajar. 

Basis Akuntansi 
34. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Semarang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan­
LO, beban, asset, kewajiban dan ckuttas. 

35. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan 
diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi 
wala1.:pun kas belum diterima di Rekening Kas Umum daerah. Beban diakui 
pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih 
telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
Daerah. 

36. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas maka LRA disusun 
berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penenmaan 
pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Urnum 
Daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pemoiayaan diakui pada 
saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 

37. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 
diakui dan dicatat pada s2.at terjadinya transaksi, atau pada sr.i.at kejadian 
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh 
Rekening Kas Umum Daerah. 

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) 
38. Aset dicatat sebesar pengeluaran kaf atau setara kas yang d ibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 
tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang 
diharapkan al<"an dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang 
akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang. 

39. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan da.ripada nilai yang lain, 
karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak 
terdapat nilai histories, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban 
terkait. 

Prinsip Realisasi (Realization Principle) 
40. Ketersediaan penda patan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD 

selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja 
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. 

41. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue 
principle) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Semarang, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. 
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Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle) 
42. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi 
atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan 
substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek 
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak 
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus 
diungkapkan dengan jelas dalam Ca.tatan Atas Laporan Keuangan. 

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) 
43. Kegiatan akuntar:.si dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Semarang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja 
Pemerintah Kabupaten Semarang dc?.pat diukur dan posisi sumber daya 
yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelapora n keuangan yang 
digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran 
dibuat periode semester. 

Prinsip Konsistensi ( Consistency Principle) 
44. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada keja.dian yang 

serupa dari periode ke periode oleh Pemerin tah Kabupaten Semarang 
(prinsip konsistensi internal) . Hal ini t:dak berarti bahwa tidak boleh ·i:erjadi 
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode 
yang baru diterapkan harus menur.jukkan hasil yang lebih baik dari metode 
yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode 
ini harus diungkapkan dalan1 Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) 
45. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan 

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. 
Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada 
lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas laporan 
keuangan. 

Prinsip Penyajian Wajar ( Fair Presentation Principle) 
46. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan 

dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan . 

47. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang diperlukan ketika menghadapi kttidakpastian 
peristiwa dan keadaan tertentu. Kt tidakpastian seperti itu diakui dengan 
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan 
pertimbangan sehat dalam per..yusunan laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang. Pertimbar.gan sehat mengandung unsur kehati­
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian 
sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta 
kewajiban dan btlanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, 
penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya 
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset a tau 
pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencata.t kewajiban dan 
belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan 
tidak andal. 



KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL 
48. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang t:idak 

memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan i:-iformasi 
akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang sebagai akibat: keterbatasan (limitations) atau karena 
alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam 
mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu: 
a. Materialitas; 
b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan 
c. Keseimbangan antarkarakteris tik kualitatif. 

Materialitas 
49. Laporan keua.ngan Pemerintah Kabupaten Semarang walaupun idealnya 

memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang 
memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila 
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam menca.tat informasi 
tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna lapo:-an yang dibuat 
atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

Pertimbangan Biaya dan Manfaat 
50. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang seharusnya melebihi dari biaya 
yang diperlukan untuk penyusuna:..1. laporan tersebut . Oleh karena itu, 
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak semestinya 
menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya 
penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan 
proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidal<: harus 
dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. 

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 
51. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai 

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang 
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Peme;-intah Kabupaten 
Semarang. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai 
kasus berbeda, terutama antara rclevansi dan keandalan . Penentuan 
tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersetut merupakan 
masalah pertimbangan prof esional. 

UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

52. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terdiri dari : 
a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: 
• Laporan Realisasi Anggaran SKPD; 
• Neraca SKPD; 
• Laporan Operasional SKPD; 
• Laporan Pe1ubahan Ekuitas SKPD; dan 
• Catatan Atas Laporan Keuangan SI(PD. 

b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: 
• Laporan Realisasi Anggaran PPKD; 
• N era ca PPKD; 
• Laporan Operasional PPKD 
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• Laporan Perubahan Ekuitas PPKD; 
• Catatan P.tas Laporan Keuangan PPKD; 

c) Laporan keuangan gabungan yang mencerrninkan laporan keuangan 
Pemda secara utuh atau Laporan Keuangan Pokok terdiri dari: 
• Laporan Realisasi Anggaran; 
• Laporan Pen1bahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perut·ahan SAL); 
• Neraca; 
• Laporan Oprasional (LO); 
• Laporan Arus Kas (LAK); 
• Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
• Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan Realisasi Anggaran 
53. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/ PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang 

merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/ Pemerintah 
Kabupaten Semarang, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi 
dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi 
anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran 
SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang secara tersanding. 
Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya mer.unjukkan tingkat 
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan 
eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. 

54. Unsu r yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran 
terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing 
unsur didefinisikan se bagai beriku t : 
a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah 

atau entitas pemerintah pemerintah lainnya yang menambah Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 

b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dala m periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperolch pembayarannya kembali oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang 

c) Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas 
pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan dan dana bagi hasil. 

d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang 
tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau akan diterirna kembali baik pada tahun anggaran 
bersangkutan maupun tahun-tah~.m anggaran berikutnya, yang dalam 
penganggarana pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari µinjaman dan 
hasil divestasi. Pengeluaran pem½iayaan antara lain digunakan untuk 
pembayaran ke::nbali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 
entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
55. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penuru:.1an Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun se-belumnya. 

12 



Neraca 
56. Neraca SKPD/ PPKD/ Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan laporan 

yang menggambarkan posisi keuangan SKPD / PPKD / Pemerintah Kabupaten 
Semarang mengenai as~t, kewajihan dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

57. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewaj iban, dan ekuitas. 
Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 
a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh 

Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa 
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabvpaten Semarang, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termas1..1k sumber daya 
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. 

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

Aset 
58. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset 

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak 
langsung, bagi kegiatan operaGional Pemerin tah K&bupaten Semara ng, 
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah 
Kabupaten Semarang. 

59 . Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset 
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat 
direal:sasikan atau dimiliki untuk dipe.kai atau dijual dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan 
dalam kriteria tersebut diklasifikasikF.1.n sebagai aset nonlancar. 

60. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, 
dan persediaan. 

61. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak 
beIWUjud ya:1g digunakan baik langsung maupun t idak langsung untuk 
kegiatan PeP.1erir..tah Kabupaten Semarang atau yang digunakan 
masyarakat ur~'1um. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi 
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset la innya . 

62. Investasi jangka panjang me:upakan investasi yang diad.akan dengan 
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam 
jangka waktu lebih dari satu periode akunt2.nsi. lnvestasi jangka panjang 
meliputi investaGi nonpermanen dan permarien. Investasi n onpermanen 
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam 
proyek pembangunan, clan investasi nonpermanen lainnya. Investasi 
permanen a,tara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang 
dan investasi permanen lainnya. 

63. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 
pengerjaan. 

64. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk 
dalam aset lainnya adalah aset tak berwuju d dan aset kerja sama 
(kemitraan). 
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Kewajiban 
65. Ka rakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerint&h Kabupaten 

Semarang mempunyai kewajiban masa kir.i yang dalam penyelesaiannya 
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan 
datang. 

66. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau 
tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks 
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber 
pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas 
Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah 
Kabupaten Semarang juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang 
bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dengan pemberi jasa 
lainnya. 

67. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi 
dari kontrak yang m engikat atau peraturan perundang-undang2-n. 

68. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewaj iban jangka pendek dan 
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok 
kewajiban yang diselesaikan dalam 'Naktu kurang dari dua belas bulan 
setelah tanggal pdaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok 
kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua bclas) bulan 
sejak tanggal pelaporan. 

Ekuitas 
69. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di 
n eraca berasa: dari saldo akhir ekuitas pada Laporan peruabhan Ekuitas. 

Laporan Operasional 
7 0 . Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam !.>atu periode 
pelaporan. 

71. Unsur-unsur yang dcakup secara langsung dr.lam Laporan Operasional 
terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 
Masing-masing unsure dapat didefinisikan sebagai berikut : 
a) Pendapatan-LO adalah hak pemcrintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaa.n bersih. 
b) Beban adala h kewajiban pe~nerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 
c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengelu aran uang 

dan/ oleh suatu entitas pela?oran dari /kepada entitas pelaporan Iain, 
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 
terjadi karena kejadian atau tran3aksi yang bukan merupakan operasi 
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar 
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan . 

e) Surplus/Defisit-LO 

Laporan Arus Kas 
72. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi ka s 

sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris 
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 
akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. 

73. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan 
pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Penerimaan kas adalah semuci aliran kas yang masuk ke Bendahara 
Umu m Daerah. 

b) Per.geluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 
Umum Daerah. 

Laporan Perubahan Ekuitas 
74. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelu mnya. 

Catatan atas Laporan Keuangan 
75. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dal3.m Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan 
juga mencakup informasi tentang kebijakan akt1.ntansi yang dipergunakan 
oleh entitas pela~ora n dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan 
untuk diungkapkan di dalam Standar Akunta nsi Pemerintahan serta 
ungkapan-ungkapan yang diperlukan i..l.ntuk menghasilkan penyaJ1an 
laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan 
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
(a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi. 
(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 

regional/ ekonomi makro. 
(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 

pelaporan, berikut kendala d':ln hambatan yang dihadapi ctalam 
pencapaian target. 

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

(e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 
pada lembar muka laporan keuangan. 

(f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar 
Akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lernbar muka 
laporana keuangan; 

(g) Menyediakan informasi tamoahan yang diperlukan untuk penyajian 
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) 
laporan keuangan. · 

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

76. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 
penca tatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Semarang. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap 
pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa 
terkait. 

77. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian a tau peristiwa 
un tu k diakui yai tu : 
a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk 
ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Semarang. 
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b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat 
diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 

78. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi iuiterif:. 
pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. 

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi 
79. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, kon3ep kemungkinan besar manfaat 

ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian 
tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau 
kejadian/peristiwa tersebut akan mcngalir dari atau ke entit.as pf!laµoran. 
Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan 
operasional Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengkajian derajat kepas tian 
yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas 
dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. 

Keandalan Pengukuran 
80. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat 

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada 
kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila 
pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin 
dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

81. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila 
kriteria pengakuan baru terpcnuhi setelah terjadi atau tidak terjadi 
peristiwa atau keadaan lain di ma.sa mendatang. 

Pengakuan Aset 
82. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 

Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur dengan andal. 

83. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak 
klaim untuk mendctpatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya 
dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, clan nilai klaim tersebut 
dapat diukur atau diestimasi. 

84. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang 
antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan 
pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, 
setoran lain-lain, dan penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinja man. 
Proses pemungutan setiap unsur pe:1erimaan tersebut sangat beragam dan 
melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan 
penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendapatkan 
pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk 
pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai 
penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika 
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak 
mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang setelah periode 
akuntansi berjalan. 

Pengakuan Kewajiban 
85. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 

ekonomi ai{an dilakukan atau telah dilakukan untul<. menyelesaikan 
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban 
tersebut mernpunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

86. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat 
kewajiban timbul. 
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PengakuanPendapatan 
87. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut 

atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan -LRA diakui 
pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

Pengakuan Behan dan Belanja 
88. Beban diakui pada saat timbubya kewajiban, terjadiny2. konsumsi asset, 

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
89. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui 
bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 
mempunyai fung~i perbendaharaan. 

90. Pengcsahan pengeluaran melalui hendahara pengeluaran oleh Bendahara 
Umum Daerah atau Kuasa Benda.hara Umum Daerah dalam paragraf 89 
diatas adalah pengesahan dalam tataran administratif terhadap pengakuan 
belanja tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan. 

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAl'l 

91 . Pengukuran adalah proses penetapan nila i uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Semarang. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang mengguna!{an nilai perolehan historis. As~t dicatat 
sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari 
imbalan yang diberikan untuk mernpe,oleh aset tersebut. Kewajiban dicatat 
sebesar nilai wajar sumber daya e~onomi yang digunakan pemerintah 
untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

92. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. 
Transaksi yang menggunakan ma ta uang asing harus dikonvcrsikan 
terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesiaj dan 
dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 

17 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATl SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1 
PENY AJIAN LAPORAN KEUANGAN 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan mtnng adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semc rang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk 

tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 
antar periode, maupun antar ent:tas. Kebijakan akuntansi ini menetapkan 
seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman 
struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan 
keuangan. 

2. La poran keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual Pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristi,,·a­
peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan a kuntansi yang khusus. 

Ruang Lingkup 
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan 

basis akrual. 
4 . Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna 
adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/ pengawas, pihak yang 
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta 
pemerintah yang lebih tinggi (Pe:nerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). 
Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau 
bagian dari lapora n keuangan yang disajikan dalam dckumen publik 
la.innya seperti laporan tahum=m. 

5. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi 
dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan ya itu 
Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan entitas akuntansi yaitu 
SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD. 

Basis Akuntansi 
6. Basis akuntansi yang digunakan dala.m laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu basis akrual. 
7. Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam 
pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan asset , kewajiban 
dan ekuitas. 
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8. Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan akuntansi 
berbasis akrual namun menyajikan Laporan Realisai Anggaran 
berdasarkan basis kas karena anggaran d isusun menggunakan basis 
kas. 

DEFINISI 
9. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan 

pengertian : 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah K&bupaten Semarang yang d isetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Semarang. 
Arus Kas a dalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 
Bendahara Umum Daerah. 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ a tau dimiliki oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiv,.1a masa lalu 
dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, s~rta dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeu§lngan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 
yang d ipelihara karePa alasan sejarah dan budaya. 
Aset tetap adalah aset berwujud. yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Semarang atau dima nfaatkan oleh masyarakat umum. 
Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan 
tidak m empunyai wujud fisik se.ta dimiliki untuk digunakan dalar.:1 
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 
termasuk hak atas kekayaan in'tekktual. 
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Basis kas adalah basis akuntansi yang m~ngakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Belanja adalah semua pengeluara.n dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode ta hun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali okh 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Behar.. adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam 
periode pclaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat bcrupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mcnampung 
kebutuhan yang m emerlukan dana. re1.atif besar yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran. 
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiba n Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 
Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/ pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
Yang termasuk k~ dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. 
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupalen Semarang yang terdiri 
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan Pemda. 
Investasi adalah aset yang dima.ksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga 
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dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupate:i Semarang dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bendaharawan Urnum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
dan membayar pengduaran Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas peiaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan . 
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu ya.!1g 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Laporan keuangan konsolidas ian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. 
Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di 
antara dua laporan keuangan tahunan. 
Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. 
Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji 
suatu informasi akan mempenga.-uhi keputusan atau penilaian pengguna 
yang dibuat a tas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 
hakikat atau besamya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak 
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 
Pembiayaan lfinancing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun -tahun anggaran berikucnya, 
yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama 
dimaksudkan untuk menu tup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bcrsangkutan. 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan ya.ng m enjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset ya ng 
dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 
Persediaan adalah a set lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah 
Kabupaten Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 
dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang 
untuk menampung seluruh pene~·imaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
Saldo Anggaran Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal dari 
SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berja lan serta 
penyesuaian lain yang diperkenankan 
Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang 
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 
S~tara kas ada_lah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 
d1Jabarkan menJadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 
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signifikan. 
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah selisih 
lebih/ kurang antara reafo;asi pendapatan-LRA dan belanja, serta 
penerimaan dan pengeluaran per:ibiayaan c.ialam APBD selama satu periode 
pelaporan. 
Surplus/defisit-LO adalah s~l;_sih antara pendapatan-LO dan beban 
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari 
kegia tan non operasionaJ dan pos luar biasa. 
Surplus/defisit-LRA adalah selisir.. lebih/kurang antara pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode pelaporan 
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari teakhir dari suatu periode 
pelaporan. 
Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas 
pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 
dan dana bagi hasil. 

1'UJUAN LAPORAN KEUANGAN 
10. Tujuan u mum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 
operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 
mengenai alokasi sumber daya. 

11. Secara spe3ifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupatcn 
Semaran g adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 
a) menyediakan informasi mengenai pos1s1 sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Semarang; 
b) menyediakan informasi mengenai perubahan pos1s1 sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabu paten Semarang; 
c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 
e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 
f) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten 

Semarang untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 
g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

en titas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
12. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai 
dengan anggaran; dan 

b) indikasi a pakah sumber daya diperoleh dan digunakan ses1.-4ai dengan 
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

13. Untuk memenuhi tujuan umur:r1 ini, laporan keuangan menyediakan 
informasi mengenai entitas dalam l:al: 
a) aset; 
b) kewajiban; 
c) ekuitas; 
d) pendapa tan-LRA; 
e) belanja; 
f) transfer; 
g) pembiayaan; 
h) saldo anggaran lebih; 
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i) pendapatan-LO; 
j ) beban; dan 
k) arus kas. . . 

14. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuh1 
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat 
sepenuhnya m emenuhi tujua.1. tersebut. Informasi tambahan, termasuk 
laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dcngan laporan 
keuan gan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
aktivitas entita s pelaporan selama satu periode. 

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN 
15. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada 

pimpinan entitas. 

KOMPONEN-KOlVIPONEN LAPORAN KEUANGAN 
16.Komponen-komponen yang te rdapat dalam suatu set laporan 

keuangan pokok adalah: 
a. Laporan Realisasi Anggaranj 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuita.s; 
g . Catatan atas Laporan Keuangan . 

17.Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh 
entitas pelaporan kecuali : 
a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan 

oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang 
menyusun laporan konsolidasiannya. 

18. Unit yang mempunyai fungsi perbendah araan umum adalah unit yang 
ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/ atau sebagai kuasa 
bendahara umum daerah. 

19. Kegiatan keuan gan Pemerintah Kabupaten Semarang dibatasi dengan 
anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. LRA memuat 
anggaran dan realisasi. 

20. Entitas yang mempunyai fungs1 perbendaharaan umum menyajikan 
informasi mengena1 sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 
selama satu periode akuntarisi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 
pelaporan. 

STRUKTUR DAN ISi 
Pendahuluan 
21. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu 

pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan 
pengu.ngkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format 
sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi 
dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-ma sing. 

Identifikasi Laporan Keuangan 
22.Laporan keuangan diidentifikasi dan dibe dalcan secara j e las dari 

informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. 
23. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan 
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tidak untuk infonnasi lain yar..g disajika.n dalam suatu laporan 
tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi 
pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan 
menurut Kebijakan Akuntansi da.ri informasi lain, namun bukan 
merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini. 

24. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di 
samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang 
pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh 
pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan: 
a. nama SKPD/ PPKD/PEMDA; 
b. cakupan laporan keuangan, apakan satu entitas tunggal atau gabungan 

dari beberapa entitas akuntansi; 
c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh lapcran keuangan, 

yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan; 
d . mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan 
e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada 

laporan keuangan. 
25. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran 

halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat r.iempermudah 
pengguna dalam m emahami laporan keuangan. 

26. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi 
disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyaj ian demikian ini dapat 
diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka 
diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang. 

Periode Pelaporan 
27. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu 
periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, en'titas 
pelaporan mengungkapkan informasi berikut: 
a) alasan penggunaan pe·riode pelaporan tidak satu tahun, 
b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu 

seperti arus kas dan catatan-cata.tan terkait tidak dapat 
diperbandingkan. 

28. Dalam situasi tertcntu suatu entita.s pelaporan harus mengubah tanggal 
pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun 
anggaran. Pengungkapan atas peruba:1an tanggal pelaporan adalah penting 
agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk 
periode sek2.rang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat 
diperbandingkan. 

Tepat Waktu 
29. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia 

bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. 
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompkksitas operasi suatu entitas 
pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan 
yang tepat waktu. 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
30.Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Semarang yang menunjukkan ketaatan 
terhadap APBD. 

31. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
penggunaan sumber daya ekonomi yang dike lo la oleh 
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SKPD/ PPKD/ Pemerintah Kabupaten Semarang dalam satu periode 
pelaporan. 

32. Laporan Realisasi Anggara-:i menyajikan sekurang-kurangnya unsur­
unsur sebagai berikut: 
a. Pendapatan-LRA; 
b. Belanja; 
c. Tran~fer; 
d. Surplus/defisit-LRA; 
e. Pembiayaan; 
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

33. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

34. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 
La poran Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiska l clan moncter, 
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran da n 
realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanju t angka-angka yang 
dianggap perlu untuk dijelaskan. 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : 
a . Saldo Anggaran Lebih awal; 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Leb i.h; 
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
d. Koreksi Kesalahan pembukua n t:ahun sebe lumnya 
e . Lain-lain 
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

36.Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur 
yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

NERACA 
37. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan m engenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Klasifikasi 
38. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset 

lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 
menjadi kewajibanjangka pendek dan j angka panjang d a.lam ne ,·aca. 

39. Setiap entitas pelaporan mengu ngkapkan setiap pos aset dan 
kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan 
diterima atau dibay ar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapka n akan 
diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

40. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-bara ng ya ng akan 
digunakan dala~n menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya 
klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk 
memberikan informasi mengenai barang-ba rang yang akan digunakan 
dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunaka n untuk 
keperluan jangka panjang. 

41. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan 
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan soivabilita s suatu entita s 
akuntansi/ entitas pelaporan. lnformasi ten tang tanggal penyelt:saian a set 
nonkeuangan dan kewajiban seperti sediaa n dan cadangan juga bermanfaat 
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untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar clan 
nonlancar dan kewajiban diklasifika.sikan sebagai kewaj iban jangka pendek 
dan jangka panjang. 

42. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos bed.kut: 
a) kas dan setara kas; 
b) investasijangka pendek; 
c) piutang pajak dan bukan paja k; 
d) persediaan; 
e) investasi jangka panjang; 
jJ aset tetap; 
g) kewajiban jangka pendek; 
h) kewajibanjangka panjang; 
i) ekuitas. 

Informasi yang Di:sajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan 
43.Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca 

maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos­
pos yang disajikan, d ik lasifikasikan d engan cara yang sesuai dengan 
operasi entitas yang bersangkutan. Suatu p os diklasifi.kasikan lebih 
lanjut, bilamana per lu, sesuai dengan sifatnya. 

44. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas 
Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Semarang dan materialitas jumlah pos yang 
bersangkutan. 

45. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya : 
a . piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, fihak 

terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; 
b . persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur 

akuntansi untuk sediaan; 
c. aset tetap d iklasifikasikan oerdasarkan kelompok sesuai d~ngan 

kebijakan yang mengatur tentang aset tetap; 
d. dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukkannya; 
e. komponen ekuitas diklasifikasikan ~enjadi ekuitas awal, surplus/ deficit­

LO, dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. 
f. pengungkapan kepentingan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam 

perusahaan daerah/ lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, 
tingkat pengendalian dan metode penilaian. 

LAPORAN ARUS KAS 
46. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan 

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo 
kas dan setara kas pada tangg&l pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 

47.Arus masuk dan keluar kas d iklasiflkasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 

48. Penyajian Laporan Arus Kas da:-.1 pengungkapan yang berhubungan dengan 
arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas. 

LAPORAN OPERASIONAL 
49. Laporan Oprasional menyajikan pos-pos sebagai berikut : 

a)Pendapatan-LO dari kegiatan operasional. 
b) Beban dari kegiatan operasinal. 
c) Surplus/ deft.sit dari. kegiatan non operasional, bila ada. 
d)Pos luar biasa, bila ada. 



e) Surplus/defi.sit-LO 
Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan 
operasional jika kebijakan ini mensyaratkannya, atau jika 
diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu 
entitas pelo..poran. 

50. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, 
beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi, dan tidak 
direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode 
ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena 
tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi . 

51. Dalam Laporan Opera.sional, surplus/ defisit penjualan aset nonlancar dan 
pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersend:ri. 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
52.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-ku,·angnya pos-pos 

: 
a) Ekuitas awal 
b) Surplus/deft.sit-LO pada perl.ode bersangkutan 
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan 
oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 
mendasar, misalnya: 

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi 
pada periode-periode sebe lumnya. 

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 
d) Ekuitas akhir 

53. Entitas pelaporan Juga menyajikan rincian lebih lanjut da.ri unsur­
unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Struktur 
54.Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, 
Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan 
dengan susunan sebagai berikut: 
a) Informasi umum tentang entitas pelapo1·an dan entitas akuntansi; 
b) informasi tentang kebijakan ftskal/keuo.ngan, ekonomi 

regional/ekonomi makro; 
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalo.m pencapaian 
target; 

d) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan; 

JJ pengungkapan informasi untu.k pos-pos aset dan kewajiban yang 
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan pene.rapan 
basis kas m.enuju akrual; 

g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

55. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap 
pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 
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Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan An,s Kas 
harus dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi 
silang dengan informasi te,·kait dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

56. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih, Neraca, Laporan Operas iona l, Laporan Arus Kas dan Laporan 
Perubahan Ekuitas. Termasuk pu1a dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 
dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Semarang serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 
diperlukan untuk penyajia.n. yang wajar atas laporan keuangan, 
seperti kewajiban kontinjensi dan komitme.n-komitmen lainnya. 

57. Dalam keadaan tertentu masih d imungkinkan untuk mengubah su sunan 
penyaj ian ata s pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesu aian n ilai wajar dapat 
digabungka n dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. 

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi 
58. Kebijakan akuntans i pada Catatan atas Laporan Keuangan 

menjelaskan hal-hal berikut ini: 
a) basis pengukuran yang d i,qunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan; 
b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan 

berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa 
Akuntansi d i tcrap kan oleh suatu entitas 
pelaporan; dan 

akuntansi yang 
tt'ansisi Kebija.kan 

akuntansi/entitas 

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukar~ untuk 
memahami laporan keuangan. 

59. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis- basis pengukuran 
yang digunaka n sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. 
Apabila leb ih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan 
laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup rr..emadai 
untuk dapat m engindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis 
pengukuran tersebut. 

60. Dalam menen t-1kan apakah suatu kebijakan a ku n tansi perlu di'.1ngkapkan, 
manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungka pan terscbut 
dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang 
tercermin dalam laporan keuangan . Kebijakan-kebija kan akuntansi yang 
perlu dipertirnbangkan untuk d~sajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 
h a l-hal sebagai berikut: 

a ) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan -LO; 
b) Pengakuan belanja; 
c) Pengakuan be ban; 
d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 
e) Investa si; 
f) Pengakuan dan penghentian/ penghapusan 8..set benvujud dan tidak 

berwujud; 
g) Kon trak-kontrak konstruksi; 
h ) Kebijakan ka pitalisasi pengeluara n ; 
i) Kemitraan dengan fihak ketiga; 
j) Biaya penelitian dan pengembangan; 
k) Sediaan , baik yang untuk dijual maupun untuk d ipakai sendiri; 
1) Da na cadangan; 
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m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 
61. Setiap entitas akuntansi/ entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat 

kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakar1 yang perlu diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi 
untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bcntuk lainnya dari iuran 
wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan 
akuntansi terhadap selisih kurs. 

62. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang 
disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, 
perlu pula diungkapkan kebijakan ak,.mtansi yang dipilih dan diterapkan 
yang tidak diatur dalam Kebijakan ini. 

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 
63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berilcut ini apabila 

belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan 
keuangan, yaitu: 
a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana 

entitas tersebut beroperasi; 
b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; 
c} ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNJDIRIN 



LAMPIRAN III 

PERA TU RAN BUPA TI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHlJN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATENSEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 2 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang han.ts d ibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis denga.n huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar­

dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten 
Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akun tabilitas sebagaiman2. 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Laporan realisasi anggaran membcrikan informasi tentang realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan. Perbandingan a ntara an ggaran clan realisasinya 
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah d isepa kati 
antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

Ruang Lingkup 
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran yang d isusun dan disajikan dengan menggunakan 
anggaran berbasis kas. 

4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang yang memperoleh 
anggaran berdasarkan APBD, t idak termasuk perusahaan daerah. 

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi m engenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaa n dari 
suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang masing-masin.g 
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi 
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai a lokasi 
sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 
akuntansi/ entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: 

(a) menyediakan informasi mer.genai sumber, alokasi, dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 
daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

6. Laporan Rea lisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dal2.m 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 
kegiatan pemerintah daerah dalarn periode mendatang dengan cara 
menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat 
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menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi 
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 
a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 
b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan 
c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

DEFINISI 
7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan 

pengertian: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaP.rah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan c:aerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dibebankan dalam satu tahun anggaran. 
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan dan pengeluaran Pemerinta.h Kabupaten Semarang. 
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dRn t1dak pe,lu 
dibayar kembali oleh pemerintah da.erah. 
Pembiayaan {financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pad& 
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 
anggaran. 
Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki o:eh Pemerintah Kabupaten Sema rang. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan o:eh Bupati untuk m enampung seluruh 
penerimaaD. daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 
Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 
ak~mulasi SiLPA/ SikPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 
berJalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan. 
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Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode pelaporan. 
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode pelaporan. 

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari sua tu 
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk 
perimbangan dan dana bagi hasil. 

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

entitas 
dana 

8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan 
pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara 
jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, 
informasi berikut: 

(a) nama entitas pelaporan; 
(b) periode yang dicakup; 
(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan 
(d) satuan angka yang digunakan. 

PERIODE PELAPORAN 
10. Laporan Realisasi Anggaran disajika.n sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajilcan dcngan 
suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari. satu tahun, 
entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat 
diperbandingkan. 

TEPATWAKTU 
11. Manfaat suatt:.. Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan terse but 

tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas 
operasi Pemerintah Kabupaten Semarang tidak dapat dijadikan 
pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan 
laporan keuangan tepat waktu. 

12. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat­
lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

ISi LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sec.emikian rupa sehingga 

menonjolkan berbagaj unsur penc.apatan, belanja, surplus/ defisit, dan 
pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 

14. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan­
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan 
anggarannya. 

15. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan 
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut 
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

16. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 
sebagai berikut: 
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(a) Pendapatan-LRA; 
(b) Be lanja; 
(c) Trans/ er; 
(d) Surplus atau defisit-LRA; 
(e) Penerimaan pembiayaan 
(fJ Pengeluaran pem biayaan 
(g) Pembiayaan neto; dan 
(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan angga ro.n (SiLPA I SiKPA) 

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
17. Entitas pelaporan m enyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis 

pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian 
lebih lanjut jenis pendapatan d isaj ikan pada Catatan atas Laporan 
keuangan.. 

18. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis 
belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja 
menurut organisasi d isajikan dalam Laporan Realisasi atau di 
Catatan atas Laporan keuanga n. Klasifikasi belanja menu rut fungsi 
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

AKUNTANSIANGGARAN 
19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai struktur anggaran yang terdiri 

dari anggaran pendapa tan, helanja, dan pembiayaan. Akun tansi anggaran 
d iselenggara kan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. 

AKUNTANSI SURPLUS/ DEFISIT-LRA 
20. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu p eriode 

pelaporan dicatat dalam pos surplus/ defisit-LRA 
21. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja 

selama satu periode pelaporan. 
22. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja 

selama satu periode pelaporan. 

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 
23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata 

uang rupiah dengan menjaba,-kan jumlah mata uan.9 asing t e rsebut 
menurut kurs tengah bank sentra l pada tanggal transaksi. 

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK 
BARANG DAN JASA 
24. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk 

barang dan jasa dapat dilaporkan dalam dilaporkan dalam Neraca. 
Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan 
sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga 
dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk 
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. 

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM 
KONVERSI 
25. Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester 

satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan 
dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam sa tu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran 
SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut : 



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
SK.PD ................. . 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .... 

(Dalam Rupi ah) 

Nomor I Anggaran 
Uraian Setelah Realisasi Lebih 

Urut Perubahan (Kuran2:) 
1 Pendaoatan 
1.1 Penda1>a.tan Asli Daerah + 1.1.1 Pendaoatan oaiak daerah 
1.1.2 Pendapatan retribusi 

daerah 
--

1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan 
Kekayaan daerah yang 
Dipisahkan 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah va.ng Sah 

Jumlah 
2 Belania 
2 .1 Belania Tidak Lan2:sun2: 
2.1.1 Belania Pegawai 
2.2 Belan ia Lane:sun~ -
2.2.1 Belania Pegawai 
2.2.2 Belania Barang dan Jasa 
2.2.3 Belania Modal 

Jumlah 
Surnlus / (Defisit) 

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD 

PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
PENDAPATAN PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah ·-
1. Pajak Daerah 1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah I 2. Retribusi Daerah 

·-
3. Hasil Pengelolaan 3. Hasil Pengelolaan 

Ke-kayaanDaerah yang KekayaanDaerah yang I 

Dipisahkan Dipisahkan : 
4. Lain-Lain PAD vang Sah 4. Lain-Lain PAD yang Sah 

26. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatat 
dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak 
terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan 
konversi. 
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PMDN No. 13 Tahun 2 006 PP No. 71 Tahun 2010 
BELANJA BELANJA 

A. Belanja Tidak Langsung A. Belanja Operasi -
1. Belania Pegawai ~. nelanja Pegawai 

2. ;::.elanja Barang 
,___ 3. Bunga 

4. Subsidi 
·-

5. Hibah 
6. Bantuan Sosia l 

:::!. :::::elanja Modal I 
1. Belania Tanah 

B. Belanja Langsung 2. Belanja Peralatan dan 
Mesin 

1. Belanja Pegawai 3.Belanja Gedung dan 
Ban!ll.lna n 

2 . Belanja Barang dan Jasa 4. Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

3. Belania Modal - - - 5. Belanja Aset Tetap Lain==1 
6. Belania Aset Lainnya 

27. Belanja yang mcrupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan 
melapor kannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus 
dilakukan konversi, yaitu: 
Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, 
sehingga perlu dikonversi ke Beianja Operasi. Sedangkan untuk Belanja 
Langsung konversi sebagai berikut: 
(a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen 

belanja operasi pada akun belanja pegawai, 
(b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa 

ke komponen belanja barang, dan 
(c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja moda). ke 

komponen belanja modal. 
28. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, 

pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan 
kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, 
tetapi untuk tujuan Penjabaran Lapcran Realisasi APBD, belanja harus 
dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian , perlu dibuat 
dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 
2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang 
berdasarkan PP No.7 1 Tahun 2010 sebagaimana telah dijelaskan di ata s . 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI 

29. Setelah mela kukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran 
SKPD yang berdasa rkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah 
se bagai beriku t 
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PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
SK.PD ........ ......... . 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .. .. 

(Dalam Rupia h) 
Anggaran ' 

NO Uraian Setelah 
Realisasi 

Lebih 
Perubahan jKurane:l 

1 Pendapatan 
1.1 Pendapatan As li Daerah 

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 
1.1.2 Pendapatan retribusi 

daerah 
1.1.3 Pendapatan hasil 

pengelolaan Kekayaan 
claera.h vang Dioisahkan 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah vang Sah 

Jumlah Pendapatan 
2 Belanja 

2 .1 Belanja Oneras i 
2 . 1.1 Belanja pegawai 
2 .1.2 Belania barang 
2 .2 Belanja Modal 

2.2.1 Belania Tanah 
2.2.2 Belanja Peralatan clan 

Mesin 
2.2.3 Belanja Gedung dan 

Bangunan 
2.2.4 Belanja Jalan, :rigasi clan 

Jaringan 
2.2.5 Belanja Aset Tetap 

Lainnya 
2 .2.6 Belanja Aset Lainnya 

Jumlah Belanja 
SURPLUS / (DEFISIT) 

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM 
KONVERSI 
30. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, 

disusun setiap semester dan Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi 
realisasi penclapatan dan belanja PPKD yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. S truktur 
Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai 
berikut: 
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PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .. .. 

(Dalam Rupiah) 

No 
Anggaran 

Urut 
Uraian Setelah Realisasi Lebih 

Perubahan (Kurang:} 
1 Penda-patan 

1.1 Pendapatan Asli Daerah 
1.1.l Pendapatan oaiak daerah 
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 
1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah •1ang Sah 

1.2 Dana Perimbane:an 
1.2.1 Dana Bagi Hasil 

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Buka n 

Pajak/ Sumber Dava Alam 
1.2.2 Dana Alokasi Umum 
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 

·-
1.3 Lain-lain Pendapatan 

Daerah rang Sah 
1.3. 1 Pendaoatan Hibah 
1.3.2 Dana Darurat 
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi clan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

1.3.4 Dana Penyesuaian dan 
otonomi daerah 

1.3.5 Ban tuan Keuangan dari 
Provinsi atau Pemerintah 
Daerah lainnva 

J'umlah Pendapatan 
2 Belanja 

2.1 Belanja Tidak Langsung 
2 .1. 1 Belania Pegawai I 

2.1.2 Belanja Bunga 
2.1.3 Belania subsidi 
2.1.4 Belania Hibah 
2.1.5 Belania Bantuan Sosial 
2 .1.6 Belanja Bagi Has il 
2 .1.7 Belanja Bantc1an Keuangan 
2 .1.8 Belania Tidak Terduga 
2.2 Belanja Lane:sune: I 

2.2.1 Belania Pegawai 
2.2.2 Belania Barang dan Jasa 
2.2.3 Belania Modal 

Jumlah Belanja 
SURPLUS/ (DEFISIT) 

3 . Pembiavaan Daerah 
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3.1 Penerimaan Pembiayaan 
Daerah --

3.1.1 Pene:gunaan SiLPA 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil Penju alan Kekayaan 

Da erah vang Dipisahkan 
3 . 1.4 Penerimaan Piniaman Daerah 

Penerirna~ ~ Kembali ' 3. 1.5 
Pem berian Piniaman 

3 .1.6 Pener:maan Piutang Daerah 
Jumlah Penerimaan 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah 

3.2. 1 Pembentukan uana I I 

Cadangan 
I 

.. ·-
3.2.2 Penyertaaa Modal (lnvestasi) 

Pemerintah Daerah 
I--

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 
3 .2 .4 Pemberian Piniaman Daerah 

Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan Neto 

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan 
I Ane-i!aran (SILPA) 
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KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 

PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 I PENDAPATAN PENDAPATAN --·-
A. Pendapatan Asli Daerah A. Pendapatan Asli Daerah 

l. Pajak Daerah 1. Paiak Daerah 
2. Retribusi Daerah 2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Kekayaan Daerah yang Daerah yan g Dipisahkan 
Dipisahkan 
B. Dana Perimbangan B. Pendapatan Transfer 

Transfer Pemerintah Pusat -
1. Dana Bagi Hasil : Dana 

Perimbangan 
- Dana Bagi Hasil l. Dana Bagi Hasil Pajak 

Pajak 
- Dana Bagi Hasil ;: 2. Dana Bagi Hasil Sumber 

Bukan Pajak/Sumber Daya Daya Alam 
Alam 

2. Dana Alokasi Umum - 3. Dana Alokasi Umum 
3. Dana Alokasi Khusus ! .. 4. Dana Alokasi Khusus 

C. Lain-Lain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Daerah Yang Sah Lainnya 

1. Pendapatan Hibah ,t 1. Dana Otonomi Khusus 
2. Dana Darurat 4 2. Dana Penyesuaian 
3. Dana Bagi Hasil Pajak ~ / 

dari Provinsi dan Transfer Pemerintah Provinsi 
pemerintah Daera h Lainnya 

4. Dana Penyesuaian dan,1 
Otonomi Khusus 

~ 1. Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak 

5. Bantuan Keuangan \ 2. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi atau 

~ 
Lainnya ' 

pemerintah daerah lainnya 
C. Lain-lain Pendapatan yang 

\Sah 

' 1. Pendapatan Hibah 
~ 2. Pendapatan Dana Darurat 

·-
I ~ 3. Pendapatan Lainnya 

31. Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan 
melaporkannya da!am LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus 
dilakukan konversi, yaitu : 
(a) Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak, 

Dana Ba.gi Hasi~ Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer. 

(b) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana 
Penyesuaia.n dan Bantuan Keuangar. dari Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 
Pendapatan yang Sah. 
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PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
BELANJA BELAN,JA 

A. Belanja Tidak Langsun~ A. Belanja Operas i 
l. Belania Pegaw:=ti 

. 1. Belanja Pegawai 

2. Belania Bunga . 2 . Bela n ja Ba rang 

3. Belania Subsidi 3. Bunga 
4. Belanja Hi bah 4 . Subsidi -
5. Belanja Bantuan Sosial 5. Hibah 
6. Belanja Bagi Hasil - 6. Bantuan Sosial _J 
7. Belanja Bantuan ~ B. Belanja Modal 

-
Keuangan 

8. Belania Tidak Terdu2:. 1. Belanja Tanah 
B. Belanja Langsung \ 2 . Belanja Peral a tan dan 

\ Mesin 
1. Belanja Pegawai 

,., Belanja Gedung dan 
\ 

0. 

Bangunan 
2. Belanja Barang d, LD _,\ 4. Belanja Jalan, lrigasi dan 

Jasa - -- Jaringan 
3. Belanja Modal \\ 5 . Belanja Aset Tetap 

Lainnya 

1 6. Belania Aset Lainnya 
C. Be lanja Tak Terduga 

1. Belanja Tak Terduga 
. D. Transfer/ Bagi Hasil Ke 
·• Desa 

1. Bagi Hasil Pajak 
2. Bagi Hasil Retribusi 
3 . Bagi Hasil Pendapatan 

Lainnya 

32. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk m encatat dan 
melaporkanaya dalam :i..,RA, seperti terlihat, da lam bagan di atas, harus 
dilakukan konversi, yaitu : 
Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalarn struktur pada format SAP, 
sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja 
Langsung k.onversi sebagai berikut: 
(a) Dari komponen oelanja langsung, yaitu beJ.a nja pegawai ke komponen 

belanja operasi pa.da akun belanja pegawai, 
(b} Dari kompo:-ien belanja langsung, yaitu akun bela nja ba rang da n jasa 

ke komponen belanja barang, 
(c} Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke 

komponen belanja modal. 
33. Sedangkan pacia bela.nja tidak la ngsung untuk akun Belanja Bagi Hasil. 

Belanja Bantuan Kcuangan, da n Belanja Tak Terduga ma5uk dalam 
kelompok tersendiri menun1t PP No.7 1 Tahun 2010 sebagai berikut : 
(a) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja t idak terduga ke 

kompo:ien belanja tidak terduga, dan 
(b} Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil da n 

bela nja bantuan keuangan ke transfer /bagi hasil ke desa. 
34. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 7 1 Tahun 2010 ten tang SAP, 

pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan 
kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dala m APBD, 
tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus 
dilaporkan bersama program dan kegiatan. 
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PMDN No. 13 Tahun 2006 PP N'o. 71 Tahun 2010 
PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN 

A. Penerimaan A. Penerimaan Pembiayaan 
Pembiayaan Daerah ·-

1. Pent!t!unaan SiLPA 
~ 

1. Penggunaan SiLPA 
2. Pencairan Dana 2. Pencairan Dana Cadar.gan 

Cadangan 
~ · 

3. Hasil Penjualan 3. Hasil Penjualan Kekayaan 
Kekayaan Daerah yang Daerah yang Dipisahkan 
Dipisahkan 

4 . Penerimaan Pinjaman I .,e1, Pinjaman Dalam Negeri 
Dae-rah 

5. Penerimaan Kembali 5. Penerimaan Kembali 
Pemberian Piniaman 

/ 
V Pinjaman 

6. Penerimaan piutang / 

daerah 
B. Pengeluaran B. Pengeluaran Pembiayaan 
Pembiayaan Daerah 

1. Pembentukan Dana 1. Pembentukan Dana 
Cadangan Cadangan -2. Penyertaan Modal 2. Penycrtaan Modal 

(lnvestasi) Pemerintah Pemerintah Daerah 
Daerah 

3 . Pembayaran Pokok 3. Pembayaran Pokok 
Utang _?injaman Dalam Negeri 

4. Pemberian Pinjaman 4. Pemberian Pinjaman Daerah 
Daerah __ _J 

35. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk 
mencatat dan melaporkannya da!am Neraca, seperti terlihat, dalam bagan 
di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaar! pinjaman 
daerah ke pinjaman dalam negeri 

36. Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk 
mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di 
atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan. 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI 

37. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran 
PPKD yang berdasarkan Pera 1:uran Pemerinta h No. 71 Tahun 2010 adalah 
se bagai beriku t : 
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PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ... . 

(Dalam Rupia h) 
Anggaran 

NO Uraian Setelah Realisasi Lebih 
Perubahan (Kuranl:!} 

1 Pendapatan 
1. 1 Pajak Daerah 
1.2 Retribu si Daerah 
1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dioisahkan 

1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.1 Transfer Pemerintah 

Pusat-Dana 
Perimban~an 

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak (Sumber Daya 
Alam) 

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 
1.2.1 .4 Dana Alokasi Khusus 

' 
1.2.2 Transfer Pemerintah I 

Pusat-Lainnva 
1.2.2.1 Dana oton omi khusus 
1.2.2.2 Dana Penvesuaian 

1.3 Transfer Pen1erintah 
I Provinsi 

1.3.1 Pendapatan Bagi Hasil I 
Pajak 

1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil 
Lainnva 

1.4 Lain-lain Pendapatan 
yan~ Sah 

1.4. l Pendapatan Hibah 
1.4.2 Pendapatan Dana 

Darurat 
I 

·-
1.4.3 Pendapatan Lainnva 

Jumlah Pendapatan 
2 Belanja 

2 .1 Belanja Operasi 
2 .1. 1 Belanja Pegawai 
2 .1.2 Belania Barang I 
2.1.3 Bunga 
2 .1 .4 Subsidi 
2.1.5 Hibah 
2.1.6 Bantuan Sosial 
2.2 Belanja Modal 

2 .2.1 Belanja Tanah 
2 .2.2 Belania Peralatan dan 
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Mesin -=7 2.2.3 Belanja Gedung dan 
Bangunan 

2.2.4 Belanja J alan, Irigasi dan 
Jaringan 

2.2.5 Belanja Aset Tetap 
Lainnya 

2.2.6 Belania Aset Lainnya 
2.3 Belanja Tidak Terduga 

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 
Jumlah Belanja 

2 .4 Transfer/ Bagi Hasil ke 
Desa 

2.4.1 Bagi Hasil Retribusi 
2.4.2 Bagi Hasil Pendapatan 

Lainnva I 

Jumlah Transfer/ Bagi j 

Hasil ke Desa 
SURPLUS / (DEFISIT) 

3 Pembiayaan 
3.1 Penerimaan 

Pembiayaan I 

3. i.1 Penggunaan Sisa Lebih I 
Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) 

3.1.2 Pencairan Dana I 

Cadangan 
3.1.3 Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang 
I Dioisahkan 

3.1.4 Penerimaan Pinjman 
Daerah 

·-3.1.5 Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 
Daerah 

3.1.6 Penerimaan Piutang 
Daerah 

Jumlah Penerimaan 
3.2 Pengeluaran 

Pembiayaan 
3 .2. 1 Pemben-:-.ukan Dana 

Cada:1gan i 

3.2.2 Penyertaan Modal 
(Investas i) Pemerin tah 
Daerah 

3.2.3 Pembayaran Pokok 
Utang 

3.2.4 Pemberian Pinjaman -i--
Daerah 

Jumlah Pen,zeluaran 
PEMBIAYAN NETO 

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan 
Ane:e:aran (SILPA) 
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PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

38. Laporan realisasi anggaran konsolidasi Pemerintah Kabupa ten Semarang 
disusun di semester I dan akhir tahun anggara n, dan nilainya merupakan 
gabt.~ngan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/ BUD. La poran ini 
dibuat oleh PPKD sebagai Pemda. 

39. Untuk laporan realisa si anggara n (LRA) konsolidasi tidak memerlukan 
proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan da n 
belanja dari PPKD dan semua SKPD. Berikut adalah contoh w orksheet 
untuk Laporan Realisasi Anggaran Konsolida si: 

No Uraian 

1 Pendapatan 
2 Pendapatan Asli Daerah 
3 Pendapatan paiak daerah 
4 Pendapatan retribusi 

daerah 
5 Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang 
dioisahkan 

6 Lain-lain PAD vane: sah 
7 Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah 
8 Dana perimbangan / 

transfer 
9 Lain-lain pendapatan yang 

sah 
10 Jumlah pendapatan 
11 Belania 
12 Belanja Operasi 
13 Belan i a Modal 
14 Belanja Tak Terduga 
14 Belanja Trans:er 
14 Jumlah belanja 
15 Surplus / defisit 
16 Pembiayaan daerah 
17 Penerimaan oembiavaan 
18 Pengeluaran oembiavaan 
19 Pembiayaan neto 
20 Sisa lebih pembiayaan 

Anee:aran ( SILPA) 

I SKPD 
1 

XXX -
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

I 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

SKPD PPKD I Konsolidasi 
2 I 

XXX Xxx 
XXX Xxx 

XXX Xxx 

XXX Xxx 
XXX I Xxx 

XXX Xxx 

XXX Xxx 

XXX XXX Xxx 

XXX XXX Xxx 
XXX Xxx 

XXX I 
XXX I Xxx 

XXX XXX Xxx 
XXX XXX Xxx 

XXX XY.x 
XXX Xxx 
XXX Xxx 
XXX 

I 
Xxx 

BUPATl SEMARANG 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 

I 
I 
I 

' 

I 
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LAMPIRAN IV 
PERA TURAN BUPAfl SEMARANG 
NOMOR : 31 fAH~7'i 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 3 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 

Tujuan 
1. Tujuan Kebijakan i.,aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah 

menetapkan dasar-dasar penyajia n Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih dalam rangka memenuhi tujuan 9.kuntabilitas sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Ruang Lingkup 
2. Kebijakan ini ditera_pkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih yang disusun. dan disajikan dengan menggunakan 
basis kas. 

3. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang. 

DEFINISI 
4 . Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan 

pengertian : 
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui penganlh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara k2.s diterima atau dibayar. 
Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/ pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan kcuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. 
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri 
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan Pemda. 
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk me□biayai kegiatan pemerintahan. 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun a:.iggara.n yang 
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rckening tempat penyimpanan uang 
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Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pacia bank yang ditetapkan. 
Saldo Anggara11 Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal da!"i 
SiLPA/SiKPA tal:.un-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 
penyesuaian lain yang diperkenankan 
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 
signifikan. 
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih 
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode 
pelaporan. 
Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode pelaporan 
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 
pelaporan. 

MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. 

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyaj ikan secara komparatif 
dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 

a) Saldo Anggaran Lebih awal 
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 
c) Sisa Lebih/Kurang Pemb!ayaan Anggaran Tahun Berjalan 
d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
e) Lain -lain 
f) Saldo Anggaran Lebih. 

7. Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari 
unsur-unsur yang terdapat dalarn Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih dalam Catata:'.1 atas Laporan Keuangan. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNJDIRIN 



LAMPIRAN V 
PERA TU RA1 BUPA TI SEMARANG 
NOMOR :3 1 TAHUN2014 
TE:\!TANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 4 
NERACA 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan mtnng adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 

Tujuan 
1. 7ujuan Kebijakan Neraca ad&lah menetapkan dasar-dasar penyajian 

Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang­
undangan. 

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas 
pelaporan mengenai aset, kewajiban , dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu. 

Ruang Lingkup 
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk 
tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. 

0 

KLASIFIKASI 
4. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan 

asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan 
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka 
panjang dalam neraca. 

5 . Setiap entitas akuritansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap 
pos aset dan kewajiban yang mencakup Jumlah-jumlah yang 
diharapkan. akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) 
bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jurnlalt yang 
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan. 

6. Apabila suatu entita~ akuntansi/ entitas pelapo::an menycdiakan barang­
barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, 
perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam 
neraca untuk memberikan informasi rnengenai barang-barang yang akan 
digunakan dalam periode akuntansi bcrikutnya dan yang akan digunakan 
untuk keperluan jangka panjang. 

7. Informasi tentar:g tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan 
bermanfaat untuk menilai likuidi':as dan solvabilitas suatu entitas 
akuntansi/ entitas pelaporan. Informasi ten tang tanggal penyelesaian aset 
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga 
bermanfaat u ntuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset 
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lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifik a sika n sebagai kewaj iban 
jangka pendek dan jangka panjang. 

8 . Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya 
sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 
(a) kas dan setara kas; 
(b) investasi .fangka pendek; 
(c) piutang pajak dan bukan pajak; 
(d) persediaan; 
(e) investasi jangka panjang; 
(fJ aset tetap; 
(g) kewajiban ja11gka pendek; 
(h) kewajibanjangka panjang; 
(i) ekuitas. 

9 . Pos-pos selain yang d isebutkan di atas d isaji kan dalam Neraca jika 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang 
mensyaratkan, atau jika p ,enyajian demikian perlu u.ntuk 
menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas 
akuntansi/entitas pelaporan. 
Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan seca ra terpisah didasarkan 
pa da faktor-fak tor ber ikut ini: 
(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 
(b) Fungsi pos-pos terse but dalam entitas akun tansi/ entitas pelaporan; 
(c) Jumlah, sifat , dan jangka waktu kewajiban. 

10. Aset dan kewaj1ban yang be:-:-beda dala m sifat dan fun gsi dapat diuku r 
dengan dasar pen gukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset 
tetap terten tu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya 
d icatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. 

PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI 
11. Setelah disusu n LRA SKPD, selanjutnya SKPD menyusun Neraca SKPD. 

Neraca ini m enyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai 
aset, kewajiba n, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Format :1.eraca SKPD 
sebelum konversi adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
NERACA SKPD ..... . 

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 

Jumlah 
Uraian 

Tahun n Tahun n-1 

ASET 
ASET LANCAR 
Kas dan Setara Kas 
Kas di Bendahara Penerimaan 
Kas di Bendahara PengP,luaran 
Seta ra Kas 
Investasi Jan2ka Pendek 
Investasi dalam Deposito 
Investasi dalam Saham 
Inves tasi da lam Obligasi 
Piutang 
Piutang Pa jak 

--
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Piutang Retribusi 
Piutang lain-lain 
Persediaan 
Persediaan Alat Tulis Kantor 
Persediaan Alat Listrik 
Persediaan Material/Bahan 
Persediaan Benda Pos ·-
Persediaan Bahan Bakar 
Persediaan Bahan Makanan 
Pokok -

Jumlah 
ASETTETAP 
Tanah 
Tanah 
Peralatan dan mesin 
Alat-alat Berat 
Alat-alat Angkutan Darat 
Bermotor 
Alat-alat Angkutan Darat Tidak 
Bermotor I 

Alat-a lat Angkutan di Air 
Bermotor 
Alat-alat Angkutan di Air Tidak 
Bermotor 
Alat-alat Angkutan Udara 
Alat-alat Bengkel 
Alat-alat Pengolahan Pertanian 
dan Peternakan 
Peralatan Kan tor 
Perlengkapan Kantor 
Komputer 
Meubelair 
Peralatan Dapur 
Penghias Ruangan Rumah [ 
Tane:sm 
Alat-alat Studio 
Alat-alal Komunikasi 
Alat-alat Ukur ·-
Alat-alat. Kedokteran 
Alat-alat Laboratorium 
Alat-alat Perseniataan/ Keamanan 
Gedung dan bangunan -

Gedung Kantor 
Gedung Rumah Jabatan 
Gedung Rumah Dinas 

·-
Gedung Gudang 
Bangunan Berseiarah 
Bangunan Monumen 
Tugu Peringatan 

Jalan, ,Jaringan, dan Instalasi 
Jalan 
Jembatan 
J aringan Air 
Penerangan Jalan, Taman dan 
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Hutan Kota I 
Instalasi Listrik dan Tele2_on 

Aset Tetap Lainnya 
Buku dan Ke pustakaan 
Barang Bercorak Kese1ian, 
Kebudavaan 
Hewan/Ternak dan Tanaman 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Konstruksi Dalam Pengeriaan 

Akumulasi Penyusutan 
Akumulasi Penyusutan Aset 

Tetap 
Jumlah 

ASET LAINNY A 
Tagihan Piutang Penjualan 

Angsuran 
Tagihan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Aset Tidak Berwujud 
Aset Lain-lain I 

I 

Jumlah 
·-

JUMLAH ASET 
KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 
Utang Sunga 
Utang Paiak 
Bagian Lancar Utang Jangka 

Panjang 
Pendapatan Diterima Di Muka 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Jumlah 

EKUITAS 
Ekuitas 

REKENING KORAN-PPKD 

~ Jumlah 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 

KONVERSI UNTUK NERACA SKPD 
12. Ketika akan mela!:<:ukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada 

klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 
yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 
Tahun 2010, kemudi&n lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
contoh konversi pada bagan di bawah ini: 
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PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
ASET LANCAR ASET LANCAR 

Kas 
1. Kas di Bendahara . 

1. Kas di Bendahara Penerimaa n 
Penerimaan 

2 . Kas di Bendahara 2. Kas di Bendahara Pcngeluaran 
Pengeluaran 

3. Setara Kas 
Investasi Jangka Pendek 

C 
3. Investasi Jangka Pendek 

1. Investasi dalam Deposito 
2. Investasi dalam Saham 4. Piutang Pajak 
3. lnvcstasi dalam Obligasi 

~ 
/. 5. Piutang Retribusi 

Piutang 
6. Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Perusahaan Negara 
/ 7. Bagian Lan car Pinjaman 

1. Piutang Pajak 
/ kepada Perusahaan Daerah 

2. Piutang Retribusi / 8. Bagian Lancar Pinjaman 
kepada Pemerintah Pusat 

3. Piutang lain-lain 9 . Bagian Lancar Pinjaman 
\ kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

Persediaan \\ 10. Bagian Lancar Tagihan 

~ 

Penjualan Angsuran 
1. Persediaan Alat Tuli\ 

~ 
11. Bagian Lancar Tuntutan 

Kantor Perbcndaharaan 
2. Persediaan Alat Listrik 12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti 

Rugi 
3 . Persediaan Material ~ 1 '3. Piutang Lainnya } Bahar.. \ 
4. Persediaan Benda Pos ~ 14. Persediaan 
5. Persediaan Bahan Bakar 
6. Persediaan Bahan 

Makanan Pokok 

13. Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat 
Perbedaan pada kelompok Aset Lancar. 

PMDN No. 13 Tah1.1n 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
ASET TETAP ASET TETAP 

·-1. Tanah l . Ta.nah 
2. Peralatan dan Mesia 2. Peralatan dan Mesin ,-

3. Gedung dan Bangunan 3. Gedung dan Banguna n , 
4. Jalan, Jaringan dan 4. Jalan, !rigasi, dan ~ 

Instalasi Jaringan __ 
5. Aset Tetap Lainnva 5. Aset Tetap Lainnya 
6. Konstruksi Dalam 6. Konstruksi dalam 

Pengeriaan Pengerjaan 
7. Akumulasi Penyusutan 7 . Akumulasi Penyusutan 

14. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan 
Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, 
sedangkan berdasarkan format PP No. 71 Tahun 2010 kelompok yang 
sama adalah Jalan, Irigasi, clan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama 
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ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang 
dimaksud dengan jaringan terma~.uk di dalamnya adalah jaringan irigasi, 
sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. 

PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
ASET LAINNY A ASET LAINNYA 

1. Tagihan Piutang 1. Tagihan Penjualan 
Peniualan Angsuran Angsuran 

2. Tagihan Tuntutan Ganti 2. Tuntutan Perbenctaharaan 
Kerugian Daerah ,............___ 

~ 
~ 

3. Kemitraan dengan Pihak i--. 3. Tuntutan Ganti Rugi 
Ketiga ,__ 

4. Aset Tidak Berwujud 
4. Kernitraan dengan Fihak 

Ketiga 
5. Aset Lain-Lain 5. Aset Tidak Berwuiud 

6. Aset Lain-Lain I 

15. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP 
No. 71 Tahun 2010 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Perrnendagri No. 13 Tahun 2006 
hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah de:1gan tidak 
rnernisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 7 1 Tahun 2010 
Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, 
perlu dibedakan ke dalarn dua kelompok seperti dalarn PP No. 71 Tahun 
2010. 

PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
KEWAJIBAN KE\\'AJIBAN 

A. Kewa'iban Jan ka Pendek A. Kewa"iban Jan ka Pendek 
1. Utang Perhitungan Piha~----------. Utang Perhitungan Fihak j 

Keti a K_e_ti-ga~(P_F_K___._) _____ _ 
2. Utan Bun a 2. Utan Bun a I 
3. Utang Pajak 3. Bagian Lancar Utang 

alarn Negeri 
4 . Bagian Lancar Utang 

Jan ka Pan'an 
5. Pendapatan diterima di 

Muka* 
----- ---------< 

6. Utang Jangka Pendek 
Lainn a 

16. Perbedaan kelornpok Kewajiban : 

4. Bagian Lan car U tang 
Jan°ka Pan·an Lainn a 

5. Utang Jangka Pendek 

(*) Dalam Perrnendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterirna 
di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi 
pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum 
disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi 
rnaka diakui/ dicatat ke pendapatan sesuai clengan jenisnya dan bukan 
sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tersebut 
rnunc-..il dari transaksi lainnya. yang menyebabkan pendapatan diterima 
di muka, maka dapat dikonversikan ke dalam Utang Janok9. Pendek 

. b 
Lrunnya menurut PP No. 71 Tahun 2010 . 
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NERACA SKPD SETELAH KONVERSI 

1 7. Setelah rn.elakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 20J.0 adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
NERACA SKPD .... . . 

Per 31 Desember 20Xl DAN 20XO 

(Dalam Rupiah 

Uraian I 20Xl 20XO 

ASET ,__ 

ASET LANCAR 
Kas di bend2.hara penerimaan 
Kas di bendahara per_geluara n 
Investasi Jangka Pendek 
Piutang Paiak 
Piutang Retribusi 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan 

Negara 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan 

Daerah 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah 

Pusat 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainnva 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnva 
Persediaan 

Jumlah Aset Lancar 
ASETTETAP 

Tanah 
Peralatan ctan Mesin 
Gedu~an Bangunan 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Aset Tetap Lainnva 
Konstruksi dalam Pengeriaan 
Akumulasi Penyusutan -

Jumlah Aset Tetap ! 

ASET LAINNY A 
Tagihan Peniualan Angsuran 
Tuntutan Perbendaharaan 
Tuntutan Gaii Rugi 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Aset Tak Berwuj ud 

- ! 
Aset Lain-lain 

Jumlah Aset Lainnya I 
JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 

l Utang Sunga 

I 
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Bagian Lancar Utang Dalani Negeri - Pemerintah 
Pusat 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah 
Daerah Lainnva --

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri ·- Lembaga 
Keuane:an Bukan Bank 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi 
Bae:ian Lancar Utang Jangka Panianrz Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban 
EKUITAS 
Ekuitas 
RekeninJ! Koran~PPKD 

Jumlah Ekuitas 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS --

PENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI 
18. Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. 

Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai 
aset, kewajiban, dan ekui~as dana pada tanggal tertentu. Sebelum 
menyus-.1n neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian Uika 
ada). Jurn al penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun 
neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. 
Penyesuaian ini meliputi: penyesuaian untuk nilai piutang pendapa tan, 
jumlah persediaan, nilai aset tetap. Format neraca PPKD sebel-.1m konversi 
adalah sebagai berikut : 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
N'ERACA PPKD 

Per 31 Desembc r Tahun n dan Tahun n-1 

(Dalam Rupiah) 

Jumlah 
Uraian 

Tahun n Tahun n-1 

ASET 
ASET LANCAR 
Kas 

Kas di Kas Daerah 
Investasi Jane:ka Pendek 

Investasi dalam Saham 
Investasi dalam Obligasi 

Piutane: 
Piutang Pajak 
Piu tang Retribusi 
Piutang Dana Bagi Hasil 
Piutang Dana Alokasi 

Umum 
Piutang Dana Alokasi 

Kh usus 
Piutang Lain-Lain 

Jumlah 
INVESTASI JANGKA 
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-
PANJANG 
Investasi Non Permanen 

Pinj aman kepada 
Perusahaan Negara 

Pinjaman kepada 
Perusahaan Daerah 

Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah Lainnva 

lnvesta.si dalam Surat Utang 
Negara 
Investasi Dana Bergulir 
lnvestasi Non Permanen 

Lainnya 
Investasi Permanen 

Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 

Penyertaan Modal dalam 
Provek Pembangunan 

Penyertaan Modal 
Perusahaan Patungan 

Investa.si Permanen Lainnya 
Jumlah 

ASET TETAP 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedun~ dan Ban~nan 
Jalan, Jaringan dan 

Instalasi 
Aset Tetap Lainnva 
Konstruksi Dalam 

Pen~erjaan 
Akumulasi Penvusutan 

Jumlah 
ASET LAINNYA 

Tagihan Penjualan 
Angsuran 

Tagihan Tuntutan Gaji 
Kerui:2:ian Daerah - . 

Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga 

Aset Tak Berwuiud 
Aset Lain-lain 

Jumlah 
RK-SKPD . ..... ... .... 
RK-SKPD ... . .. ....... 

JUMLAH ASET 
KEWAJIBAN ·-
Kewajiban Jan~ka Pendek 

Utang Perhitungan Pihak 
Ketiga 

Utang Bunga 
Utang Pajak j Bagian Lancar Utang 

I Jangka Panjang 
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Pendapatan diterima di muka 
Kewa.iiban Jangka Panjan2: ·-

Utang Dalam Negeri 
Utang Luar Negeri -

Jumlah 
EKUITAS 
Ekuitas -

Jumlah 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 

KONVERSI UNTUK NERACA PPKD 
19. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada 

klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 
yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 
Tahun 2010, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
bagan di bawah ini: 

PMDN No. 13 Tahun 2006 
ASET LANCAR 

Kas 
1. Kas di Kas Daerah 

Investasi Jan ka Pendek 
----l 

Piutan 
1. Piutang Pajak 
2. Piutang Recribusi 

3. Piutang Dana Bagi Hasil 

4. Piutang Dana Alokasi 
Umum 

5. Piutang Dana Alokasi 
Khusus 

6. Piutang Lain-Lain 

Persediaan 

PP No. 71 Tahun 2010 
ASET LANCAR 

A. Aset Lan~ar 
1. Kas di Kas Daerah 

4. Piutang Retribusi ---- ---1 

5. Bagian Lancar Pinjaman 
ke ada Perusahaan Ne0 ara 

6. Bagian Lancar Pinjaman 
kepada Perusahaan Daerah 

7 . Bagian Lan car Pinjama n 
ke ada Pemerintah Pusat 

8. Bagian Lancar Pinjaman 
ke ada Pemerintah Daerah Lainn a 

9. Bagian Lan car Tagihan 
Pe:1 ·ualan An suran 

10. Bagian Lancar Tuntuta :n Ganti 
Ru i 

12. Persediaan 

20. Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain 
piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 
2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi 
Umum, Piutang Da na Alokasi Khusus yan g di dalam format menurut PP 
No. 71 Tahun 2010 tidak d isajika n contohnya, sehingga perlu 
dikonversikan ke piutang lainnya . 

21. Kemudian dalam format PP No. 71 Tahun 2010 diberikan kelompok akun 
Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada 
Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjama n kepada Pemerintah Pusat, 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah La innya, Bagian 
Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tun tutan Ganti 
Rugi yang di dalam Permendagri No. 13 ~ahun 2006 tida k ada, sehingga 
dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain. 
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PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
INVESTASI JANGKA INVESTASI JANGKA PANJANG 

PANJAii G 
A. Investasi Non Permane n A. Investasi Non Permanen 

1. Pinjama n kepada 1. Pinjaman kepada 
Perusahaan Negara Perusahaan Negara ·-

2 . Pinjaman kepada 2. Pinjaman kepada 
Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah 

3. Pinjaman kepada 3. Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Daerah Lainnya 

4. Investasi dalam Surat I 4. Investasi dalam Surat 
Utang Negara r U tang Negara -,--

5. Investasi Dana Bergulir 5. Investasi dalam Proydc 
'-- 1' Pem bangtman 

6 Investasi Non Permanen l'7 V 6. Investasi Non Permanen 
~ L' Lainnya 

V. 
amnya 

~ 

B. Investasi Permanen B. Investasi Permanen 
1. Penyertaan Modal 1. Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah I Pemerintah Daerah 
2. Penyertaan Modal dalarf 2. Investasi Permanen 

Proyek Pembangunan 

r7 
rLainnya 

3. Penyertaan Modal ~ 
Perusahaan Patungan / 

4. Investasi Permanen / 
Lainnva 

22. Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang : 
(a) Dalam format ?P No. 71 Tahun 2010 Investasi dalam Proyek 

Pembangunan digolongkan ke dalam kelom pok investasi non 
perma nen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Ta hun 2006 
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam 
kelompok investasi permanen, 

(b) Dalam format Permendagri No. i.3 Tahun 2006 terdapat akun Investasi 
Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di 
dalam format PP No. 71 Tahun 201 0 tidak ada, sehingga perlu 
dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya, 

(c) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun 
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke da lam Investasi 
Permanen, yang di dalam format PP No. 71 Tahun 2010 tidak ada, 
sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen 
Lainnya. 

PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No . 71 Tahun 2 010 
ASET TETAP ASET TETAP 

1. Tanah 1. Tanah 
2. Peralatan dan Mesin 

>--

2. Peralatan dan Mesin 
3. Gedung dan Bangunan 

,--

3 . Gedung clan Ba:ngunan 
4 . Jalan, J aringan dan 

4 . Jalan, lrigasi, dan Jaringa n Instalasi 
5 . Aset Tetap Lainnya 5. Aset Teta2 Lainnya 
6 . Konstruksi Dalam 

~ 

Pengerjaan 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 

7 . Akumulasi penyusu tan 7. Akumulasi Penyusutan 
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23. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan 
Instalasi berdasarkan akun pada Fermendagri No. 13 Tahun 2006 yang 
diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, sedangkan berdas2rkan 
format PP No. 71 Tahun 2010 kelompok yang sama adalah Jalan, lrigasi, 
dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode 
Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dcngan 
jaringan termasuk di dalamr.ya adalah jaringan irigasi, sehingga 
sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. 

PMDN No. 13 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 
ASET LAINNYA ASET LAINNYA 

1. Tagihan Piutang 1. Tagihan Penjualan Angsuran 
Peniualan Angsuran 

2. Tagihan Tuntutan Gant:~ 
. 

2. Tuntutan Perbendaharaan 
Kerugian Daerah ~ 

3. Kemitraan dengan Pihak l"li. 3. Tuntutan Ganti Rugi 
Ketiga 

4. Aset Tidak Berwuiud ._ 4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga 
5. Aset Lain-Lain 5. Aset Tidak Berwujud 

6. Aset Lain-Lain _J 

24. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP 
No. 71 Tahun 2010 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang 
diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, hanya c1da Tagihan 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan ~idak memisahkan ke dalam dua 
kelompok seperti pada PP No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, sesuai 
dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelor.-ipok 
seperti dalam PP No. 71 Tahun 2010. 

PMDN No. 13 Tahun 2006 
I 

PP No. 71 Tahun 2010 
KEWAJIBAN KEWAJIBAN 

A. Kewajiban Jangka j A. Kewajiban Jangka Pendek 
Pendek 

1. Utang Perhitungan I~ 1. Utang Perhitungan Fihak 
Pihak Ketiga 7 Ketiga (PFK) 

2. Utang Bunga 2. U tang Bunga 
V 

3. Utang Pajak / 3. Bagian Lancar Utang 
dalam Negeri 

4. Bagian Lan car U tang -.. 4 . Bagian La.near Utang 
Jangka Paniang Jangka Panjang Lainnya 

5. Pendapatan Diterima 5. Utang Jangka Pendek 
di Muka Lainnya ·-
B. Kewajiban Jangka 
Panjan,! B. Kewajiban Jangka Panjang 

f----

1. Utang Dalam Negeri 1. Utang Dalam Negeri 

I 
2. Utang Luar Negeri :--; 2. Utang Jangka Panjang 

Lainnya 

25. Perbedaan kelompok Kewajiban: 
(a) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri 

No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 71 Tahun 2010, 
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(b) Dalam Permendagri No. 13 Yahun 2006 yang d iubah oleh Permendagri 
No. 59 Tahun 2007 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang 
dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya mcnurut PP No. 
71 Tahun 2010. 

(c) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri 
No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yan g dimasukkan ke 
dalam. Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010. 

NERACA PPKD SETELAH KONVERSI 
27. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalar- sebagai berikut : 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
NERACAPPKD 

Per 31 Desember 20Xl dan 20XO 

Uraian 20Xl 

ASET 
ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 
Investasi J angka Pendek 
Piutang Paiak 
Piutang Retribusi 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan 

Negara 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaa n 

Daerah 
Bagian Lancar Piniaman kepada Pemerintah Pusat 
Bagian Lancar Pir1jaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainn~ 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang La innya 
Persediaan 

Jumlah Aset Lancax-
INVESTASI JANGKA PANJANG 
Investasi Non Permanen 

Piniaman kepada Perusahaan Negara 
Piniaman kepada Perusahaan Daerah 
Piniaman kepada Pemerintah Daerah Lainnva 
Investasi dalam Surat Utang Neg3.ra 
Investasi dalam Provek Pembangunan 
lnvestasi Non Permanen Lainnya 

Investasi Permanen 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Investasi Permanen Lainnya 

ASETTETAP 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Aset Tetap Lainnva 
Konstruksi dalam Penge!",iaan 

fD l aam R . h) up1a 
2-0XO 

I 

T 

·-
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Akumulasi Penyusutan 
,Tumlah Aset Tetap 

DANA CADANGAN 
Dana Cadangan 

Jumlah Dana Cadangan 
ASET LAINNY A 

Tagihan Peniualan Angsuran 
Tuntutan Perbendaharaan 
Tuntutan Gaii Rugi I 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Aset Tak Berwujud 
Aset La in-lain 

Jumlah Aset Lainnya 

Rekening Koran - SKPD ...... ....... 
Rekening Koran - SKPD ............. 

I 
JUMLAH ASET --

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pih:1.k Ketiga (PFK) I 

Utang Bunga I 
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -· Pemerintah I 

Pusat 

b Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah 
Daerah Lainnya 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga 

~ Keuangan Bukan Bank 
Bagian Lancar Utang Dalam Negen ·- Obligasi 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Jan2:ka Pendek 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat i 

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank I 

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan 
Bank 

Utang dalam Negeri - Obligasi 
Utang J angka Pan_iang Lainnya 

I 

EKUITAS 
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang I 

Ekuita s 
JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

NERACA KONSOLIDASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
28. Neraca konsolidasi Pemerintah :{abupaten Semarang disusun pada akhir 

tahu n anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini, 
rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbal balik an tar unit dalam 
satu Pemda) harus dihilangkan terltbih dahulu. Mekanis;ne penghilang2.n 
aku n resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun - akun 
reciprocal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi 
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keuangan da-erah ini adalah akun RK-SKPD clan akun RK-PPKD. Akun 
RK-SKPD dicatat oleh PPKD. sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh 
SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi 
yang dilak1..~kan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap 
neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan 
PPKD adalah hubungan Pusat-Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai 
kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya 
adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang 
bersangku tan. 

29. Contoh worksheet untuk neraca konsolidasi adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
SKPD 

1, 2 , ... n 
PPKD Eliminasi KonsoHdasi 

1 Aset 
2 Aset Lancar 
3 Kas di Kas Daerah XXX XXX XXX 

4 Kas di bendahara XXX XXX XXX 

Penerimaan ' 
5 Kas di bendahara XXX XXX XXX 

Pengeluaran 
6 Piutang pajak XXX XXX 

daerah 
7 Piutang retribusi XXX XXX 

daerah 
8 Piutang hasil XXX XXX 

pengelolaan 
kekayaan daerah 
yang dipisahka.n 

9 Piutang lain-lain XXX XXX 
PAD var1g sah 

10 Piutang dana XXX XXX 

perimbangan 
11 Piutang lain-lain XXX XXX 

pendapatan yang 
sah i I 

12 Persediaan XXX XXX XXX 

13 Jumlah aset lancar XX:t XXX XXX 

14 Investasi Jangka XXX XXX XXX 

Panjang -
15 Aset Tetao 
16 Tanah XXX XXX XXX 

17 Peralatan dan XXX XXX XXX 

mesin 
18 Gedung dan XXX XXX XXX 

bangun~ 
19 Jalan, irigasi, dan XXX XXX XXX 

jaringan 
20 Aset tetao lainnya XXX XXX XXX 

21 Akumulasi (xxx) (xxx) (xxx) 
penvusutan I 

22 Jumlah aset tetap XXX XXX 
I 

XXX 
23 Dana cadangan XXX XXX 
24 Aset lainnva XXX XXX XXX 
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25 Rekening Koran-SKPD XXX 

26 Jumlah aset XXX 

27 Kewajiban XXX 

28 Ekuitas 
29 Rekening Koran-PPKD 
30 Jumlah ekuitas XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

{xxx) 

xxx ~ 
XXX ' 

Xxx 
(xxx) 

XXX 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 
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LAMPIRAN VI 
PERATURA1 BUPATI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTA G 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 5 
LAPORAN OPERASIONAL 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huru.f tebal dan m.tnng ada iah 
paragraf kebijakan yang haru.s dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huru.f biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akn.tal pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Operasional adalah menetapkan 

dasar-dasar penyaj!an Laporan Operasional untuk Pemerin tah Kabupaten 
Semarang dala.r:i rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang­
undangan. 

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan 
operasional !{euungan yang tercerminkan dalam pendapat an-LO, beban, 
dan surplus/ defisit-dari kegiatan non ope::-asional bila ada, pos luar biasa 
bila ada, surplus/ defisit-LO dari suatu entitas pelaporan. 

Ruang Lingkup 
3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penya,iian Laporan Operasional. 
4. Kebijakan a kuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelapor&n dar. e11titas 

akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL 

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin kan dalam 
pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit dari operasional dari suatu 
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 

6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi 
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh 
entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan 
informasi: 

a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah 
untuk menjalankan pelayanan. 

b) mengen a i operasi keuangan secara menyelu ruh yang berguna dalam 
mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal 
efisiensi dan efektivitas penggunaan sun:ber daya; 

c) ya:.:1g berguna dalam pendapatan-LO yang akan diterima untuk 
m endanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode:: 
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; 

d) mengenai penurunan ekuirn.s (bila defisit operasional), dan 
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peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) . 

7. Laporan Operasional disusun gun a melengkapi pelaporan dari siklus 
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga antara 
antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca 
mempunyai keterkaitan yang dapat di:?ertanggungjawabkan. 

DEFINISI 
8. Beri.kut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi 

tentang Laporan Opersional dengan pengertian : 

Azas Bruto adalah suatu ptinsip tidak diperkenankannya pencatatan 
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau 
tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan 
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 

Bantuan Keuangan adalah biaya pemerintah dalam bentuk oantuan uang 
kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/ a tau 
peningkatan kemampuan keuangan. 

Bantuan Sosial adalah biaya pemerintah dalarn bcntuk uang/barang/jasa 
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. 

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa la:nnya pada saat hak dan/ a tau kewajiban timbul. 

Behan adalah penurunan manfaat ekonomis a tau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timb-..ilnya kewajiban. 

Behan Hihah aclalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau 
jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara / daerah, masyarakat 
dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak vvajib dan tidak mengikat. 

Behan Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas n ilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 
aset yang bersangkutan. 

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban 
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas 
pelaporan lain yan g diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang rliakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersanakutan dan 
tidak perlu dibayar kembali t> 

Pendapatan Hihah 
uang/barang atau 

adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk 
Jasa d&ri pemerintah la innya, pi:rusahaan 
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negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak 
wajib dan tidak mengikat serta tidak secant terus-m eneru s 

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau 
hak untuk menerima uang oleh entitas pelapora n dari suatu entitas 
pelaporan la in yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pos Luar Biasa adalah pendapatan-operasional atau biaya yang terjadi 
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau 
pengaruh entitas bersangkutan. 

Subsidi adalah beban pernerintah yang diberikan kepada 
perusahaan/ lernbaga tertentu yang bertujuan untuk rnembantu biaya 
produ ksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh 
masyarakat. 

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang 
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. 

Surplus/Defisit-Laporan Operasional adalah selisih antara Pendapatan 
LO dan be ban sela ma satu periode, seteh diperhitungkan surpbs / defisit 
dari kegiatan non operasional dari pos luar biasa. 

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset 
dengan harga jual aset. 

PERIODE PELAPORAN 
9 . Laporan Operasional d isajika.n s ekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Dalam s ituasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu 
periode yang lebih pendek dari sa tu tahun, entitas harus 
mengungkapkan informasi sebagai berikut: 
a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
b) fakta bahwa jumlah1umlo.h komparat if dalam Laporan Laporan 

Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat 
diperbandingkan. 

10. Manfaat Laporan Operasional ber/curang jika laporan tersebut tidak tersedia 
tepat pada waktunya. Faktorf ak~or sepe rti kompleksitas opc:rasi pemerintah 
tidak dapat dijadikan pembenaran c.ta.s ketidakmampuan entitas pelaporan 
untuk menyajikan laporan keuangai1. tepat waktu. 

STRUKTUR DAN ISi LAPORAN OPERA-SIONAL 
11. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur p endapatan-LO, 

beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan no 
operasionat, surplus/ defisit sebe!um pos luar biasa, pos luar biasa, 
dan surplus/defisit-LO, yang d iperlukan untuk penyajian yang wajar 
secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebili lanjut 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang 
berhubungan d enga n aktivitas keuangan s e lama satu tahu n seperti 
kebijakan Jiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih 
lanjut angka-angka yang dianggap p erlu untuk dijelaslcan. 

12. Dalam Laporan operasional harus diiden4;ifikasikan seca rc:t jela s , 
dan, jika dianggap perlu, d iulang padu setiap halaman laporan, 
informasi berikut: 

a) nama entitas p elaporan atau sarana identifikas i lainny a; 
b) cakupan entitas pe laporan; 
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c) periode yang dicakup; 
d) mata uang pelaporan; dan 
e) satuan angka yang digunakan. 

13. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: 
a) Pendapatan-LO 
b) Beban 
c) Surpulus/defisit dari operasi 
d) Kegiatan non operasional 
e) Surplus/deft.sit sebelum pos luar biasa 
f) Pos Luar Biasa 
g) Surplus/deft.sit-LO 

14. Dalam Laporan operasional dita mbahkan pos, j udul, dan sub jumlah 
lainnya apabila diwajibkan o leh Kebijakan ini, atau apabila 
penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan 
Operasional secara wajar. 

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN SURPLUS/ DEFISIT-LO 
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
15. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan 

menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber 
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

16. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut 
klasifikasi ekonomi. 

17. Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupur, k!asifikasi 
beban menurut ekonomi pada p:::-insipnya merupakan klasifikasi yang 
menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis. 

18. Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan dikelompokkan 
berdasarkan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan 
transfer dan lain-lain pendapata.n yang sah. Masing masing pendapatan 
terse but diklasifikasikan menurut jenis pendapatan 

19. Klasifikasi beban menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan berdasarkan 
jenis beban yai~u beban pegawai, misal : gaji dan TPP, beban barang, beban 
penyusutan as.et tetap, beban bunga, beban hibah, beban bantuan sosial, 
dan beban tak terduga. 

20. Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/ defisit dari 
Kegiatan Operasiorlal menurut Laporan Operasional dengan 
Surplus / defisi t-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta 
penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas La poran K,!uangan. 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 

21 . Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara 
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. 

22. Deft.sit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara 
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan 

23. Selisih lebihfkurang antara pendapatan dan beban selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Deft.sit duri Kegiatan 
Operasional. 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL 

24. Pendapatan dan beban y a ng sifatnya tidak rutin perlu 
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

25. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara 
lain surplus/ defzsit penjualan aset non lancar, surplus/ deft.sit penyelesaian 
kewajiban jangka panjang, dan surplus/ dejisit dari kegiatan non 
operasional lainnya. 
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26, Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional 
dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan 
surplus/defisit sebelum pos luar- biasa. 

POS LUAR BIASA 

27. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam 
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari 
sebelum pos luar biasa 

28. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik 
se bagai beriku t: 

a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun 
anggaran, 

b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan 
c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 

29. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan 
pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

SURPLUS/DEFISIT-LO 
30. Surplus/Deft.sit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/deft.sit 

kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar 
biasa. 

31. Surplus/Deft.sit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke 
Laporan Perubahan Ekuitas. 

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 

32. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata 
uang rupiah den.gan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut 
menurut kurs tengah bank sentr-al pada tanggal transaksi. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTID 

MUNDJIRIN 
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LAMPIRAN VII 

PERA TURAN BUPA TI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 6 
LAPORAN ARUS KAS 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan minng adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan 

arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan 
setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan aru3 kas 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, 
dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. 

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu 
periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan 
keputusan. 

Ruang Lingkup 
3. Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun laporan arus leas sesuai 

dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah 
satu komponen 1aporan keuangan pokok untuk setiap periode 
penya,jian laporan keuangan. 

Manfaat lnformasi Arus Kas 
4. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang 

akan datang, serta berguna untuk menilai kecerrnatan atas taksiran arus 
kas yang telah dibuat sebelumnya. 

5. Laporan arus kas juga menjadi a1at pertanggung-jawaban arus kas masuk 
dan arus kas keluar selama periode pelc:.poran. 

6. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam 
mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ ekuitas suatu entitas pe~aporan 
dan struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (termasuk 
likuiditas dan solvabilitas). 

Definisi 
7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini: 

Arus kas adalah arus masuk clan arus keluar kas dan setara kas pada 
Bendahara Umum Daerah. 
~as adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
d1gunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 
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dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang 
signifikan. 
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 
ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sem&rang 
selama satu periode akuntansi. 
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya 
yang tidak termasuk dalam setara kas. 
Aktivitas pembiayaan (pendanaan ) adalah aktivitas penerimaan kas yang 
perlu dibayar kembali dan/ata-...i pengeluaran kas yang a kan diterima 
kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi 
investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah 
sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. 
Aktivitas nonanggaran (transitoris ) adalah aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Semarang. 

Kas dan Setara Kas 
8 . Kas dan setara kas harus disaJikan dalam Laporan Arus Kas. 
9. Setara kas Pemerintah Kabupaten Semarang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi 
persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah 
menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko 
perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut 
setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) 
bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 

10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak d iinformasikan dalam 
laporan keuan gan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 
manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi 
aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 

ENTITAS PELAPORAN ARUS K.AS 
11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari 

satu a tau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan p-:::ratur&n 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan Pemda. 

12. Entitas pclaporan yang wajib menyusun d a n menyajikan laporan arus 
kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 

13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang 
ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan /atau kuasa 
benda harawan umum daerah. 

PENYAJIAN LAPORAN' ARUS KAS 
14. Laporan arus kas m enyajikan informasi p enerimaan dan penge luaran 

kas selama peri.ode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 
aktivitas operasi, in1Jestasi, p ,gmbiayaan, dan nonanggarun. 

15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa 
aktivitas, misalnya transaksi peluna&an utang yang terdiri clari pelunasan 
pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan 
diklasifikas ikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran 
bunga utang akan diklasifikasikan kc dalam aktivitas operasi. 

Aktivitas Operasi 
16.Aktivitas operasi adalah aktivit as peneri.maan dan pengeluaran kas 

yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerinta h selama satu 
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periode akuntansi. . 
17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunJukkan 

kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menghasilkan 
kas yang cukup untuk membia~ra i aktivitas operasionalnya di masa yang 
akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

18. Arus masuk kas dari aktivitas opi::rasi terutama diperoleh dari an:ara lain 
a) Pendapatan Asli Daerah; 
b) Dana Perimbangan; dan 
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

19. Arus keluar kas untuk aktivita3 operasi terutama digunakan untuk 
pengeluaran, antara lain: 
a) Belanja Pegawai; 
b) Belanja Barang dan Jasa; 
c) Belanja Bunga; 
d) Belanja Subsidi; 
e) Belanja Hibah; 
f) Belanja Bantuan Sosial; 
g) Belanja Tidak Terduga; 
h) Belanja Bagi Hasii.; dan 
i) Belanja Bantuan Keuangan. 

20. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang 
sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka 
perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifi.kasikan 
sebagai aktivitas operasi. 

21.Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan. suatu 
entitas lain, yang peruntukannya belum Je las apakah sebagai modal 
kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode 
berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifi.kasikan 
sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas 
laporan keuangan. 

Aktivitas lnvestasi 
22.Aktivitas irwestasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang ditujulcan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap serta 
investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. 

23. Arus kas dari aktivitas investasi mence:rminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya 
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan 
Pemerintah Kabupate~1 Semarang kepada masyarakat di □asa yang a kan 
datang. 

24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 
a) Penjualan Aset Tetap 
b) Penjualan Aset Lainnya 

25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari : 
a) Perolehan Aset Tetap 
b) Perolehan Aset Lainnya 

Aktivitas Pembiayaan (Pendanaan) 
26. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau 
pelunasan u tang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam 
jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utar:g jangka piutang. 

27. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau 
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penggunaa.:1 surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim 
pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Semarang dan k laim 
Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap pihak lain di masa yang a kan 
datang. 

28. Arus masuk ka s dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) anta ra lain: 
a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; 
b) Penerimaan Kembali Pi.njaman. 
c) Pencairan dana cadangan 

29. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain 
a) Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi; 
b) Pemberian Pinjaman. 
c) Pembentukan Dana Cadangan 
d) Penyertaan modal 

Aktivitas Non anggaran (Transitoris) 
30. Aktivitas non anggaran (tra nsitoris) adalah aktivitas pen erimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan 
pembiayaan (pendanaan). 

31. Arus kas dari aktiv;_tas nonanggaran mencerminkan pener:maan dan 
pengeluaran ka.s bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, 
beban belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Semarang. Arus kas 
dari aktivitas nonanggaran ad alah Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), 
pemberian/ penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara 
pengeluaran serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari 
jumlah dana. yang dipotong dari Surat Perintah Memb.ayar atau diterima 
secara tunai untuk pi1.1ak ketiga mi~alnya potongan Taspen dan Askes. 

32. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran (transitoris) adalah penerimaan 
PFK, kiriman uan g masuk, penerimaan kembali uang persediaan dari 
benda hara pengeluaran. 

33. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran (transitoris) meliputi 
pengeluaran PFK, kiriman uang kcluar dan pemberian uang persediaan 
kepada bendahara pengeluaran. 

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, 
PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS) 
34. Entitas p e laporan melaporkan secara terpisah kelompok ut ama 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, 
investasi, pembiayaan, dan nonanggaran. 

35. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi 
dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan 
pengelompokan utama penerimaan dan p engeluaran ka.s bruto. 

36. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang sebaiknya 
menggunakan metode langsung dalam melaporkan a rus kas dari aktivitas 
operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut: 
a) Menyediaka n informasi yang lebih baik untuk mengesti!llasikan arus kas 

di masa yang aka!l datang; 
b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan 
c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapa.t 

langsung diperoleh dari catatan akuntansi. 

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH 
37. Arus kas yang timbul dari. aktivitas operasi dapat dilaporkan atas 

dasar arus kas bersih dalam hal: 
a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima 

manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan 
akttvitas pthak lain daripada aktivitas Pemerintah Kabupaten 
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Semarang. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama 
operasional. 

b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang 
perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka 
waktunya singkat. 

BUNGA DAN BAGIAN LABA 
38. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan 

pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta 
penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus 
diungkapkan secat·a terpisah. Setiap akun yang terkait dengan 
transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi 
secara konsisten dari tahun ke tahun. 

39. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arw, kas 
aktivitas operasi adalah jumlah ka.s yang benar-benar diterima dari 
pendapatan bunga pada periode akun tansi yang bersangku tan . 

40. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bun ga utang yang dilaporkan 
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk 
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan. 

41. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang 
dilaporkan dalam arus kas aktivit.as operasi adalah jumlah kas yang benar­
benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode 
akuntansi yang bersangkutan. 

PEROLAHAN DAN PELEPASAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH 
DAN KEMITRAAN 

42. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat 
d ilakukan dengan menggunaka.n dua metode yaitu metode ekuitas dan 
metode biaya. 

43. Investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam perusahaan daerah 
dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan 

44. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang 
dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas 
pembiayaan. 

45 . Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan 
daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktifitas pembiayaan. 

46. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan 
perusahaan daerah selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan 
adalah : 
a) Jumlah harga pembelian atau pelepasa,i 
b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasari yang dibayarkan 

dengan kas dan setara kas. 
c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah yang 

diperoleh atau dilepas. 
d) Jumlah. aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui 

oleh perusahaan daerah yang d iperoleh atau dilepas 
47. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan d-aerah 

dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan. perlu 
diaungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui 
sebelumnya sebagai aset atau utar..g oleh perusahaan daerah. 

TRANSAKSI BUKAN KAS 
48. Transaksi operasi, investasi dan pembiayaan yang ti.dak 

mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas 
tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus 
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diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
49. Pengecualian tran saksi bukan kas dari Laporan Arus Kas kcnsistcn dengan 

tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak 
mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas 
yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui 
pertukaran atau hibah. 

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS 
50. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas 

dalam Laporan Arus Kas yang Jumlahnya sama dengan pos terkait di 
Neraca. 

PENGUNGKAPAN LAINNY A 
5 1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas 

yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini 
dijelaskan dalam Catatan ata.s Laporan Keuangan. 

52. Informa si tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna 
laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas 
pelaporan. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPITO 

MUNDJIRIN 
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LAMPIRAN VlII 

PERA TURA BUPA TI EMARA1 G 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTA'.'IG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATENSEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 7 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga hul'"uf tebal dan miring ada lah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan dasar­

dasar penyajian Laporan Perubaha:i Ekuitas dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan peru ndang­
undangan. 

Ruang Lingkup 
2 . Kebijakan in·l diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan 

Ekuitas Lebth !fang dtsusun dan disajikan d engan menggunakan 
basis akrual. 

3. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang. 

DEFINISI 
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunaka n dalam Kebijakan dengan 

pengertian : 
Basis akrual adalah basis akuntansi ya ng mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/ pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entita s pela po,-an. 
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. 
Entitas Pelaporan adalah Pemer~ntah Kabupaten Semarang yang terdiri 
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan Pemda. 
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang mcnjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Reke~ing Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpana n uang 
Pemermtah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang 
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untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
Saldo Anggaran Lebih acialah kumulatif saldo yang berasal dari 
SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 
penyesuaian lain yang diperkenankan 
Seta~a kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 
signifikan. 
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih 
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode 
pelaporan. 
Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang a ntara pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode pelaporan 
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari tera khir dari suatu periode 
pelaporan. 
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 
aset dan kewajiba n. 

MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
5 . Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan jumlah 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun. sebelumnya. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos berikut : 
a) Ekuitas awal 
b) Surplus/deft.sit LO pada periode bersangkutan 
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambahjmengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumu latif yang 
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan mendasar, mis.a'l.nya : 

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi 
pada periode-periode sebelumnya. 

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 
d) Ekuitas akhir 

7. Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan ri.ncian lebih 
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Peru.bahan 
ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

BUPATI SEMARANG, 

CAP TTD 

MUNDJIRIN 

74 



LAMPIRAN IX 

PERA TU RAN BUP A TI SEMARANG 
NOMOR :31TAHUN2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PE MERINTAH 
KABUPATEN S EMARANG 

KEBIJAKAN AltUNTANSI NO. 8 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan minng adalah 
paragraf kebijakan yang harus d -lbaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis d engan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
l. Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang 

diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. 
2 . Tu.Juan penyajian Catatan atas Laporan Keuangau adalah untuk 

meningkatkan transparansi laporan keuangan d ,an pen.yediaan 
pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangn Pemerintah 
Kabupaten Semarang. 

Ruang Lingkup 
3. Kebijakan ini diterapkan pada laporan keuangan untu.k tujuan umum 

oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. 
4. Laporan keuangan yang diharapkan menjadi lapora11. keuangan 

untuk tujuan umum oleh ent itas yng bukan. merupakan entitas 
pelaporan.. 

5 . Laporan keuangan untuk tujuan u mum adalah laporan yang dimaksudkan 
untuk memenu hi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan 
yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah m asyarakat, legislatif, 
lembaga pengawas , pemeriksa, pihak yang memberi atau. berperan dalam 
proses donasi, investasi, dan pinjaman, sen:a pemerintah yang lebih t.inggi. 
Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah s.tau 
bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokum en publik 
lainnya seperti laporan tahunan . 

6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi / pelaporan ctahm mcnyc.1sun 
laporan keu a ngan SKPD / PPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak 
termasuk peru sahaan daerah. 

DEFINISI 
7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan d.engan 

pengertian: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan R2.kyat Daerah. 
Aset adalah ~-umber daya ekonomi yang dikuasai dan/ a tau dimiliki oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang sebaga i akibat dari peristiwa masa lalu 
dan da ri mana m anfaat ekonomi :I.an/ a tau sosial d i rnasa depan dihar-apkan 
dapat d iperoleh oleh Pemerintah Kabupaten s~ma rang, ser ta dapat diukur 
da lam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yan g diperlukar,. 
u ntuk penyediaan jasa bagi masyarakat ur:1.urr. clan sumber-sumber daya 



yang dipelihara kar~na alasan sejarah dan budaya. 
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 
Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Behan adalah penurunan manfaat ekonomi a tau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atal: 
konsusmsi asset atau timbulnya kewajiban. 
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang 
merupakan selisih antara ase1: clan kewajiban Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri 
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabar, 
berupa laporan keuangan Pemda. 
Kewajiban adalah utang yang ~imbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
Pemerintah Kab"'.lpaten Semarang. 
Materialitas adalah suatu kond;si jika tidak tersajikannya atau salah saji 
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna 
yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 
hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 
Pembiayaan ( financing ) adalah setiap penerimaan yang 9erlu dibayar 
kembali, dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada 
tahun anggaran bersangkutan maup1.1n tahun-tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit :1tau memanfaatkan surplus anggaran. 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. 

KETENTUAN UMUM 
8. Setiap entito.s pelaporan diharo.skan untuk menyajikan Catatan atas 

Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan. 
keuangan untuk tujuan umum. 

9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan 
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terb2..tas tanya untuk 
pembaca tertentu a+:aupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. 
Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai 
potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari 
kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan 
Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam 
memahami Laporan Keuangan. 

10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan 
keuan~an. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempu~yai 
potens1 kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. 
Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial 
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cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan 
perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan ri:::ferensi ke 
pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan 
keuangan. 

11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akun tansi yang 
diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari 
kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. 

STRUKTUR DAN ISi 
12. Catatan atas Laporan Keuangan harus dtsajikan secara sistcmatis. 

Settap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas 
harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam 
Catatan atas Laporan .Keuangan. 

13. Catatan atas Laporan Keuangan meEputi penjelasan atau daftar terinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian 
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Semarang serta pengungkapan--pengungkapan 
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas !aporan 
keuangan, seperti kewajiban kor.tinjensi dan kom itmen-komitmen lainnya. 

14. Catatan atas La.poran Keuangan menyajikan informasi tentang 
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan 
yang memadat, antara lain: 

a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi; 

b) informa.si tentang kebijakan fi.:;kal/keuangan, ekonomi 
regiona'l,leko1'1omi makro; 

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan s e lama tahun pelaporan, 
berl.kut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 
target; 

d) informasi tentang dasar penyusunan lctporan keuangan dan 
kebijakan-k,ebijakan akuntansi yang dipili.h untuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e) rl.ncian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan; 

f} pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang 
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan 
basis kas menuju akrual; 

g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan. 

15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti 
Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos 
yang terkait. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tent&ng persediaan 
mengharuskan pengungkapan ke:)ijakan akuntansi yang digunakan dalam 
pengukuran persediaan. 

16. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan da pat disajika11 secara narasi, bagan, grafik, daftar dan 
skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas 
dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya 
selama satu periode. 



17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya unluk 
dapat memahami realisasi dan pos1s1 keuangan entitas 
a kuntansi/ pelaporan secara keseluruhan. 

18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan 
Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan­
pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi 
keuangan/fiskal entitas akuntansi/ pdaporan serta bagaimana ha! ttrsebut 
tercapai. 

19. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas 
akuntansi/ pe:aporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan 
yang pen ting posisi dan kondisi keuangan/ fiskal periode berjalan bila 
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, 
dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan rea!isasi anggaran. 
Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi 
makro yang digt.:nakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan 
realisasinya. 

20. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan a tas Laporan 
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang 
dalam peningkatan pendapatan, cfisien si belanja dan penentuan sumber 
atau penggunaan p~mbiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis 
dalam kebija kan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas 
anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

21. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catalan atas 
Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang 
digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator 
ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, 
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga min.yak dan 
tingkat suku bunga. 

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan 
22. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapal menjelaskan perubahan 

anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan 
anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala 
yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah 
lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi / entitas 
akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. 

23. Dalam satu periocte pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, 
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan 
persetujuan DPRD. Agar pembaca laporfil'. keuangan dapat !Ilengikuti 
kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan­
perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan 
anggaran pertama kali disahkan akan mem ban tu pem baca <la.lam 
memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan. 

24. Ikhtisar laporan kinerja yang dilaporkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan adalah pencapaian secara ringkas kinerja program dan kegiatan 
yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati. 

25. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen en6tas 
akuntansi/ pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi 
keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pem'baca, misalnya 
kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggar:tn pe:iode 
mendatang. 

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan 
Akuntansi Keuangan 



26. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas 
akuntansi/pelaporan haros mengun,gkapkan dasar penyajian laporan 
keuangan da,1 kebijakan akuntansi. 

Asumsi Dasar Akuntansl 
27. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari 

penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara 
spesifik. Pengungkapan diperlukanjika tidak mengikuti asumsi atau 
konsep tersebut disertai alasan dart penje lasan. 

28. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Semarang, asumsi dasar dalam pelaporan keuar1gan di 
lingkungan pemerintah adalah 3.nggapan yang diterima sebagai suatu 
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat 
diterapkan, yang terdiri dari: 
a) Asumsi kemandirian entitas; 
b) Asumsi kesinambungan entitas; dan 
c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

29. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap 
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit insta!1si 
pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu in<likasi terpP-nuhinya 
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran 
dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas ber:anggung 
jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk 
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau 
kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi 
a kibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah 
ditetapkan. 

30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi 
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah 
Kabupaten Semarang diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi 
at'ls entitas pelaporan dalam jangka pendek. 

31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar 
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

Kebijakan Akuntansi 
32.Pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi perlu dises uaikan 

dengan kondisi entitaspelaporan/ entitas akuntani. Sasaran pilihan 
kebijakan yang paling tepat akan mengga.mbarkan realitas ekonomi 
entitas peiaporan secara tepat da!am bentuk keadaan keuangan dan 
kegiatan. 

33. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi 
yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen adalah 

a) Pertimbangan sehat 
b) Ketidakpostian melingkupi banyak transaksi. 
c) Subsatnsi mengungguli bentuk 
d) Materialitas. 

34. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan 
Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a) Entitas pel,aporan. 
b) Basis akv.ntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan. 
c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan. 



d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 
memahami laporan keuangan. 

35. Perubahart kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh 
material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika 
berpengaruh secara material ter-hadap tahun-tahun yang akan 
datang. 

Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada 
Lembar Muka Laporan Keuangan 
36. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan 

penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi 
Angga.ran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Peruabhan 
Ekuitas. 

37. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan-
LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: 

a) Anggaran 
b) Realisas i 
c) Prosentase pencapaian 
d) Penjelasan atas perbedaan anggaran dan realisasinya 
e) Perbandingan dengan periode tahun yang lalu 
f) Penjelasan atas perbcdaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu. 
g) Rincian lebih lanjut pendapc..tan-LRA menurut sumber pendapatan. 
h) Rincian lebih lanjut belanja rr.enurut klasifikasi ~konomi, organisasi 

dan fungsi. 
i) Rincian lebih lanjut pembiayaan. 
j ) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

38. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk 
Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi 
kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir 
periode, dengan s truktur sebagai berikut : 

a) Per bandingan dengan periode yang lalu 
b) Penjelasan 3.tas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu. 
c) Rincic..n yang diperlukan . 
d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlui<an. 

39. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikari untuk pos pendapatan-LO 
dan beban dengan struktur sebagai berikut: 

a) Perbandingan dengan periode yang lalu 
b) Penjelasan atas perbedaan a:-itara periode berjalan dan periode yang 

lalu. 
c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan. 
d) Rincian lecih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi 

dan fungsi. 
e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

40. Penjelasan atas neraca disajikan untuk pos asset, kewajiban dan ekuitas 
dengan struktur sebagai berikut: 

a) Perbandingan dengan periode yang lalu 
b) Penjelasan atas perbedaan a:ntara periode berjalan dan periode yang 

lalu. 
c) Rincian lehih lanjut masing-masing akun dalam asset lancer, 

investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, kewajiban jangka 
pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. 



d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 
41. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi asset non keuangan, aktivitas 
pembiayaan dan aktivitas non anggaran dengan stn1ktur sebagai berikut : 

a) Perbandingan dengan periode yang lalu 
b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang 

lalu. 
c) Rincian lebih lanjut masing-masing akun dalam masing-masing 

aktivitas. 
d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 

42. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ~kuitas awal 
periode, surplus/deficit-LO, dampak kumulatif perubahan 
kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur 
se bagai bcriku t : 

a) Perbandingan dengan periode yang lalu 
b) Penjelasan atas perbedaar1 antara periode berjalan dan periode yang 

lalu. 
c) Rincian yang c.iperlukan. 
d) Penjelasan ha1-hal penting yang diperlukan. 

Pengungkapan Inform.asi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang 
disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan. 
43. Catatan atas Laporan Keuangan han.ts menyajikan informasi yang 

dihan.tskan dan dianjurkau oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan 
serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 
penyajian waja,· atas laporan keuangan, seperti kewajiban 
kontinjensi dan lcomitmen-komitmen lain. Pengungkapcxn informasi 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan han.ts dapat memberikan 
informasi lain yang belum di.sajikan dalam bagian lain laporan 
keuangan. 

44. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, 
beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak 
penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat dis:-1jikan dalam 
lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi atau 
komitmen lain. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, 
pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan a kan terjadinya suatu 
peritiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas 
akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang. 

45. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus 
menyajikan infotmasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian 
sediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti 
yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam 
beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi_, untuk dapat 
meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang 
disajikan pada tempat lain di lapcran keuangan. 

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 
46. Catatan atas Laporan Keuangan juga 

informasi yang bila tidak diungkapkan 
pembc,.ca laporan. 

SUSUNAN 

han.ts mengungkapkan 
akan menyesatkan bagi 

4 7. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas 
Laporan Keuangan biasanya disaji!•rnn dengan susunan sebagai berikut: 
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a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntan si. 
b) Kebijakan fiskai /keuangan dan ekonomi makro 
c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berikut hambatan dan kenctalanya; 
d) Kebijakan akuntansi yang penting: 

1. Entitas pelaporan; 
11. Basis ak:untansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

iii. Ba sis pengukuran yang digunakan dala rn penyusunan laporan 
keuangan; 

1v. Kesest:.aian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan 
ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
oleh suatu entitas akuntansi/ pelaporaa; 

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 
memahami laporan keuangan. 

e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 
1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporn..n Keuangan; 

11. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi 
Pemerintahan yang belum d~sajikan dalam lembar muka Laporan 
Keuangan. 

f) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehub:mgan 
dengan penerapan basis akrual a tas pendapatan dan bclanja dan 
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 
akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis ak!"ual; 

g) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan. 
48. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Laporan 
Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi 
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 
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LAMPIRAN X 

PERATURA.N BUPATJ SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHl)N 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMBRINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9 
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO 

Paragraf-paragraf yang ditu lis d eng a huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca d a lam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditu lis de ngan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerinta h Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
l. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapka.n oleh peraturan perundang­
undangan. 

2. Perlal:.uan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran 
dan pengungkapan pendapatan 

Ruang Lingkup 
3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akimtansi berbasis akrual oleh entitas 
akuntansi/ pelaporan. 

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemeriritah 
Kabupaten Semarang, yang mem~>Jeroleh anggaran berdasarkan APED, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

Manfaat Informas i Akuntansi Pendapatan 
5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai pendapatan dari 

suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para 
pengguna laporan daiam mengevaluasi keputusan mengenai sdmber­
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan 

a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan 
b. Menyediakan informasi rnengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 

yang berguna daiam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten 
Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan. 

6 . Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam 
mem prediksi sumber daya ekon::>mi yang akan digunakan untuk mendanai 
kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periodc berkenaan. 
Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna 
laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekor:omi : 
a . telah d ilaksana.kan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan 
b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

DEFINISI 
7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan 

pengertian: 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 
Basis Akrual adalah basis akl!ntansi yang mengakui penga.ruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/ atau kewajiban timbul. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/ walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dari membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggara11 Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu ditayar 
kembali oleh pemerin tah 
Pendapatan-LO adalah hak perr.crintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode pelapJran yang bersangkutan 
Pendapate.n Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk 
uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan 
negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak 
wajib dan tidak mengikat serta tidak se-cara terus-menerus 
Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau 
hak untuk menerima uang oleh entita.s pelaporan dari suatu entitas 
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

KLASIFIKASI PENDAPATAN 
8. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut: 

a. urusan pemerintahan daerah; 
b. organisasi; do.n 
c. kelompok. 

9. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut : 
a. jenis; 
b. obyek; dan 
c. rincian obyek pendapatan. 

10. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelmnpok pendapatan yang 
terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah, 
b. Pendapatan Transfer, dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

11. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pcndapatan yang 
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

12. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menuru: jenis pendapatan 
yang terdiri atas: 
a. dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak; 
b. dana alokasi umum; dan 
c. dana alokasi khusus. 
d. Pendapatan transfer pemerintah pusat. 
e. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. 
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f. Bantuan keuangan 
13. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daernh yang Sah dibagi menumt ;ems 

pendapatan yang terdiri atas : 
a. Hibah; 
b. Dana Darurat; 
c. Pendapatan Lainnya 

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 
14.Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima 

pada Rekening Kas Umum Daeru.h untuk seluruh transaksi PPKD. 
15.Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima 

oleh Bendahara Penerimaan untv..k seluruh transaksi SKPD. 
16. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan 
17. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengelua.ran). 

18. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
badan layanan umum daerah. 

19.Pengembalian yang sifatnya normal dan benilang (recurring) atas 
penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada 
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. 

20. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang {non­
recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada 
periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan LRA pada periode yang sama. 

21.Koreksi dan peng·embalian yang sifatnya tidak berulang (non­
recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada 
periode sebelv.mnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran 
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian 
terse but. 

22. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan 
pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah. 

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 
23. Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki hak atas pendapatan 
b. Pemerintah Kabupaten Semarang menerima kas yang berasal dari 

pendapatan. 
24. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang­

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. 
25. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang 

telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. 

26. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi hak yang telah diterima 
oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa terlebih dahulu adanya 
penag1han. 

27. Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar 
kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan 
kemungkinan besar potensi ekonomi akan rnengalir masuk ke rekening kas 
umum daerah. 
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28. Pendapatan~LO diklasifikasikan menurut sum.her pendapatan. 
29. Klas ifika s i menurut sumber pendapatari dikelompokkan menurut asal dan 

jenis per!dapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapa tan transfer, lain­
lain pen dapalan yang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan 
menurut jenis pendapatan. 

30. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto 
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
Jumlah netonya (sete lah dikompensasikan dengan pengelluaran). 

31. Dalam hal besara n. pengurang t erhadap p endapatan-LO bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan d imaksud dan tida k dapat 
dianggarkan terlebih d ahulu d ikare nakan proses belum selesai maka 
asas bruto dapat dikecua likan. 

32. Dalam hal badan la.yanan umum daerah, p endapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
badan layana n umum d aerah. 

33. Pengembalian yang s ifatnya normal dan berulang (recurring) atas 
penerimaan pendapatan-LO pada p eriode penerimaan maupun pada 
periode sebelumnya. d ibukukan sebagai pengurang pendapatan. 

34. Koreksi dan pengemba lian yang sifa t nya t idak berulang (non­
recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode 
penerimaan pendapa ta n dibukukan sebagai pengurang pendapatan 
pada periode yang sama. 

3 5 .Koreksi d a n pengembalian yang s ifatnya tidak berulang (non­
recurring) a tas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode 
sebelumnya d ibukukan sebagai p engurang ekuitas pada periode 
ditemukannya koreksi d an pengemba lian t ersebut. 

PENGUNGKAPAN 
36. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

terkait dengan pendapatan adalah: 
a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tahun anggaran . 
b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. 
c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 

da erah. 
d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang 

didasarkan pada Permendagri N.:>.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 
tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang dicasarkan pada PP 
No . 71 tahun 2010 tentang Standar Aku ntansi Pemerintahan. 

e) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

STATUS PENERIMAAN RSUD DENGAN ORGANISASI BLUD 
37. Pengelolaan Keuangan RSUD Kabupaten Semarang berstatus Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka 
Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh RSUD yang bersangkutan. 
Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh BLUD RSUD untuk 
dikon solidasi dalam LKPD. 

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 
38. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis 

d iakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh 
Bendahara Penerima&n SKPD. 



39. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari pencrbitan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diakui pada tanggal diterbitkannya 
SKRD tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu 
pemeriksaan retribusi pada akhir tahun. 

PENDAPATAN DARI BUMD 
40. Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada saat pendapatan 

tersebut disetujui oleh pemilik atau pemegang saham. Untuk kepemilikan 
100% disetujui oleh pemilik. Sedangkan untuk kepemilikan dibawah 100% 
disetujui oleh pemegang saham berdasarkan hasil RUPS. 

PENDAPATAN PAJAK DAERAH 
41. Untuk pajak yang dikelola melalui sistem self assesment maka pendapatan 

pajak daerah diakui pada saa t wajib pajak mcnyetor ;>ajak ke kas daerah 
berdasarkan Surat Pemberitah.uan Tagihan Pajak Daerah dan apabila 
diperlukan akan disesuaikan melalui penetapan kurang bayar atau lebih 
bayar setelah terlebih dahulu dil.akukan pemeriksaan pajak. 
Untuk pajak melalui sistem official assesment maka pendapatan pajak 
daerah diakui pada saat SKPD jatuh tempo. 

BUPATI SEMARANG 

CAPTTD 
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LAMPlRAN XI 
PERA TUR.A BUPA Tl SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHU>l 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBP.SIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATENSEMARANG 

KEBIJAK.AN AKUNTANSI NO. 10 
AKUN'I'ANSI BELANJA DAN AK.UNTANSI BEBAN 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 

1. Tu.Juan kebijakan akuntansi belanja dan akuntansi beban adalah 
untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja atau beban dan 
informasl lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Perlakuan akun.tansi belanja dan akuntansi beban mencakup 
definisi, pengakv.an, pengukuran, dan pengungkapan belanja atau 
beban. 

Ruang Lingkup 
3 . Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas sedangkan 
dalam akuntansi beban menggunakan basis akrual. 

4. Pemyataan kebijakan int berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 
Pemerintah Kabupaten Semarang tidak termasuk perusahaan daerah 
dan badan layanan umum. 

DEFINISI 
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dcngan 

pengertian: 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 
Behan adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas diterima/ dikeluarkan. 
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/ a tau kewajiban timbul 
Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau 
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jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ <laerah, masyarakat 
dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 
Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang dari entitas 
pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain. 
Belanja barang dan jasa adalah p~ngeluaran anggaran untuk pengadaan 
barang dan jasa yang nilai manfaat.nya kurang dari 12 (dua belas) bulan 
dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
Pemerintah Kabupaten Semarang yang memberi manfaat jangka pendek. 
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli / oangun aset 
ditambah seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset 
sampai aset tersebut siap digunakan. 
Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 
terduga lairmya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang. 

KLASIFIKASI BELANJA 
6. Belanja daerah diklasifikasikan menurut: 

a. urusan pemerintahan daerah; 
b. organisasi; 
c. program dan kegiatan; dan 
d. kelompok. 

7. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut : 
a. jenis; 
b. obyek; dan 
c. rincian obyek biaya. 

8 . Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari 
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

9. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum; 
d. perumahan rakyat; 
e. penataan ruang; 
f. perencanaan pe;nbangunan; 
g. perhubungan; 
h. lingkungan hidup; 
i. pertahanan; 
j. kependudukan dan catatan sipil; 
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
l. kelua,ya berencana dan kelu.arga sejahtera; 
m. sosial; 
n. ketenagake,-Jaan; 
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
p. penanaman modal; 
q. kebudayaan; 
r. kepemudaan dan olahraga; 
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 
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u. ketahanan pangan; 
v. pemberdayaan masyarakat dan desa; 
w. statistik; 
x. kearsipan; 
y. komunikasi dan informatika; dan 
z. perpustakaan. 

10.Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: 
a. pertanian; 
b. kehutanan; 
c. energi dan sumber daya mineral; 
d. pariwisata; 
e. kelautan dan perikanan; 
f. perdagangan; 
g. industri; dan 
h. ketransmigrasian. 

11. Belanja menurut urusan pemerlntahan yang penanganannya dalam 
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama 
antara pemerintah dan pemerlntah daerah yang ditetaplcan dengan 
ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program 
dan kegia.tan yang diklasifikasikan m enurut urusan wajib dan 
urusan pi lihan. 

12. Klasifika.si belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan 
unit organisasi pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran. 

13. Klasiftkasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Semarang. 

14. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak 
langsung dan belanja langsung. 

15.Kelompok belanja t idak langsu ng m erupakan belanja yang 
dianggarkan tidak t erkait secara langsung dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan. 

16. Kelompok belanja langsung m ,erupakan belanja yang dianggarkan 
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

17. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menu rut jenis be lanja yang 
terdiri dari : 
• Belanja pegawai; 
• Belanja bunga; 
• Belanja subsidi; 
• Be lanja hibah; 
• Belanja bantuan sosial; 
• Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan 

pemerintahan desa; 
• Belanja bantuan k euangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan 

pemerintahan desa; dan 
• Belanja tidak terduga. 

18.Kelompok belanja langsung dibagi menurutjenis belanja yang terdiri 
dari: 
• Belanja pegawai; 
• Belanja barang dan Jasa; 
• Belanja modal; 

19. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 
tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam 
PP No. 7 1 tahun 2010, maka entitas a kuntansi/pelaporan di lingkungan 
Pemerin tah Kabupaten Semarang harus membuat konver si untuk 
klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporar1 



realisasi anggaran (LRA). 
20. Setelah d ilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi 

ekonomi Genis belanja). organisasi, dan fungsi. 

AKUNTANSIBELANJA 
Pengakuan 
~Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah. 
22.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya 

terjadt. pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 
dt.sahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 

23. Pengesahan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran oleh Bendahara 
Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah da!am paragraf 22 
diatas adalah pengesahan dalam tataran administratif terhadap pengakuan 
belanja tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan. 

24. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu 
pada. peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan 
Layanan Umum. 

25.Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi {jenis belanja), 
organisasi dan fungsi. 

26.Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi 
yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. 

27.Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kernbali belanja) yang 
terjadi pada pert.ode pengeluaran belan.ja dibukukan sebagai 
pengurang belanja pada pert.ode yang sama. Apabila diterima pada 
pert.ode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan 
dalam Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

Pengakuan Akuntansi Belanja Modal 
28. Suatu belanja akan diperlakuka.n sebagai belanja modal (nantinya 

akan menjadi aset tetap) jika m e:menuhi seluruh kriteria sebagai 
berikut: 
a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua. belas) 

bulan 
b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, 

serta tidak untuk dijual 
c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 

pembelt.an barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi 
aset tetap !/ang telah ditetapkan. 

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan 
karena pengadaan aset tetap yang berasal dar i pembelian yang dibiayai 
dari APBD adalah sebagai berikut: 

·-
No. Uraian Jumlah Harga 

per unit (Rp) 
1. Tanah Seluruhnya 
2. Peralatan dan Mesin, terdiri atas : ·-

2. 1 Alat-alat Berat ~ 300.000,-
2 .2 Alat-alat Angkutan / kendaraan > 300.000,-
2.3 Alat-ala t Bengkel dan Alat Ukur ~ 300.000,-
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 

.~ 

> 300.000,-
2.5 Alat-alat Kantor dan R..imah Tangga > 300 000,-
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi > 300.000,-
2.7 Alat-alat Kedokteran > 300.000,-
2.8 Alat-alat Laboratorium ·-

~ 300.000,-
2.9 Alat Keamanan > 300.000 -



3. Gedun~ dan Bangu.nan, terdiri atas : 
3.1 Bangunan Gedung Seluruhnya 

I 3.2 Bangunan Monumen Seluruhnya 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas : 
4.1 Jalan Seluruhnya 

4.2 Jembatan Seluruhnya 

4.3 Bangunan Air /Irigasi Seluruhnva 
4.4 J aringa:-i dan Instalasi Seluruhnya 

5 . Aset Tetap Lainnya, terdiri atas : 
5.1 Buku dan Perpustak2.an Seluruhnva 
5.2 Barang Bercorak 2: 300.000,-

Kesenian L Ke budayaan / 0 lahraga ' 
5.3 Hewan /Ternak dan Tumbuhan I 2: 300.000,-
5.4 Alat-alat Persenjataan I 2: 300.000.--
6. Konstruksi Dalam Pen~erjaan Seluruhnya 

Kriteria material / tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditet.apkan 
disebabkan peningkatan nilai akt.iva tetap karena diperluas, ditambah 
atau diperbesar yang biayanya berasal dari APBD adalah sebagai. berikut: 

No. Uraian 
Jumlah Harga 
per unit (Rp) 

1. Tanah Seluruhnya 
2. Peralatan dan Mesin, terdiri atas : 

2.1 Alat-alat Berat 2: 300.000,-
2.2 Alat-ala t Angkutan/ kendaraan 2: 300.000,-
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 2: 300.000,-
2.4 Alat-alat PertanianL Peternakan I 2: 300.000,-
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah TanggR I 

2: 300.000,-
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 2: 300.000,-
2.7 Alat-alat Kedokteran 2: 300.000,-
2.8 Alat-alat Laboratorium 2: 300.000,-
2.9 Alat Keamanan 2: 300.000,-
3. Gedung dan Bangunan, terdiri atas : 

3.1 Banrn.inan Gedung i Seluruhnya 
3.2 Bangunan Monumen Seluruhnya 
4. Jalan, lri2:asi dan Jaringan, terdiri atas : 

4. 1 Jalar. Seluruhnya 
4.2 Jembatan Se!uruhnya 
4.3 Bangunan Air / Irigasi Seluruhnya 
4.4 Jaringan dan Instalasi Seluruhnya 
5. Aset Tetap Lainnya, terdiri atas : 

5.1 Buku dan Perpustakaan Nihil 
5.2 Barang Bercorak 2: 300.000,-

Kesenian / Ke budayaan / 0 lahraga l 
I 

5.3 Hewan/ Ternak dan Tumbuhan ?- 300.000,-
5.4 Alat-alat Persenjataan > 300.000,-
6. Konstruksi Dalam Piengerjaan Seluruhnya 

Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pemeliharaan 
29. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja 

modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh 
kriteria sebagai berikut : 
a. Penggantian bagian utama yang merubah manfaat ekonomi atas 



barang/aset tetap yang dipelihara, yang mengakibatkan: 
1. bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau 
2. bertambah umur ekonomts, dan/atau 
3. bertambah volume, dan/atau 
4. bertambah kapasitas produksi, dan/atau 

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja modal pemeliharaan 
barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

c. Bukan pemeliharaan yang bersifat rntin. 
Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan 
disebabkan meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva 
tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatnya 
efisiensi, dan/ atau menurunkan biaya pengoperasian aktiva tetap yang 
berasal dari dana APBD, ditetapkan adalah sebagai beriku t: 

No. Uraian Jumlah Harga 
p,er unit (Rp) 

1. Tanah Seluruhnya 
2. Peralatan dan Mesin, terdiri atas : 

2. 1 Alat-alat Berat ~ 10.000.000,-
2.2 Alat-alat Ane:kutan 

- Kendaraan roda 4 ~ 10.000.000,-
- Kendaraan roda 2 ~ 2. 000. 000, -

2.3 Alat-alat Bene:kel dan Alat Ukur ~ 1.000.000,-
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan > 1.500.000,-
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tane:e:a ~ 1.500.000,-
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi > 1.000.000,-
2.7 Alat-alat Kedokteran > 1.000.000,-
2.8 Alat-alat Laboratorium > 1.000.000,-
2.9 Alat Keamanan > 1.000.000,-
3. Gedun2: dan Bangunan, terdiri atas : 

3.1 Bane:unan Gedung > 100.000.000,-
3.2 Bane:unan Monumen > 100.000.000,-
4. Jalan, Iri2:asi dan Jaringan, terdiri atas : 

4.1 Jalan > 100.000.000,-
4.2 Jembatan > 100.000.000,-
4.3 Bane:unan Air/ lrigasi > 100.000.000,-
4.4 Jarine:an dan Instalasi ~ 100.000.000,-
5. Aset Teta1> Lainnya, terdiri atas : 
5.1 Buku dan Perpustakaan Tidak 

dikaoitalisasi 
5 .2 Barang Bercorak ~ 1.000.000,-

Kesenian / Kebudavaan/ Olahraga 
5.3 Hewan/ Ternak & Tumbuhan Tidak 

5.4 Alat-alat oersenjataan I > 
di~aEitalisasi 1 

1.000.000,- I 
Pengukuran 
30. Belanja diukur dan dicatat berda.sarkan nilai perolehan. 

Pengungkapan 
31. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain: 

a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal bcrakhirnya 
tahun anggaran. 

,...,., 



b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja 
daerah. 

c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang 
didasarkan pada Pennendagri No. 13 tahun 2006 dan Perrnendagn No. 
59 tahun 2007 tentang perubahan atas Perrnendagri No. 13 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada 
pp No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PernerinLah. 

d. Inforrnasi lainnya yang dianggap perlu. 

KLASIFIKASI BEBAN 
32. Beban diklasifikasikan rnenurut klasifikasi 

rnengelornpokkan beban berdasarkan jenis beban. 
33. Klasifikasi ekonorni untuk beban yaitu : 

a. Beban pegawai 
b. Beban persediaan 
c. Be ban jasa 
d. Beban perneliharaan 
e. Beban Perjalanan Dinas 
f. Beban Sunga 
g. Beban subsidi 
h. Beban hibah 
1. Beban bantuan sosial 
j. Beban penyusutan 
k. Beban transfer 
l. Beban Lain-lain 

AKUNTANSIBEBAN 
Pengakuan 
34. Be ban diakui pada saat: 

a. timbulnya kewajiban; 
b. terjadinya konsumsi aset; dan 

ekonorni, 

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. 

yaitu 

35. Saat tirnbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak 
lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas urnum daerah. 

36. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran 
kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau 
konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. 

37. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis a tau potensi jasa terjadi pada 
saat penurunan nilai asset seh'...l.bungan dengan penggunaan asset 
bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau 
amortisasi. 

38. Dalarn hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada 
peraturan perundangan yang rnengatur rnengenai badan layanan umum. 

39. Beban transfer adalah beban ben1pa pengeluaran uang atau kewajiban 
untuk mcngeluarkan uang dari cntitas pelaporan kepada suatu entitas 
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan. 

40. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi 
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode 
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban 
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 

Pengukuran 
41. Behan diukur dan dicatat berdasarkan nilai rerolehan dan rnenggunakan 

rnata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikr-lua rkan dan 
atau akan dikeluarkan. 

n ,, 



42. Beban yang diukur dengan m&ta uang asing dikonversikan ke mata uang 
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat 
pengakuan be ban. 

Pengungkapan 
43. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, nntara lain: 

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan 
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu 

BUPATI SEMARANG 

CAP TID 

MUNDJIRIN 



LAMPIRAN XII 

PERATURAN BUPATI SEMARA1 G 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 
AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan hun..tf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca. dalam konteks paragraf-pa;-agraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan kebijak.an akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rm1.gka memcnuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang­
undangan. 

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup defi.nisi, pangkuan, 
pengukuran, dart pengungkapan pem.biayaan. 

Ruang Lingkup 
3 . Kebijakan ini diterapkan dalarn penyajian pembiayaan yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan c:1kuntansi berbasis kas, oleh entitas 
pelaporan. 

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerinlah Kabupaten 
Semarang, tidak termasuk peru5ahaan daerah. 

DEFINISI 
5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah 

Kabupaten Semarang, baik penerim2.an maupun pengeluaran, yang perlu 
dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran 
Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup 
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara 
lain: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; 
b. Pencairan dari dana cadangan; 
c. Penerimaan pinjaman; 
d. Hasil penjualan obligasi; 
e. Hasil penjualan aset daerah yar.g dipisahkan; dan 
f. Penjualan investasi permanent lainnya. 

7. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain 

a. Pembayaran utang pokok; 
b. Penempatan dana cadangan; 
c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan 
d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 



8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi 
dengan pengertia n : 
Azas Bruto ad ala h suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 
secara neto pen erimaan setelah diknrangi pengeluaran pada suatu entitas 
a kuntansi/ en titas pelaporan atau tidak diperkenankan pencatatan 
pengeluaran s etelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan 
pengeluaran. 
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lc..innya pada saat hak dan/ a tau kewajiban muncul. 
Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh trnsaksi dam 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan 
Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bend aharawan Umum Dae:-ah untuk menampung seluruh 
penerimaan dan p engeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Walikota Semarang untuk menampung 
selu ruh penerimaa::1 daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada Bank yang ditei:apkan. 
Surplus/ Defisit adalah Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan 
belanja selama 1 (satu) periode pelaporan. 

KLASIFIKASI PEMBIAY AAN 
9. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan 

pusat pertanggungjawaban yang terdiri atas : 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

10. Penerima&n Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum 
Daerah yan g berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi 
Pemerintah Kabupaten Semarang, hasil privatisasi perusahaan daerah, 
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain , 
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 

1 1. Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran 
Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada 
entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang, 
pembayaran kem bali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran 
terten~u, dan pembentukan da.7.a cadangan. 

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAY AAN 
12. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah kecuali SiLPA. 
13. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarka asas 

bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak 
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 
penge luaran). 

14. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutun 

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
15. Pengeluaran p embiayaan d iakui pada saat dike luarka n dari 

Rekening Kas Umum Daerah. 
16. Akuntansi pengeluaran pembiayao.n d i laksanakan dengan asas 

bruto. 
17 . Pemben tu i<an d ana cadangan menambah dana cadangan yang 

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan 
di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil 



tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli 
daerah lainnya. 

AKUNTANSI PEMBIAY AAN NETTO 
18. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan 

pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam ;,eriode 
tahun anggaran tertentu. 

19. Selisih lebih atau kurang a ntara p e nerimaan dan p e nyeluaran 
pembiayaan selama 1 (satu) periode p e laporan dicatat dalam pos 
Pembiayaan Netto. 

AKUNTANSI SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN 
(SILPA/SIKPA) 
20. SiLPA/ SiKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan 

dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. 
2 1. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan-LRA da n belanja, 

serta pen erimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode 
pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA. 

22. Sisa lebih/kurang pembia~raan anggaran pada akhir periode pelaporan 
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 
23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan da lam mata 

uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asin.g tersebut 
merturut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaks i. 

PENGUNGKAPAN 
24. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara 

lain : 
a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkena.an setelah 

tanggal berakhirnya tahun anggaran. 
b. Penjelasan landasan hokum berkenaan dengan penerimaa n atau 

pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan , 
penju alan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan moda l Pemerintah 
Ka bupaten Semarang. 

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTID 

MUNDJIRIN 



LAMPIRAN XIII 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHli : 2014 
TENTANG 
KEB IJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 
AKUNTANSIASET 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tu.Juan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya 
yang harws disajikan dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup 
2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam 

laporan keuangan untuk tujua.n umum yang disusun dan disaji kan 
dengan basis akrual until k pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan 
ekuitas. Kebtfakan ini diterapkan untuk entitas akuntans(lentitas 
pelaporan Pemerintah Kabupaten Se marang, tidak termasuk 
perusahaan cl.aerah. 

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi a set Pe merintah 
Kabupaten Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran 
dan pengungkapan aset. 

DEFINISI 
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 

pengertian : 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasa1 dan/ atau dimi!ii:<i oleh 
pemerin tah sebagai akibat dari perist:wa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk swnber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. 
Aset tetap adalah aset berwujud yang memp"Jnyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 
saat peroleha n atau konstru ksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 
dan tempat yang s iap untuk dipergunakan. 
Masa manfaat adalah : 
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a} Periode suatu a set diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan 
dan/ a tau pelayanan publik; atau 

b) J umlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset 
untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik. 

KLASIFIKASI 
5. Aset diklasifikasikan ke dalam : 

a) Aset La.near; 
b) Aset Non La.near 

6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan 
segera untuk dapat direaltsasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 
dijual dalam waktu 12 (dua bee.as) bulan sejak tanggal pelaporan. 
Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut 
diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. 

7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset 
yang bersifat Jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan 
baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Semarang atau _qang digunakan masyarako..t umum. Aset 
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset 
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya .. 

PENGAKUAN ASET 
8. Aset diakui: 

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
Pemerinto.h Kabupaten Semarang dan mempunyai ni lai a tau biaya 
yang dapat diukur dengan andal. 

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dart/ atau 
kepenguasaannya berpindah. 

ASET LANCAR 
9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan 

segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 
dijual dalam waktu 12 (dua be las) bulan sejak tanggal pelaporan. 

10. Aset Lancar terdiri dari : 
a) Kas dan setara kas; 
b) Investasi Jangka Pendek; 
c) Piutang Pa}ak/Bukan Pajak; dan 
d) Persediaan. 

Kas dan Setara Kas 
11.Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank 

yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
Pemerintah Kabupaten SemaT'ang/ investasi jangka pendek yang 
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko 
perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang 
Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan 
pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas 
yaitu investasijangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan 
menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 
(tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 
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12. Kas terdtrt dart : 
a) Kas di Kas Daerah; 
b) Kas di Bendahara Penerlmaan; dan 
c) Kas di Berl.daha.ra Pengeluaran 
d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah 

13. Setara kas terdiri dari : 
a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; 
b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 

3 (tiga) b11lan. 

Pengukuran Kas 
14. Ka s diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya 

disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta 
as ing, dikonversi menjadi ru piah menggunakan kurs tenga.h bank sentral 
pada tanggal neraca. 

Investasi Jangka Pendek 
15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas 
dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) 
bulan. 

16. Investasi jangka pendek terdiri dari : 
a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan kurang 

dart 12 {dua belas) bulan; 
b) Surat Utang Negara (SUN); 
c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan 
d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

Pengakuan Investasi Jangka Pendek 
17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi 

Jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : 
a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang a.tas suatu investasi tersebut 
dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang; 

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai (reliable). 

18. Pengeluaran untuk perolehan inves tasi jangka pendek merupakan 
reklasifika si aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

Pengakuan basil Investasi Jangka Pendek 
19.Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek , antara 

lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash 
dividend) dicatat sebagai pendapatan. 

Pengukuran Investasi Jangka Pendek 
20. Untuk beberapa Jenis investasi, te,·dapat pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasar, dalam h.al investasi yang demikian nilai 
pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan 
untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat 
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. 

21.Investasi Jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya 
saham dan obliga.si Jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. 
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu 
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sendirl ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya 
lainnya yang timbul dalam rangka perole han tersebut. 

22.Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa 
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar 
investasi ,pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. 
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang 
diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk 
memperoleh investasi tersebut. 

23. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam 
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito 
tersebut. 

Penilaian Investasi Jangka Pendek 
24. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan 

dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi 
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut 
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
besamya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek 
25.Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi 

karen.a penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah 
Kabupaten Semarang dan lain sebagainya. 

26.Perbedaan antara hasil pelepasa.n investasi dengan nilai tercatatnya 
harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/ rugi 
pelepasa,t investasi. Keuntungan/ rugi pelepasan investasi disajikan 
da lam la.po ran operasiona l. 

Piutang 
27.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 

Kabupaten Semarang dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Semarang 
yang dapat dinilai dertgan uang sebagai akibat perjanjian atau 
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
akibat lainnya yang sah. 

28. Piutang ar..tara lain terdiri dari: 
a) Piutang Pajak; 
b) Piutang Retribusi; 
c) Piutang karena Perjanjian Kerjasama dan Piutang karena Pemberian 

Pinjaman 
d) Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
e) Piutang Lainnya; 
Penjelasan : 

a) Piutang Pajak adalah pit:tang yang timbul atas pendapatan pajak 
sebagaimana diat.ur dalam undang-undang perpajaka:-i yang berlaku 
untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode 
laporan keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tangga.l 
laporan keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dihitung sejak jatuh 
tempo SKPD tersebut atau dokumen lain yang berisi hal yang sama. 
Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak yaitu self 
assesment dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya 
sendiri dan official assesment ate.u melalui penetapan oleh SKPD yang 
mengelola pajak. 
D_ala~ hal digunakan self assesment, apabila di per lukan akan 
d1terb1tkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang atau Lebih Bayar 
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yang merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada waJiu 
pajak dikurangi dengan jcmlah yang telah ditcrima oleh Pemerintah 
Daerah setelah terlebih C:ahulu dilakukan pemeriksaan pajak. 
Selisih kurang antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib 
pajak dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang bayar, setelah dilakukan pcmeriksaan oleh Pengelola pajak 
merupakan kekurangan bayar yang akan menjadi piutang pajak. 
Sebaliknya selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan 
oleh wajib pajak, dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak 
lebih Bayar setelah dila.kukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak 
merupakan kelebihan bayar yang akan menjadi utang pajak yang 
wajib dikembalikan ke wajib pajak me!alui mekanisme restitusi pajak 
Piutang pajak dengan metode self assessment ini diakui ketika 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. 
Sedangkan dalam hal pengenaan pajak dilakukan dengan proses 
penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak atau official assessment, 
maka piutang diakui pada saat jatuh tempo berdasarkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah. 
Piutang pajak dikategorikan menjadi : 
- Lancar apabila piutang pajak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo. 
- Ragu-ragu apabila pajak tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di 

atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal 
jatuh tempo 

- Macet apabila pajak tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di 
atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo 

Penyisihan atau pencadangan piutang pajak sebagai berikut: 
Piutang pajak dengan kategori lancar dicada ngkan sebesar 0% (nol 
per seratus) 

- Piutang pajak dengan kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% 
(tujuh p1.:.luh lima per seratus) 

- Piutang pajak dengan kategori macet dicadangkan sebesar 95% 
(sembila_r1 puluh lima per serat11s) 

b) Piutang Retribusi 
Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari 
masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya 
retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, 
dan izin trayek. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan 
keuangan daerah ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam 
Surat Ketetapan Retribusi Dae-rah (SKRD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SKRD seperti karcis atau tagihan/ kwitansi. 
Piutang retribusi diakui apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah 
memberikan pelayanan sesu ai dengan tugas dan fungsinya clan ·.vajib 
retribusi tidak membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku. 

- Piutang Retribusi pelayanan pasar 
Untuk retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis, tidak 
akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi 
pelayanan pasar yang menggunakan karcis ini diakui ketika 
diterima di kas bendahara penerimaan dan/ atau rekening kas 
umum daerah. Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar yang 
sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 
piutang diakui pada pada saatjatuh tempo SKRD tersebut. 
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Piutang retribusi pelayanan pasar berdasarkan SKRD 
dikategorikan menjadi : 

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo. 

- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat dito.gih dalam Jangka 
waktu di atas 1 (satu) tahun sampai de;-igan 5 (lima) tahun 
sejak tanggal jatuh tempo 

- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 
di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo 

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi pelayanan pasar 
se bagai beriku t : 

- Katego::i lancar dicactangkan sebesar 0% (nol per seratus) 
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh 

Ii.ma per seratus) 
- Ka.tegori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh 

lima per seratus) 

- Piutang Retribusi parkir 
Untuk retribusi parkir yang menggunakan karcis, tidak a kan 
menimbulkan piutang karena pendapatan retrihusi parkir yang 
menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara 
penerimaan dan/ atau rekening kas umum daerah. Sedangkan 
untuk retribusi parkir yang sudah menggunakan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada pada saat jatuh 
tempo SK.RD tersebut. 
Piutang retribusi parkir berdasarkan SKRD dikategorikan menjadi : 

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam ja:igka waktu 1 
(satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo. 

- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka 
waktu di atas 1 (satn) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 
sejak tanggal jatuh te:npo 

- Macet apabila piutaP.g tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 
di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo 

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi parkir sebagai 
berikut : 

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus) 
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh 

lima per seratus) 
- Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh 

lima per seratus) 

- Piutang Retribusi pelayanan kesehatan 
Untuk retribusi pelayanan kesehatan, piutang diakui pada saat 
ada tagihan kepada pasien atau wajib retribusi tetapi pasien atau 
wajib retribusi belum membayar. 
Piutang retribusi pelayanan kesehatan dikategorikan menjadi : 

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak tanggal tagihan. 

- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka 
waktu di atas 1 (satu) tahun sumpai dengan 5 (lima) tahun 
sejak tanggal tagihan 

- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam janoka waktu 
di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal tagihan ° 

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi pelaya.nan 
kesehatan sebaga.i berikut : 
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- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus) 
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh 

iima per seratus) 
- Kategori macet <licadangkan sebesar 95% (sembilan puluh 

lima per seratus) 

Piutang Retribusi pelayanan perijinar. 
Untuk retribusi pelayanan perijinan, piutang diakui pada saat 
diterbitkan Surat Ijin kepada wajib retribusi tetapi waj1b retribusi 
belum membayar. 
Piutang retribusi perijinan dikategorikan menjadi : 

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak tanggal surat Ij in diterbitkan 

- Ragu-ragu apabila piutc1.ng tidak dapat ditagih dalam jangka 
waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 
sejak tanggal surat ijin diterbitkan. 

- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 
di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal surat ijin diterbitkan 

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi pelayanan 
perijinan sebagai berikut : 

- Kategori lancar dicadangkan se.besar 0% (nol per seratus) 
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh 

lima per seratus) 
- Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh 

lima per seratus) 

- Piutang Retribusi lainnya (selain retribusi pelayanan pasar, 
retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi 
pelayanan perijinan). 
Piutang im diakui pada saat ada karcis/SKRD/tagiha:1 kepada 
waj ib retribusi tetapi wajib retribt~si belum membayar. Pengakuan 
piutang, kategori piuta::ig dan penyisihan piutang dengan 
rr:enggunakan karcis / SKRD/tagihan mengikuti kebijakan diatas. 

c) Piutang karena perjanjian kerjasama dan piutang karena pemberian 
pmJaman. 
- Piutang karena perjanJian kerjasama terjadi pada. saat ada 

perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pemerintah 
Kabupaten Semarang dengan Pihak Ketiga. Piutang ini diakui pada 
saat tanggal jatuh tempo sesuai isi perjanjian kerjasama. 
Piutan g karena pemberian pinjama n timbul karena Pemerintah 
Kabupaten Semarang telah memberikan pinjaman kepada entitas 
lain a tau institusi lain di luar Pemerin tah Kaoupaten Semarang. 
Piutang ini diakui pada saat tanggal jatuh tempo berdasarkan 
dokumen perjanjian pinjaman. 
Kedua Piutang ini dikategorikan menjadi : 
- Lancar apabila p iutang dapat d itagih dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan sejak tangga1 jatuh tempo. 
- Ragu -ragu apabila pi:1tang tidak dapat ditagih dalam jangka 

waktu di atas 1 (satu) bula.1 sampai dengan 6 (enam) bulan 
sejak tanggal jatuh tempo. 

- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 
di atas 6 (enam} bulan sejak tanggal jatuh tempo. 

Penyisihan atau pencadangan kedua piutang ini sebagai berikut: 
- Kategori lancar dicadangkan seb-esar 0% (nol per seratus) 
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- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh 
lima per seratus) 

- Kategori rnacet dicadangkan sebesar 95% (Sernbilan puluh 
lima per seratus) 

d) Piutang Dana Transfer Pernerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 
- Adalah piutang yang tirnbul dari peristiwa transfer dari Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi. 
Piutang dana transfer dari Pemerintah Pusat ini diakui pada saat 
diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar 
atas Dana Transfer yang menjadi hak Pcmerintah Kabupaten 
Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. 
Piutang dana transfer da ri Pemerintah Provinsi diakui pada saat 
diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Kurang Bayar atas 
Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Serr:arang 
tetapi belum ditransfer oleh Pernerintah Provinsi. 

e) ? iutang lainnya 
Adalah piutang selain piutang -piutang diatas. Diakui pada saat 
tirnbulnya hak untuk menag:h piutang tersebut. 

Pengakuan Piutang 
29. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan 

Surat Ketetapan / dokumen tentang Piutang, atau pada saat 
terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang. 

Pengukuran Piutang 
30.Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah 

piutang yang belum dilunasi. 

Penilaian Piutang 
31. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direa lisasikart (net 

realizable value). Net Realizable Value dilaksanakan dengan 
mengurangkan piutang be~dasarkan harga nominal dengan 
perkiraan piutang diragukan untuk ditagih. Piutang diragukan 
untuk ditagih adalah piuta.ng ragu-r-agu ditambah dengan piutang 
macet. 

Penghapu.san Piutang 
31. Beriku t ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang: 

a) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari 
pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang, kecuali mengenai 
piutan g daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam 
undang-undang seperti piutang pajak dan piutang retribusi daerah. 

b) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan 
piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang 
tanpa menghapus~<an hak tagih daerah. 

c) Penghapusan secara mutlak d1lakukan dengan menghapuskan hak 
tagih daerah . 

d) Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah di 
urus secara cptimal oleh instansi Pem erintah Kabupaten Semarang dan 
penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada Panitia 
Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). 

e) PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal 

106 

0 



masih terdapat sisa utang narnun : 
- Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk 

menyelesaikannya. 
- Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai 

nilai ekonomis atau bermasc:lah yang sulit di selesaikan. 
f) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut 

piutang daerah ditetapkan 0leh : 
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
- Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
g) Piutang Daerah yang akan dihapusk~n secara bersyarat dan mutlak 

diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati 
setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya 
m eliputi wilayah kerja Bup:l.ti yang bersangkutan. 

h) Penghapusan secara bersyarat a tas piutang daerah dari pembukuan 
dilaksanakan dengan ketentuari: 
- Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah 

piL'.tang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomcndasi 
penghapusan secara bersyarat dari Sadan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) atau; 

- Dalam hal piutang adal~h selain piutang ganti rugi, ::;etelah 
ditetapkan dengan PSBDT. 

i) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan 
dilaksanakan dengan ketentuan: 

- Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan 
penghapusan secara bersyarat piutang. 

- Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemarnpuan untuk 
menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan 
keterangan dari aparat, pejabat berwenang. 

Persediaan 
32.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

33.Persediaan merupakan aset yang berupa : 
a) barang atau perlengkapan (s upplies) yang digunakan da lam 

rangka kcgiatan operasional pemerintah; 
b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses 

produksi; 
c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat; 
d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. 
34. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibcli dan disimpan 

untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, 
barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dar_ pipa, dan barang 
bekas pakai seperti komponen bekas. 

35. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang memproduksi sendiri, 
persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi 
seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. 

36. Barang basil proses produksi yar1g belum selesai dicatat sebagai persediaan, 
contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. 
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37. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang menyimpan barang untuk 
tuju an cadangan strategis seperti cadangan energi (misaln31a minyak) a.:au 
untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), 
barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 

38. Persediaan berpa berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkau 
kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan 
bibit tanaman. 

39. Persediaan dengan kondisi rusak a tau usang tidak dilaporkan dalam 
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Lapora n Keuangan. 

Pengakuan Persediaa11 
40. Persediaan diakui : 

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah 
Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 
diukur dengan andal. 

b. Pada sa&t diterima a tau hak kepemilikannya dan/ a tau 
kepenguasaannya berpindah. 

41. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil 
inventarisasi fisik (stock opname). 

Pengukuran Persediaan 
4 2. Persediaan disajikan sebesar : 

a . biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 
b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memprocluksi sendiri; 
c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/ rampasan. 
43. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, 

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat 
dibebankan pada perolehan persediaan . Potongan harga, rabat, dan lainnya 
yang serupa mengurangi b iaya perolehan. 

44 . Persediaan dinilai dengan menggunakan : 
a. Metode FIFO (First In First Out} yaitu persediaan yang dibeli pertama 

adalah persediaan yang pertama digunakan, sehingga persediaan yang 
ada tinggal persediaan dengan pembelian akhir. 

b . Pencatatan persediaan mer.,ggunakan metode perpetual dengan tetap 
mendasarkan hasil inve!ltarisasi (stock opname) . 

c. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan 
yang terdiri dari beberapa kolom yang diguna ka n u ntuk mencatat 
mutasi persediaan 

d. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan 
untuk dijual, seperti karcis pasar atau parkir, dinilai dengan biaya 
perolehan terakhir. 

e . Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan 
persediaan yang diprociuksi dan biaya tidak langsung yang 
dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang 
digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

f. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai 
dengan menggunakan nilai wajar. Harga/ nilai wajar perscdiaan 
meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi waja r. 

Behan Persediaan 
45. Beban pers ediaan d icatat sebes ar p emakaian persediaan 
46. Pengbitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan 

Operasional. 
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47. Pengakuar. beban persediaan dilakukan dengan 2 pendekatan beban yaitu 
pendeka tan aset dan pendekatan beban. 
Dalarn pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui keLka 
persediaan te~ah dipakai atau dikonsurnsi. Pendekatan aset digunakan 
untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama 
satu periode akuntansi, atau dimaksud untuk berjaga-jaga seperti 
persediaan obat, tanaman, hewan, pupuk dan karcis. 
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan a kan langsung 
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk 
persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang 
segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode seperti Alat 
Tulis Kantor, Makan Minum Kegiatan. 

48. Dalam hal pcrsediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran 
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang 
dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. 

49. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian 
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo 
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode 
penilaian yang digunakan. 

Pengungkapan Persediaan 
50. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan 

Persediaan adalah st.bagai berikut: 
1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 
2) penjelasan lebih lanjut persedia.an seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalan1. pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam 
proses produksi yang dimaksuctkan untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat; 

3) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi persediaan rusak. 

ASET NON LANCAR 
51. Suatu aset diklasifi.kasikan sebagai aset nonlancar apabila aset 

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal pelaporan. 

52.Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan 
aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak 
langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunalcan untuk 
masyarakat umum 

53.Aset nonlancar diklasifi.kasikan menjadi investasi jangka panjang, 
aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk memper·mudah 
pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
54. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. 
55.Investasijangka panjang terdiri dari: 

a. Investasi Non Pennanen, adalah investasi jangka panJar.g yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

b.Investasi P~rmanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 
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Pengakuan Investasi Jangka Panjang 
56. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi 

apabila memenuhi salah satu kriteria : 
a . kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi 
tersebut dapat diperoleh pemeri.ntah; 

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai (reliable). 

57.Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui 
sebagai pengeluaran pembiayaan. 

Pengukuran Investasi Jangka Panjang 
58. Untuk beberapa jenis investasi , terdapat pasar aktif yang dapat membentuk 

nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan 
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak 
memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, 
atau nilai wajar lainnya. 

59. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pcrtukaran aset Pemerintah 
Kabupaten Semarang, maka n ilai investasi yang diperoleh Pemerintah 
Kabupaten Semarang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar jika 
harga perolehan investasi tersebut tidak ada. 

Penilaian Investasi Jangka Panjang 
70. Penilaian investasi Pemerintah Kabupat.en Semarang dilakukar1 dengan 

tiga metode, yaitu: 
71. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan 

dengan tiga metode, yaitu : 
a) Metode Biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar 
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui 
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempertgaruhi 
besamya investasi pada badan usaha/badan hukum yang 
terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan 
kepemil'ikan kurang dari. 20% (dua puluh per seratus). 

b) Metode Ekuitas 
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah 
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah 
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah 
daerah setelah tanggal perolehan. 
Bagian laba (kecuali dividen dalam bentuk saham) yang diterima 
pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah 
daerah. Bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh 
pemerintah daerah dicata sebagai pendapatan hasil investasi 
dan mengurangi nilai in11estasi pemerintah. Deviden dalam 
bentuk saham yang diterima tidak al<:an menambah nilai 
investasi. 
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan u.ntuk 
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, 
misalnya adanya perubahan yang timbu l akibat pengaruh valuta 
asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan untuk 
investasi dengan kepemilikan 20% (dua puluh per seratus) 
sampai 50% (lima puluh per seratus) atau kepemilikan kurang 
dari 20% (dua puluh per s eratus) tetapi memiliki pengaruh yang 
signifikan. Metode ini juga digunakan untuk investasi dengan 
kepemilikan diatas 50% (Zima puluh per seratus). 
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Apabila dalam perhitungan investasi dengan metode ekuitas 
menghasilkan nilai investasi yang defisit karena kerugian atas 
investasi tersebut lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan 
maka nilai investasi disajikan dengan nilai Rp. 0,- (nol rupiah). 

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasilcan 
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan 
terutama untuk kepemi'iikan yang akan dilepas/dijual dalam 
Jangka waktu dekat atau kepemilikatt yang bersifat 
nonpermanen. 

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang 
72. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi 

karena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah 
dan lain sebagainya. 

73. Perbedaa.n antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya 
harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan I kerugian 
pelepasan investasi. Keuntungan / kerugian pelepasan investasi 
disajikan dalam laporan opearsional. 

74. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai 
penerimaan pembiayaan. 

75. Pelepasan sebagia.n dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah 
Kabupaten Semarang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai 
rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap 
jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 

76. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen 
menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya. 

Investasi Non Perman•en 
77. Investasi NonPermanen adalah investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 
78. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain 

berupa: 
a. Pembelian Surat Utang Negara; 
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada fihak ketiga; 
c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara 
bergulir kepada kelompolc masyarakat; dan 

d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak 
dimaksudkan untuk dimiliki peme-rintah secara 
berkelanjutan. 

Pengukuran Investasi Non Permanen 
79. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi 

Jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk 
dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 
Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk 
penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar 
nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang 
disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti 
bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada 
kelompok masyarakat Juga dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan. 

80. Investasi nonpermanen seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana 
bergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 
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digulirkan kepada masyarakat ata.u kelompok masyarakat oleh Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan 
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 

81. Karakteristik dana bergulir ada.lah : 
b. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah. 
c. Dana tersebut dicantumkam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah. 
d. Dana terse but harus dikuasai, dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai 
dan/ atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan 
atas dana bergulir. Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam 
melakukan pembinaan, monitoring, pengawasa.n atau kegiatan lainnya 
dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur 
tersendiri dengan Keputusan Bupati. 

e. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, 
ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, 
selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat, demikian 
seterusnya. 

f. Pemerintah daerah dapat m'=narik kembali dana bergulir, untuk 
dihentikan penggulirannya. 

82. Penyajian dana bergulir adalah sebagai berikut: 
Pengeluaran dana bergulir diak1..1i sebagai pengeluaran pembiayaan yang 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. 
Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang 
dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. 
Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang­
investasi nonpermanen-dana bergulir. 
Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai penerimaan 
pembiayaan. 

83. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga 
perolehan, tetapi secara periodik, pemerin tah daerah harus melakukan 
penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang 
tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan 
(net realizable value). 

34. Nilai yang dapat direalisasikan atau Net Realizable Value dapat diperoleh 
jika satuan kerja pengelola dana b-:::rgulir melakukan penatausahaan dana 
bergulir sesuai jatuh temponya (aging schedule), sehingga dapat diketahui 
jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih (macet), 
diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dan dapat ditagih (lancar). 

85. Kategori dana bergulir yaitu : 
a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) adalah dana bergulir yang 

tidak dapat ditagih dalam jangka wakl'.:u di atas 2 (dua) tahun sejak 
tanggal jatuh tempo; 

b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) adalah da.na 
bergulir yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu diatas 1 (satu) 
tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo; dan 

c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) adalah dana bergulir yang dapat 
ditagih atau lunas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak tanggal jatuh tempo. 

86. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat 
direalisasikan (Net Realizable Value) dilaksanakan dengan mengurangkan 
perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat 
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sebesar harga perolehan, ditambah dengan pengguliran dana yang berasal 
dari pendapatan dana bergulir. 
Dana bergulir diragukan tertag:h merupakan jumlah dari dana bergulir 
tidak dapat ditagili (macet) dan dana bergulir diragukan ditagih (ragu­
ragu). 

87 . Atas dana bergulir diragukan tertagih dapat dicadangkan kerugiannya 
dengan keten tuan pencadangan se1:>agai berikut: 

a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dicadangkan sebesar 
100% (seratus per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut; 

b . Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dicadangkan 
sebesar 50% (lima per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut; 

c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) dicadangkan sebesar 0% (nol 
per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut. 

88. Jika dana bergulir masuk dalam kategori tidak dapat ditagih (macet) 
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan ma ka 
dana bergulir tersebut dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Penyajian Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di 
Masyarakat yang dinilai de ngan Uang 
89. Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di 

masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai 
Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran rnaupun Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana 
yang dikeluarkar., disajikan di Neraca sebagai lnvestasi Jangka Panjang -
Invt:stasi Non Permanen - Dana Bergulir. 

90. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang 
dinilai dengan uang yang dicatat sebesa r ha rga perolehan, oleh 
Pemerin tah Daerah secara periodik harus melakukan penyesua ian 
terhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa 
hewan ternak yang digulirka n di masyarakat yang dinilai dengan uang 
yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat 
direalisasikan (net realizab!e value) dan d in ilai berdasarkan harga pasar. 

91. Pada saat Pemerintah Daerah menarik investasi nonpermanen berupa 
hewan ternak yang digulirkan di m asyarakat yang dinilai dengan uang, 
maka pengelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi 
nonpermanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. 

92. Pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang ctigulirkan di 
masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan 
akuntansi dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule). 

93. Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di 
masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran atau 
pengguliran hewan temak rnaka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai 
investasi nonperrnanen atau penambah investasi nonpermanen. 

94. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut m aka hasil 
pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli 
Daerah, dan ha.sil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi 
akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi 
nonpermanen. 

95. Pada saat pelepasan hak atau hewan ternak dari Pemerintah Daerah 
kepada rnasyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka atas 
hewan temak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat 
sebagai pengurang investasi nonpermanen. 
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96. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang 
din ilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar­
benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Serita Acara tentang 
kematian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai 
pengurang investasi nonpermanen. 

97. Pengungkapan dana bergulir 
Disamping mencan tumkan pengeluaran dana bergulir sebagai 
Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 
Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi 
lain dalam Catatan atas Laporan Keeangan (CaLK) antara lain: 
g. Dasar Penilaian Dana Bergulir; 
h. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; 
1. Besarnya suku bunga yang dikenakan; 
j. Saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana 

bergulir dan saldo akhir dana bergulir; 
k. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur 

dana bergulir. 

98. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek­
proyek pembangunan pemerin.tah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar 
biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkanuntuk 
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka 
penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak 
ketiga. 

Investasi Permanen 
99. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimilild secara berkelanjutan. 
l 00. Investasi permanen terdirt dart : 

a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan 
Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan 
Negarajlembaga keuangan daerah, badan internasional dan 
badan httkum lainnya bukan milik Negara. 

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemertntah 
untulc menghasilkan pendapatan atau meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 

l 01. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa 
dimasukkan ke penyertaan modal, surat ubligasi jangka panjang yang 
dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek 
pembangunan yang dapat die.lihkan kepada pihak ketiga, misalnya 
investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan ini. 

Pengakuan Hasil In.vestasi Jangka Panjang 
102. Basil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dart 

penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya 
menggun.akan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil 
investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, 
bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh p emeri.ntah 
daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan 
mengurangi nilai investasi pemertntah daerah. Deviden dalam 
bentuk saham yang ditertma tidak akan menambah nilai investasi 
pemerintah. 

Pengungkapan Investasi 
l 03. Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain: 
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a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi 
b. Jenis-jenis investasi, inuestasi permanen dan nonpermanen; 
c. Perubahan harga pasar baik invest asi jangka p endek maupun 

investasi jangka panjang; 
d. Penurunan nilai invest asi yang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut; 
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya; dan 
f. Perubahan pos investasi. 

ASET TETAP 
104. Aset Tetap adalah aset berw ujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan da.lam kegiatan 
pemerintah da'erah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umu m. 

105. Termasuk dalam aset tetap pemeri:ritah daerah adalah : 
a. Aset tetap y2ng dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan 

oleh entitas lainnya misalnya pemerintah lainnya, universitas, 
kontraktor. 

b . Hak atas tanah. 
106. Aset Tet ap terdiri dari : 

a. Tanah; 
b. Peralatan dan Mesin; 
c. Gedung dan bangunan; 
d. Jalan, Irlgasi dan Jaringan; 
e. Aset Tetap Lainnya; 
f. Konstruksi dalam Pengerjaan; 

107. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasion~l pemerintah 
daerah dan dalam kondisi siap pakai. 

108. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor , 
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan pern.latan lainnya 
yang nilainya signifikan dan dala~n kondisi siap pakai. 

109. Gedung dan Bangunan mencaki.lp seluruh gedung dan bangunan yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah daerah dan dalam ~ondisi siap pakai. 

110. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh 
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. 

111. Aset tetap lainnya menca kup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 
ke dalam kelompok aset tetap di ata.s, yang diperoleh <lan dimanfaatkan 
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 
pakai. 

112. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 
selesai seluruhnya. 

113. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus 
disaj ikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. 

Pengakuan Aset Tetap 
114. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi mas a depan 

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat 
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
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c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
f. Memenuhi. dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi 

aset tetap yang sudah ditetapkan. 
115. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset t.etap telah 

diterima ata.u diserahkan hak kepemi likannya dan/ atau pada 
saat peng-uasaannya berpindah. 

Pengukuran Aset Tetap 
116. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset 

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 
perolehan. 

117. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset t ersebut ke 
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

118. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya 
harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

119. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 
adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

120. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya 
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat 
neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah 
tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas 
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya 
perolehan tidak ada. 

Perolehan Secara Gabungan 
121. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh 

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga 
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan ni lai wajar masing­
masing aset yang bersangkutan. 

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 
122. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 
wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat 
aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas 
atau setara kas yang ditrans.fer/diserahkan. 

123. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu 
aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan 
memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat 
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. 
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerngian yang 
diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat 
sebesar nilai tercatat (carrying arr .. ount) atas aset yang dilepas. 
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Aset Donasi 
124. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangar~ (donasi) harus dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

Pengeluaran Setelah Perolehan ( Subsequent Expenditures) 
125. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset t etap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
membert manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja, harus ditambahlcan pada nilai tercatat aset yang 
bersang kuto.n. 

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan 
Awai 
126. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian 
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian 
pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinuestasikan 
dalam Aset Tetap. 

Penyusutan 
127. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset 

tetap yang dapat disusutkan selama ma$a manfaat asset yang 
bersangkutan. 

128. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 
pengurang nHai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban 
penyusutan dalam laporan operasional. 

129. Penyesuaian nilai aset tetap dilakuka n dengan berbagai metode 
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang 
digunakan h arus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau 
kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah daerah. 

130. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode g&ris lurus. 
131. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap <lilai<:ukan 

dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa 
manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini 
dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk 
mendapat nilai penyusutan per tahun. 

132. Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus 
adalah sebagai berikut: 

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan 
Masa Manfaat 

133. Tar'f 1 oenvusutan u ntuk setiap aset adalah sebagai berikut: 
Tarif 

No. Uraian penyusutan 
(% ) 

1. Tanah 0% 
2. Peralatan dan Mesin, terdiri atas : 

2.1 Alat-alat Berat 5% 
2.2 Alat-alat Angkutan / kendaraan 5% 
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 4% 
2.4 Alat-alat P;:::rtanian / Peternakan 5% 
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 5% 
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 5% 
2.7 Alat-alat Kedokteran 8% 
2 .8 Alat-ala t Laboratorium 8% 
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2.9 Alat Keamanan 5% 
3. Gedung dan Banaronan, terdiri atas : 
3. 1 Bangunan Gedung 4% 
3.2 Bangunan Monumen 4% 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas : 

4 .1 Jala n 4% 
4 .2 Jembatan 4% 
4.3 Bangunan Air/ Irigasi 8% 
4.4 Jaringan dan Instalasi 4% 
5. Aset Tetap Lainnva, terdiri atas : 

5.1 Buku dan Perpustakaan 8% 
5.2 Barang Bercorak 8% 

Kesenian / Ke budavaan LO lanraga 
5.3 Hewan/ Ternak dan Tumbuhan 0% 
5.4 Alat-alat Perseniataan 5% 
6. 1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0% 

134. Selain tanah, hewan/ ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam 
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan 
sifat dan karakteristik aset tersebut. 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 
135. Penilaian kembali atau revalv.asi aset tetap pada umumnya tidak 

diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah 
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga 
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan 
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Di.sposal) 
136. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau 

bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak 
ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. 

137. Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari 
Neraca dan diu.ngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

138. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan 
ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Tanah 
139. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang 

dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam 
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 
digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan 
untuk bangunan, jo.lan, irigasi, dan jaringan. 

Pengakuan Tanah 
140. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya 

dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta 
perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan 
Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan 
yang bersifat permanen. 

Penyatuan dan Segmentasi Kont:rak Konstruksi 
141. Jika suatu kon!rak konstruksi mencakup sejumlah aset, 

konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak 
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konstroksi yang terpisah apabila semua syarat d i bawah int 
terpenuhi : 

a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; 
b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan 

kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau 
menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing­
masing aset tersebut; 

c. biaya masing-masing a::;et dapat diidentifikasikan. 
142. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memunglcinkan 

konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi k erja atau 
dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat 
dimasukkan ke dalam kontrck tersebut. Konstruksi tarnbahan 
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisahjika .: 

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan cialam 
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup 
dalam kontrak semula; atau 

b. har9a aset tambahan tersebut ditetapkatt tanpa 
memperhatikan harga kontrak semula. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 
143. Konstruksi G!alam Pengerjaan adalah a set-aset yang sedang dalam 

proses pembangunan. 
144. Jika penyelesaian pengerjaan suatu asset tetap melebihi dan atau 

melewati satu tahun anggaran, maka asset tetap yang belum 
selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan seba.9ai konstruksi 
dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap 
dipakai. 

145. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun 
dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu 
akun yang sesuai dalam pos asset tetap. 

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
146. Suatu benda berwujud harus diakut sebagai Konstruksi dalam 

Pengerjaan jika : 
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

14 7. Konstruksi Dalam PengerJaan biasanya merupakatt aset yang 
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah 
atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan 
oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 

148. Konstruksi Dalam Pengerjaa.n dipindahkan ke pos aset tetap yang 
bersangkutanjika kriteria berilcut t erp enuhi: 

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan 

perolehan. 
149. Suatu kon struksi dalam pcngerjaan dipindahkan ke asset tetap yang 

bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai 
dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehan nya. 

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 
150. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 
151. Nilai konstruksi yang diker;jakan secara swakelola antara lain: 
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(L biaya ,yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
konstruksi; 

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada 
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; 
dan 

c. biaya lain yang secara khusus dibayarka11 sehubungan 
konstruksi yang bersangkutan. 

152. Nilai konstruksi yang dikerjakan o{eh kontraktor melalui kontrak 
konstruksi meliputi: 

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi 
belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

c. pembagaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 

153. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang 
timbul selama masa konst ruksi dikapitalisasi dan menambah 
biaya konstruksi, sepanjang biaya terse but dapat 
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 

154. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi 
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang 
bersangkutan. 

155. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset 
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman 
periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing 
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total 
pengeluaran biaya konstruksi. 

156. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara 
tida.k disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka 
biaya pinjaman yang dibay,arkan selama masa pemberhentian 
sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 

157. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang 
penyelesaiannya Jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis 
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya 
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis 
pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. 

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
158. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi : 
a. Rincian kontrak kon.struksi dalam pengerjaan berikut 

tingkat penyelesaian dan Jangka waktu penyelesaiannya; 
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 
d. Uang muka kerja yang dibedkan; dan 
e. Retensi. 

Aset Bersejarah (Heritage Assets) 
159. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk 

mencatat aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset 
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

160. Beberapa aset bersejaralt juga memberikan potensi manfaat 
lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, 
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sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang 
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan 
prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets) 
16 1. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh 

pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering 
dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur 
memenuhi definisi aset tetap dan ltarus diperlakukan sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. 

DANA CADANGAN 
162. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci 
menurut tujuan peruntukannya. 

ASET LAINNY A 
163. Asct non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. 
164. Aset Lainnya terdiri dari: 

a . Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua 
belas) bulan. 

b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah; 

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 
d. Aset Tak Berwujud; 
e. Kas yang dibatasi penggunaannya 
f. Aset Lain-lain. 

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) 
bulan. 
165. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih da.ri 12 bulan 

menggambarkan jumlah yang ciapat diterima dari penjualan aset 
Pemerintah Kabupaten Semararig secara angsuran kepada pegawai 
Pemerintah Kabu paten Semarang. Contoh tagihan penjualan angsuran 
antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan 
dinas. 

Penilaian Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua 
belas) bulan. 
166. Tagihan pen_iualan angsuran dinilai sebesar nilai norr.inal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi 
dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau 
daftar saldo tag1han penjualan angsuran. 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 
167. Tun tutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas 
suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung 
ataupu n tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam peluksa.naan 
tugas kewajibannya. 
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Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
168. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk 
rnenuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda 
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suat'...l perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian 
dalarn pelaksanaan tugas kewajibannya. 

Kemitraan dengan Fihak Ketiga 
169. Kernitraan dengan Fihak ketiga rnerupakan perjanjian antara dua fihak 

atau lebih yang rnernpunyai kornitrnen untuk rnelaksanakan kegiatan 
yang dikendalikan bersarna dengan menggunakan aset dan atau hak 
usaha yang drniliki. 

Penilaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
170. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalarn Surat 

Keputusan Pernbebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah 
dilakukan oleh bendahara yang bersa._rigkutan ke kas daerah. 

171. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan 
setoran yang telah dilakukan ol~h pegawai yang bersangkutan ke kas 
daerah. 

Aset Tak Berwujud 
172. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi 

dan tidak memp·unyai wujud fisik derta dimiliki untuk digunakan dalam 
rnenghasilkan ·oarang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 
terrnasuk hak atas kekayaan !.ntelektual. 

173. Conteh asct tidak berwujud adalah Sistim Inforrnasi, hak paten, hak 
cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tid2.k 
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapa~ dikembangkan 
sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 

17 4. A set tak berwujud disusutkan / diarnortisasi un tuk menyesuaikan 
nilainya s~cara sistematis sesuai rnasa manfaatnya. Penyusutan atau 
arnortisasi aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis 
lurus dengan tarif sebesar 10%. 

Kas yang dibatasi penggunaannya 
175. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang tunai dan saldo 

sirnpanan di bank yang tidak setiap saat dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan pemerintah baik menurut waktu, jenis maupun 
jumlah dari kegiatan. 

Aset Lain-Lain 
176. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak 

dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan 
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat. 

177. Conteh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif Pemerintab Kabupaten Semarang serta sudah 
mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Semarang. 

Pengungkapan Aset Tetap 
178. Lapor·an keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing 

Jeni.s aset tetap sebagai berikut : 
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a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 
tercatat (carrying amount); 

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 
yang menunjukkan : 
(1) penambahan; 
(2) pelepasan; 
(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 
(4) mutasi aset tetap lainnya. 

c. Informasi penyusutan, meliputi : 
(1) nilai penyusutan; 
(2) metode penyusutan yang digunakan; 
(3) masa nianfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
(4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutun pada awa.l 

dan akhir periode. 
179. Laporan keuanganjuga harus mengungkapkan: 

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 
b. Kebfjakan. akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan aset tetap; 
c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 

dan 
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 
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LAMPIRAN XIV 

PERATUP.AN BUPATI SEMARA G 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 
AKUNTANSI KEWAJIBAN 

Paragraf-paragraf yang ditulis den.gan huruf tebal dan mtnng adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 

kewajiban meliputi : saat pengakuan penentuan nilai tercatat, a.mortisasi, 
dan biaya pinjaman ~rang dibebankan terhadap kewajiban tersebut 

RUANG LINGKUP 
2. Kebijakan int diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Kabupaten 

Semarang yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum 
dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang 
diperlukan. 

3. Pernyataan kebijakan ini mengatur : 
a . Akuntansi kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang terma.suk 

kewajiban Jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang 
ditimbulkan dart utang dalam negeri dan utang luar negeri. 

b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang 
asing 

c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari 
restrukturisasi pinjaman 

d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang 
Penterintah Kabupaten Semarang 

e. Huruf (b),(c) dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada 
pengaturan khusus dalam pemyataan tersendiri mengenai ltal-hal 
terse but. 

DEFINISI 
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 

pengertian : 
Kewajiban a:i~ah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama 
umur utang pemerintah. 
Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung 
oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana. 
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Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 
Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present 
value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu 
utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga 
efektif. 
Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur. 
Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya 
belum pasti. 
Kewajiban kontinjensi adalah: 
a. Kewajiban potensial yang timbul dari pensnwa masa lalu dan 

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya 
suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya 
berada dalam kendali suatu entitas; atau 

b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui 
karena: 
( 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas 

mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis 
untuk menyelesaikan kewajibannya; atau 

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. 
Kurs adalah rasio pertukaran d1,;.a mata uang. 
Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan 
jumlah yang sama panjang periode sekuritas utang pemerintah. 
Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 
t ransaksi berlangsung seperti nilai yang lertera pada lembar surat utang 
pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, 
perubahan penilaian d.ikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan 
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan 
menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 
Nilai tercatat (carrying amount} kewajiban adalah nilai buku kewajiban 
yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto 
atau premium yang belum diamortisasi. 
Perhitungan Fihak Ketiga, selanjut.nya dis ebut PFK, merupakan utang 
Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pihak lain yang disebabkan 
kedudukan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pemotong pajak atau 
pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Tape1um. 
Premium ada l.ah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present 
value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat 
bunga nominal lebih tinggi da;.-i tingkat bunga efektif. 
Restrukturisasi utang adalah kesepakatar.. antara kreditur dan debitur 
untuk memodifikasi syarat-syarat pe~janjian utang dengan atau tanpa 
pengurangan jumlah utang, dalam bentuk: 
c. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggaka..r1 

dengan utang baru; atau 
d. Penjadwalan ular.g atau modifikasi persyaratan utang yait:.i mengubah 

persyaratan clan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan 
utang dapat berbentuk: 
(1) Perubahan jadwal pembayaran, 
(2) Penambahan masa tenggang, atau 
(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang 

jatuh tempo clan/ a tau tertunggak. 
Su~at Perbendaharaan Negara adalah Surat Uta.rig Negara yang 
berJangka waktu sampai dengan J 2 (dua belas} bulan dengan pembayaran 
bunga secara diskonto. 



Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan 
utang dalam mata uang rupia h maupun valuta asing yang dijamin 
pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan masa berlakunya. 
Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan 
Pemerintah Kabupaten Semarang membayar pokok utang dan/ a tau 
bunganya sesuai jadwal. 

UMUM 
5. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemcrintah mempunyai 

kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan 
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan dati:1g. 

6. Dalam konteks pemerintaban , kewajiban muncul karena : 
a. Penggunaan sumber pendan.?.an berupa pinjaman dari masyarakat, 

lembaga keuangan, entitas pemerintahan la in, atau lembaga 
internasional; 

b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang; 

c. Kewajiban kepada masyarakat ya~tu kewajiban tunjanga n, kompensasi, 
ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari waj ib pajak, alokasi/realokasi 
pendapatan ke entitas lainnya; dan 

d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. 

KLASIFIKASI KEWAJIBAN 
7. Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Semarang, kewajiban 

diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban 
jangka panjang. 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
8. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( 
dua belas) bulan set elah tanggal p e laporan. 

9. Kewajiban jangka pendek terdiri ata8: 
a. utang perhitungan pihak ketiga; 
b. utang bunga; 
c. utang pajak; 
d. bagian lancar u tang j angka pan j ang; 
e. pendapatan diterima dim uka; dan 
f. utang jangka pendek lainnya. 

10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari: 
a. Utang Taspen; 
b. Utang Askes; 
c. Utang PPh Pusat; 
d. Utang PPN Pusat; 
e. Utang Taperum; dan 
f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya. 

11. Utang Sunga terdiri dari: 
a. Utang Bunga kepi=i.da Pemerintah Pusat; 
b. Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya; 
c. Uta ng Bunga kepada BUMN /BUMD; 
d. Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keua ngan; 
e. Utang Bu nga Dalam Negen Lainnya; dan 
f . Utang Bunga Luar Negeri. 

12. Utang Pajak terdiri dari: 
a. Utang Restitusi Pajak daerah; 
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13. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari: 
a . Utang Bank; 
b. Utang Obligasi; 
c. Utan g kepada Pemerintah Pusat; 
d. Utang kepada Pemerintah Provinsi; dan 
e. Utang Pemerintah Kabupaten /Kota Otonom Lainnya. 

14. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari: 
a. Setoran kelebihan dari Pihak Ketiga; 
b. Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga 
c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah. 

15. Utang J angka Pendek Lainr.ya merupakan kewaj iban lancar yang tidak 
termasuk dalam kategori utang jangka penciek yang ada. Termasuk dalam 
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar 
pada saat laporan keuangan disusun. 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
16. Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Semarang yang harus dibayar lcembali atau Jatuh tempo 
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

17. Suatu entitas tetap mengklasiflkasikan kewajiban jangka 
panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan 
diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pe laporan jika : 

a. Jangka waktu aslinya ada.lah untuk periode lebih dart 12 (dua 
be las) bu lan. 

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) 
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. 

c. Maksud tersebut disukung dengan adanya suatu perjanjian 
pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap 
pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan 
disetujui. 

18. Kewajiban jangka panjang terdiri : 
a. Utang Dalam Negeri; dan 
b . Utang Luar Negel'i. 

PENGAKUAN KEWAJIBAN 
19. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 

ekon0mi akan dilakukan a tau tclah dilakukan u n tuk menyelesaikan 
kewajiban yang ada sampai saat sckarang dan perubahan alas kewajiban 
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

20.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada 
suat kewajiban timbul. 

21. Kewajiban dapat timbul dari: 
a. transaksi dengan pertukaran ( exchange transactions); 
b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum 

yang berlaku dan kebijakan yang diter2pkan, yang belum lunas dibayar 
sampai dengan saat tanggal pelaporan; 

c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (govt:mment-related 
events); dan 

d. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events) . 
22. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah 

Kabupaten Semarang menerima barn.ng atau jasa sebagai ganti janji untuk 
memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. 
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23. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu l<ewajiban di:1kui atas jumlah 
terutang yang belum dibayar pada tanggal pela poran. 

24. Dalam hubungannya dengan kejadian yang berkailan dengan pemerintah, 
kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul 
dari tran saksi dengo...n pertukaran. 

25 . Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak 
didasarkan pada transaksi namun kejadian terscbut mempunyai 
konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang karena 
memutuskan mer-espon kejadian tersebut . Dalam ka.itannya dengan 
kejadian yang diakui pemerintah, kewajiban diakui apabila memenuhi 
kriteria berikut : 

a. Sadan Legislatif telah menyi::tujui atau mengotorisasi sumber daya 
yang a kan digunakan 

b . Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa 
pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. 

PENGUKURAN KEWAJIBAN 
26. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata 

uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral 
pada tanggal neraca. 

27. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah 
Kabupaten Semarang pada saat pertama kali transaksi berla ngsung seperti 
nilai ya ng ter tera pada surat utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang 
substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti 
tra n saksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs 
valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, 
diper hitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tcrsebut. 

Utang kepada Pihak Ketiga 
28. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat Pemertntah Kabupaten 

Semarang menertma hak atas barang, termasuk barang dalam 
perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui 
kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang 
tersebut. Kewajiban yang disebabkan transaksi ant ar unit 
pemerinrah harus dipisahkan dcngan kewajiban kepada unit non 
pemerintahan. 

Utang Transfer 
29 . Utang transfer adalah kewajiban suat·u. entitas pelaporan untuk melakukan 

pembayaran kepada entitas lain sebagai a kibat ketentuan perundang­
u ndangan. Untang transfer diakui dan dinilai sesuai peraturan yang 
berlaku. 

Utang Bunga 
30. Untuk utan.g bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar 

biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud 
dapat berasal dart ut ang Pemertntah Kabupate n Semarang baik dari 
dalam negeri. maupun luar negeri. Utang bunga atas utang 
pemerintah yang be lum dibayar hctrus dialcui pada setiap akhir 
periode pelaporan sebagai bagian dart kewajiban yang berkaitan. 



31. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas 
Pemerintah Kabupaten Semarang yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Semarang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga 
32.Pada akhir periode pelapol'"an, saldo pungutan/potongan berupa 

perhitungan pihak ketiga. (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain 
harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan 
keuangan sebesar jumlah yan,g masih harus disetorkan. 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
33. Nilai yang dicantumkan dalam lapcran keuangan untuk bagian 

lancar utang jangka panjang culalah jumlah yang akan jatuh tempo 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

34. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah 
jumlah bagian utang jangka panjang yang akan j::i.tuh tempo dan harus 
dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban Lancar Lainnya 
35. Kewajiban lancar lainnya adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk 

dalam kategori yang ada. Termas'...lk dalam kewajiban ini adalah biaya yang 
masih harus dibayar pada saat laporan keu angan disusun. Pengukuran 
untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteri~tik masi.ig­
masing pos tersebut misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawa1 
dinila i berdasarkan jumlah gaj i yang masih harus dibayarkan. 

Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan dan Yang Diperjualbelikan. 
36. Untuk utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang tidak dapat 

diperjualbelikan, nilai nominal c;;tas utang Pemerintah Kabupaten 
Semarang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten 
Semarang kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga 
sesuai yang diatu.r dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan 
pada tanggal pelaporan. 

37.Kebijakan cikuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapan utang Pemerintah Kabupaten 
Semarang yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang 
Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat diperjualbelikan 
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. 

TUNGGAKAN 
38. Tunggakan merupakan jumlah t9.gihan yang telah jatuh tempo namun 

Pemerintah Kabupat~n Semarang tidak mampu membayar jumlah pokok 
dan/ a tau bunganya sesuai dengan jadwal. 

39. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupate n Semarang 
harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum (Aging Schedulle) 
Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian 
pengungkapan kewajiban. 

RESTRUKTURISASI UTANG 
40. Dalam restrukturisasi utang melalui modiflkasi persyaratan utang, 

debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif 
sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah 
nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai 
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tecatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang 
ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restruktursasi harus 
di ungkapkan pa.da Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian 
dari pos kewajiban. 

41. Restrukturisasi dapat berupa : 
a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan 

dengan utang baru. 
b. Penjadwalan ~Jang atau modifikasi pcrsyaratan utang yaitu mengubah 

persyaratan dan kondisi kintrak perjanjian yang a da. Penja<lwalan 
utang dalam bentuk : perubahan jadwal pembayaran, penamoahan 
masa tenggang, mendadwalkan kembali rencana pembayaran pokok 
dan bunga yang jatuh tembok dan/ a tau tertunggak. 

42. Jika jum.lah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan 
dalam persayaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga 
maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka 
debitur harus mengurangi nilai tercatat utang kejumlah yang sama 
dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ;yang 
ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus 
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian 
dari pos kewajiban yang berkaitan. 

43. Suatu entita.s tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai 
akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas 
masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas 
masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang 

PENGHAPUSAN UTANG 
44. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukurela tagihan oleh 

kreditur kepada debitur , baik sebagian maupun seluruhnya , jumlah utang 
debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. 

45.Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah 
nilai tercatatnya dilakukan d engan aset kas, maka ketentuan pada 
paragraf 42 berlaku. 

46.Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah 
nilai tercatatnya dilakukan dcngan aset non kas maka entitas 
sebagai debitur lebih dahulu harus melakukan penilaian kembali 
atas aset non kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan paragraf 
42, serta mengungkapkan p a.da Catatan Atas Laporan Keuangan 
sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang 
berhubungan. 

47. Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan 
jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi tersebut. 
Perbedaan itu merupakan selisih lebih a n tara : 

a. nilai tercatat utang yang diselesaikan Uumlah nominal dikurangi atau 
ditambah dengan bur.ga terutang dan premi, diskonto, biaya 
keuangan a tau biaya penerbitan yang belum diamortisasi). 

b. dengan nilai wajar asset yang dialihkan ke kreditur. 
48. Penilaian kembali a set pada paragraph 4 7 akan menghasilkan perbedaan 

antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk 
penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan 
Atas !.aporan Keuangan . 



BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH 
KABUPATENSEMARANG 
49. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten 

Semarang adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan 
dengan pinjaman dana. Biaya tersebut meliputi: 
a. bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman 

jangka pendck maupun jangka panjang; 
b. commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik. 
c. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan. pinjaman; 
d. amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan pero1ehan pinjaman 

seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; 
e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh 

hal terseout diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. 
50. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan secara 

langsung dengan perolehan ata.u produksi suatu aset tertentu, harus 
dikapitalisasi sebagai bagtan dari biaya p erolehan aset tertentu 
tersebut. 

51. Apabila bunga pinjaman dapat diat:.ibusikan secara langsung dengan aset 
tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset 
tertentu tersebut 

52. Bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan 
dengan tingkat bunga yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan 
jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, maka 
diperlukan pertimbangan professional (professional judgement) u ntuk 
menentukan h al tersebut. 

53.Apabila suatu dana dari p injaman yang tidak secara khusus 
dtgunakan untuk perolehan aset maka btaya pinjaman yang harus 
dikapitaltsasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata 
tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang 
berkaitan selama periode pelaporan. 

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
54. Utang Pemerintah Kabupaten Semarang harus diungka pkan secara rinci 

da lam bentuk daftar skedul utang (aging schedule) untuk memberikan 
informasi yang lebih baik kepada pemakainya. 

55. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harm-; 
disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah: 
a. Jumlah saldo kewajiban jarigka pendek dan jangka panjang yang 

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten 

Semarang berdasarkan jcnis sekuritas utang Pemerintah Kabupaten 
Semarang dan jatuh temponya; 

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga 
yang berlaku; 

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban '3ebelum jatuh 
tempo; 

e. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi: 
1. penguranga n pinj aman; 
2. modifikasi persyara tan u tang; 
3 . pengurangan tingkat bunga pinjaman; 
4. pengunduran jatuh tempo pinjaman; 
5. pengurangan nilai jatuh tempo oinjman; dan 
6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode 

pelaporan. 



f. Jumlah tunggakan pmJama:.."1 yang disajikan dalam bentuk daftar 
umum utang berdasarkan kreditur. 

g. Biaya pinjaman: 
1. Perlakuan biaya pinjaman; 
2 . Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang 

bersangkutan; dan 
3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 



LAMPIRAN XV 

PER.A.TUR.AN BUPATI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASI S 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
K-ABUPATENSEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14 
AKUNTANSI EKUITAS 

Paragraf-paragraf yang d itulis dengan huruf tebal dan mtnng adalah 
paragraf kebijakan yang harus d ibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Ak ra.al pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 

Tujuan 
1. Tuju 2_n kebijakan akuntansi ekuit8.s clana adalah untuk mengatur 

perlakuan aku n tansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuar 
akuntabilitas sebagaimana clitetapkan oleh peraturan perunclang­
undangan. 

Ruang Lingkup 
2 . Kebijakan ini d i terapkan dalam a kuntansi ekuitas dana yang 

disusun dan. disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis 
akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

DEFINISI 
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang 

m erupakan selisih antara ase t clan kewajiban Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

KLASIFIKASI 
4 . Ekuita s diklasifikasikan ke clalam: 

a. Ekuitas Awal; 
b . Su rp lus/Defisit LO; clan 
c. Koreks i-kore't<:si yang menambah/ mengurangi Ekuitas 
cl. Ekui tas akhir 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS 
5. Pengakuan clan pengukuran ekuitas telah d ijabarkan berkaitan dengan 

akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset 
lainnya , dana cadangan, p~nerimaan pembiayaan, pengeluaran 
pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban. 

BU PATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJIRIN 

rn 



LAMPIRAN XVI 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENT A.NG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KA.BUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTAN.31, DAN OPERAS! YANG TIDAK 
DILANJUTKAN. 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan mtnng adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Aku.ntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 

Tujuan. 
1. Kebijakan ini bertujuan untuk meng8.tur perlakuan akuntansi atas koreksi 

kesalahan akvntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan 
kebijakan akuntansi, perubahan estirr..asi akuntansi dan operasi yang tidak 
dilanjutkan. 

Ruang lingkup. 
2. Dalam menyusun dan menyaji.kan laporan keuangan suatu entitas 

harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh 
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun 
laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas 
akuntansi, termasuk badan layanan umum daerah, yang berada 
dibawah Pemerintah Kabupatert Semarang. 

DEFINISI 
4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 

pengertian seperti berikut: 
Kebijakan akunta.nsi adalah prinsip-p rinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang d ipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuaangan. 
Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai 
de1:gan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode 
berJalan atau periode sebelumnya. 
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Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji 
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 
Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau 
tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, 
program atau kegiatan, seh:i.ngga aset, kewajiban dan operasi dapat 
dihentikan tanpa menggangu fungsi, program atau kegiatan yang lain. 
Perubahan estimasi adalah revisi e3timasi karena perubaha.n kondisi y2.ng 
mendasari estimasi tersebut, atau kc1.rena terdapat informasi baru, 
pertambahan pePgalaman dalam mengestimasi atau perkemhangan lain. 
Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditarnpilkan pada lernbar rnuka 
la po ran keuangan. 

KOREKSIKESALAHAN 
5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa 

periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan 
mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi 
anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan clalam penetapan standard 
dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan 
atau kelalaian. 

6. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, ju1nlah koreksi yang 
berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan 
menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. 
Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus 
diungkapkan pada Catatan atas laporan keuangan. 

7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) 
Jen1s : 
a. Kesalahan yang tidak berulang; dan 
b. Kesalahan yang berulang clan sistemik. 

8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 
akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 
a. Kesalahan yang ticlak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan 
b. Kesalahan yang ticlak berulang yang terjacli pacla periocle sebelumnya. 

9. Kesalahan yang berulang clan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan 
oleh sifat alamiah (normal) clari jenis-jenis transaksi tertentu yang 
diperkirakan akan terjacli secara berulang. 

10. Setiap kesala.han harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui 
ada kesalahan. 

11.Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan, baik yang mempcngaruhi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun 
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

12.Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
sebelumnya dan mempengaruhi postst kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut belu.m diterbitkan, maka dilakukan 
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pado. akun 
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatcr.n-LO 
atau akun beban. 

13.Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, 
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka 
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. 



Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan 
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 

14.Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak 
berulang yang terjadi pada p eriode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan p eriode 
tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun aset bersangkutan. 

15.Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 
mengakibatkan. pengurangan beban, yang terjadi pada periode 
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 
secara material posisi aset selain kas, apabila periode laporan 
keuangan tersebut sudah diterbitkan, di lakukan dengan pembetu Zan 
pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal ini mengakibatkan 
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pad akun 
ekuitas. 

16. Koreksi kesalaltan atas penerimaan p endapatan-LRA yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 

17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak 
berulang yang terjadi pada p eriode s ebelumnya dan menambah 
maupun mengu.ra.ngi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, diiakukan denga11 pembetulan pada kun 
kas dan akun ekuitas. 

18.Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengelua.ran pembiayaan 
yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengur-angi postst kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilak-ukan dengan 
pembetulan pada akun kas dan Saldo Anggaran Lebih. 

19.Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban 
yang terjadi pada periode sebe lumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan peri.ode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 
dan akun kewajiban bersangku.t an. 

20.Koreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak 
mempengaruhi posisi kas, baik sebelum atau setelah laporan 
keuangan tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. 

21.Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada 
paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat 
terjadi pengeluaran kas untuk ment,embalikan kelebihan 
pendapatan dengan mengurangi p endapatan-LR.~ maupun 
pendapatan-LO yang bersangkutan. 

22.Koreksi kesalahan yang berhubungan d engan periode yang lalu 
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun 
berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. 

23.Koreksi kesalahan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
24. Para pengguna perlu mernbandingkan laporan keuangan dari suatu cntitas 

pelaporan dari waktu ke waktu unt.uk mengetahui kecenderungan arah 



posisi keuangan, kinerja, dan a rus kas, maka kebijakan akuntan si yang 
digunakan h arus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. 

25. Suatu perubaha n kebijakan akuntansi ha rus dilakukan ha nya a pa bila 
penerapan suatu kebijakan a k untans i yang berbeda diwajibkan oleh 
peratu ran perunda ngan a tau Standa r Akun tansi Pemerin tahan yang 
berlaku, atau a pabila diperkirakan bahwa peruba han tersebut akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, a rus kas yang lebih 
relevan dan lebih handal dalam penyajian la poran keuangan entitas. 

26. Perubahan kebijaka n akuntansi tidak mencakup hal-h a l sebagai berikut: 
a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa a tau kejadian yan g 

secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadia n s ebelumnya; dan 
b . Adopsi suatu kebijakan aku n tansi baru untu k kejadia n atau tran saksi 

yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak ma terial. 
27.Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 

Perubahan Ekuitas dan han.cs diungkapkan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan. 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 
28.Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan 

pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode 
selanjutnya sesuai s ifat perubahan. 

29. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan 
dan yang akan datang diungkapkan. dalam Catatan atas .Lapc·ran 
Keuangan. Apabila t idak memungkinkan harus diungkapkan alasan 
tidak mengungkapkan pengaruh perubahan. 

OPERAS! YANG TIDAK DILANJUTKAN 
30.Informasi penting dala.m operasi yang t idak dilanjutkan misalnya 

hakekat operas'i, kegiatan, program, prcyek yang dihentikan, 
tenggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan 
beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila 
dimungkinkan, da.mpak sosial atau darnpak pelayanan, pengeluaran 
aset atau kewajibari terkait pada penghentian apabila ada harus 
diaungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

31.Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen 
yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan 
walaupun berjumlah nol untuk t ahun berjalan. Namun demikian, 
operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. 

32. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun 
berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa seolah-olah 
operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada 
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal 
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 
penjualan, hibah dan lain-lain. 

33. Bukan merupakan penghentian operasi 2.pabila : 
a. Pengh entian suatu program, kegiatan , proek , segemen secara alamiah. 

Ha l ini d iakibatkan oleh permintaan publik yang di.layani yang terus 
merosot, pergantian kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tetap ada. 
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c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 
selebihnya berjalan sepeni biasa. Relokasi suatu program, proyek 
kegiatan ke wilayah lain. 

d. Menutup suatu fasilitas yang bermanfaat amat rendah, menghemat 
biaya, menjual sarana operasi ta;-ipa mengganguu operasi tersebut. 

BUPATI SEMARANG, 

CAPTTD 

MUNDJ~RIN 



LAMPIRAN XVII 
PERA TU RAN BUP A TI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHC. 2014 
TE TANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16 
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

Paragraf-paragraf yang ditulis dertgan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebtjakan yang harus diba.ca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 

Tujuan 
1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan la poran 

keuangan konsolidasian untu'< entitas pelaporan dalam rangka menyajikan 
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tujuan umum 
(general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan 
kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang 
dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan 
keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna 
laporan termasuk lembaga legislatif seba.gaimana ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-1:.ndangan. 

Ruang Lingkup 
2. Laporan keuangan untuk tuju.an umum dari Pemerintah Kabupaten 

Semarang yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disafikan 
secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu 
kesatuan entitas. 

3. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang sebagai entitas pelaporan mencakup lapora.n keuangan 
semua entitas akuntansi termasu.k keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah. 

4. Kebijakan ini tidak mengatur: 
a. laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah; 
b . akuntansi untuk investasi dalam pcrusahaan asosiasi; 
c. akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan 
d. laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten 

Semarang. 

DEFINISI 
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan 

pengertian: 
Entitas akuntansi adalah unit pemerinta.han pengguna 
anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 8.kuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporar1. 
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terdiri dari satu atau lebih en~itas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangar.. waj ib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang 
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan 
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntani lainnya dengan 
m engeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu 
entitas pelaporan konsolidasian. 
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan 
seh ingga tersaji sebagai satu ~ntitas tunggal. 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Semarang yang dibentuk untuk mem berikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan baran dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengut:amakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasrkar.. pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 

PENY AJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Pero.bahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 
Laporart Operasional (LO), Laporan Penlbahan Ekuitas, Laporan .. 4rus 
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan 
yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan 
dan berisijumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 

8. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi 
akun-akun timbal balik (reciprocal accounts ). Narnun demikian 
apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan maka hal tersebut 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

ENTITAS PELAPORAN 
9. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana 

ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. 
10. Pimpinan ent1~as pelaporan adalah Bupati Semarang. 

ENTITAS AKUNTANSI 
11. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi 

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuanga.n 
sehubungan dengan anggaranjbarang yang dikelolanya yang 
ditujukan kepada entitas pelaporan. 

12. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Semarang. 

13. Entitas akuntansi di lingkungan PP.merintah Kabupaten Semarang wajib 
menyelenggaralcan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan 
keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan 
keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit 
yang lebih tinggi dalam rangka. penggabungan laporan keuangan oleh 
entitas pelaporan. 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
14. Selaku penerima anggaran pendapatan dan belanjaa pemerintah, 



14. Selaku peneri.ma anggaran pendapatan dan belanjaa pemerintah, 
BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya 
dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris 
mentbawahinya. 

15. Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan 
berbentuk badan hukum yang mengelolan kekayaan Negara yang 
dipisahkan, BLUD adalah entttas pelaporan. 

16. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Kabupaten Semarang 
yang secara organisatoris membawahiny:1 dilaksan akan seLelah laporan 
keuangan BLUd disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama 
dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang 
membawahinya . 

PROSEDUR KONSOLIDASI 
17. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan 

cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan 
oleh entttas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang 
diselenggarakan entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya 
dengan mengeliminasi akun ti.mbal balik. 

18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan 
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris 
berada di bawahnya. 

BUPATI SEMARANG, 

CA?ITD 

MUNDJIRIN 
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LAMPIRAN XVIII 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR : 31 TAHUN 2014 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN SEMARANG 

KEBIJAK.AN AKUNTANSI NO. 17 
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 
kebijakan yang harus dibacct dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang 
ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Serna.rang 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan kebijakan m1 adalah untuk mengatur penyajiar. kembali 
(restatement) neraca dalam rangka penyesuaian penggunaan basis 
akuntansi kas menuju akrual ke dalam basis akuntansi akrual dalam 
penyusunan laporan k~uangan Pemerintah Kabupaten Semarang. 

Definisi 

2. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang 
dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu d ilakukan penyajian 
kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah unruk pertama kali 
akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang bart.! dari semula 
basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. 

PENYAJIAN KEMBALI NERACA 
3. Penyajian kembali diperlukan ur.tuk pos-pos Neraca yang kebijakannya 

belum mengikuti basis akrual pen-.1h. Kare:ia untuk penyusunan neraca 
ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun 
periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash 
toward accruaij. 

4. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain 
untuk akun sebagai berikut: 

a. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan 
piutang; 

b. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai 
belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, m2.ka 
disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak 
dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena :tu akun 
ini perlu disajikan kembali; 

c. persediaan,di pemerintah daerah csensinya adalah beban dibayar di 
muka . Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat 
perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam 
persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih 
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belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Ai<.un persediaan 
ini perlu dilakukan penyajian kcmbali bila mc.:tode penilaian 
persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metodc 
penilaian persediaan setelah basis akrual penuh; 

d. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila rnetode pencatatan 
sebelumnya berbeda dengan metode yc..ng digunakan sPtelah 
menggunakan basis akrual. Misalnya ada inv".!stasi yang pada periodc 
sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pcnollatan dengan 
metode ekuitas tapi masih di<'·atat dengan metode biaya, maka perlu 
disajikan kemt>ali; 

e. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi a kumulasi 
penyusutan; 

f. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku 
setelah dikurangi akumulasi amortisasi; 

g. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dcngan akrual utang 
bunga akibat adanya utangjangka pendek yang sudnh jatuh tempo; 

h. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada 
periode sebelumnya belum disajikan; 

1. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan 
dalam pengklas1fikasian ek1.1itas berbeda. 

TAHAPAN PENY AJIAN KEMBALI 
5. Perubahan kebijakan akunta11si harus disajikan pada Lapo, a n Perubahan 

Ekuitas dan diungkapkan dala m CALK. 
6. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

penyajian kembali Neraca adalan : 
a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun 

terkait seperti misa!nya untuk dasar menghitung dan mencatat be½an 
penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban 
penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan 
akumulasi amortisasi; dan lain-lain. 

b. menyajikan kembali akun-akun neraca )·ang belum sama perlakuan 
kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijaknn yang berlaku yaitu 
basis akrual, sesuai dengan kt>biJakan akuntans1 berbasis a!ut:al. 

BUPATI SEMARANU, 

CAP ITO 

MUNDJIRIN 


	Perbup_31_2015_000001.pdf (p.1-5)
	Perbup_31_2015_000002.pdf (p.6-15)
	Perbup_31_2015_000003.pdf (p.16-22)
	Perbup_31_2015_000004.pdf (p.23-33)
	Perbup_31_2015_000005.pdf (p.34-48)
	Perbup_31_2015_000006.pdf (p.49-50)
	Perbup_31_2015_000007.pdf (p.51-66)
	Perbup_31_2015_000008.pdf (p.67-71)
	Perbup_31_2015_000009.pdf (p.72-77)
	Perbup_31_2015_000010.pdf (p.78-79)
	Perbup_31_2015_000011.pdf (p.80-87)
	Perbup_31_2015_000012.pdf (p.88-92)
	Perbup_31_2015_000013.pdf (p.93-100)
	Perbup_31_2015_000014.pdf (p.101-103)
	Perbup_31_2015_000016.pdf (p.104-113)
	Perbup_31_2015_000017.pdf (p.114-128)
	Perbup_31_2015_000018.pdf (p.129-137)
	Perbup_31_2015_000019.pdf (p.138)
	Perbup_31_2015_000020.pdf (p.139-143)
	Perbup_31_2015_000021.pdf (p.144-146)
	Perbup_31_2015_000022.pdf (p.147-148)

